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ABSTRAK

Nama : Whisnu Hermawan Februanto
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : Penegakan Hukum Di Bidang Kekayaan Intelektual : Studi Kasus

Tindak Pidana Hak Cipta di Bidang Film

Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perkembangan perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya Hak Cipta dalam bidang film dan
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan di bidang karya
film dan apakah upaya penegakan hukum di bidang karya film telah berjalan
eiektif atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif
yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta khususnya
karya film, persetujuan TRIPs-WTO dan konvensi-konvensi Internasional yang
terkait dengan Hak Cipta di bidang karya film. Penegakan hukum di bidang Hak
Cipta khususnya karya film di Indonesia masih sangat memprihatinkan, hal ini
ditandai dengan masih maraknya film bajakan yang ada dan beredar secara
terang-terangan di Jakarta, ini membuktikan secara empiris bahwa penegakan
hukum terhadap palanggaran Hak Cipta oleh aparat penegak hukum masih belum
optimal, karena dipengaruhi berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial dan
budaya.

Kata Kunci :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Penegakan Hukum,
Pembajakan Film.
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ABSTRACT

MName : Whisnu Hermawan Februanto

Program Study : Business Law

Title : Intellectual Property Enforcement
A Case Study of Copy Rights Infringement in Movie
Rights

This thesis focuses on the progress of Intellectual Property Rights protection in
Indonesia specifically the Copy Rights of movies and issues which affect movie
piracy and whether the law enforcement efforts for movie piracy are effective or
riot. Research for this thesis uses the normative faw method which focuses on
reviewing the Jaws related to Copy Rights specifically those that are related to
movigs/films, the TRIPs-WTO Agreement and international conventions in Copy
Rights for movies. The Copy Rights law enforcement in Indonesia is concerning
which is proven by the amount of pirated movies distributed publicly in Jakarta.
This shows empirically that the enforcement is not yet optimal due 1o scveral
factors such g8 economic, social and culture.

Key word :
Law No. 19 year 2002 on Copy Rights, Law Enforcement, Movie Piracy.
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Kemajuan pesat.di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah
mempengaruhi beberapa agpek kehidupan marmusia, diantaranya adalah perobahan
mendasar dalam pola perdagangan antar bangsa, dan perubahan mendasar dalam
pola kegiatan ekonomi masyarakat .’ Di bidang investasi dalam perdagangan antar
bangsa discpakati pula suatu prinsip Trade Reloted Investment Measures
{TRIMzs) atau pczziagangan terkait investasi yang intinya adalah setiap kepiatan
investasi vang menghasilkan oufpur  yang diperdagangkan secara internasional
dan tidak bholeh dibambat. Selanjutnya disepakati puls kegiatan perdagangan
terkait bak cipta (Trade Related ntelectual Rights / TRIPs), yaitu setiap ciptean
vang diperdagangkan secara interpasional mensyaratkan ciptasn tersebut harus
dilindungi dari peniruan {pembajakan). Oleh Karena itu, setiap negara dimints
untuk memiliki undang-undang hak cipta” Indonesia masuk sebagai anggota
WTG (World Trade Grgenization) dengan menandatangani Persetujuan TRIPs
pada tanggal 1S April 1994 dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu
Agreement Establishing the World Trade Organizatior dengan terbentukaya
Undang-undang Nomor 7 Tabun 1994  tentang Persctujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia,’

Hak Kekayaan Intelekinal (HKI) adalah hak yang timbnl atas hasil olab pikic
otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusis’
Pada infinya HKI adalah hak ustuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu
kreativitas intelektual. Obyek yang diastor dalam HKI adalah karya-karya yang

' Doti D.Siregar, Manaiemen Aset dalam Strategi Penataarn Konsep Pembangunan
Berkelorjuton Secara Nosional Dalam Kowweks Kepala Daerch Sebagal CEQ's Pada Fra
Globulisosi dan Otanomi Daerah, (Jakartz: PT Keesta Prima Persads, 2004 ), hal 3.

* tbid, halg.

P DR ECita Ciirawinda SHMIP, Buky Kiudinh Hak Kekayaan fmelekiual, (Jakarts
Universilas Indengsis), 2007, hal. 2.

* RaMnan Ustwan, Hukum Hak Atas Kekayoon Inelekingl, Perfindungun Dav Dimensi
Hikumnya i Indonesio, (Basdong: Alumni, 2003}, hal 2.

1 Universitas Indonesia
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timbul atau lahir karena kemampuan manusia.® Namun Hak Kekayaan Intelektual
hanya akan bermakna jika diwojudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan
dalam siklus permintaan dan penawaran, oleh karena itu memainkan suafu peranan
dalam bidang ekonomi. Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual pertumbuhan
peraturan di bidang HKI sangatlah diperlukan, karena adanya sikap penghargaan,
penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, fetapi juga akan
oewyjudkan ikiim kondusif bagi peningkatan semangat atan gairah uniuk menghasilkan
kacya-karya yang lkbih besar, lebiti bakk dan lebih banyak® Kenyataan di dalam
implomentasi hukurmnya terbukii tidak sejalan dengan gagasen awamloya bahwa
pembentukan sistem HKY diharapkan dapat meningkatkan pertumbuban ekonomi dan
peningkatan kesejahteraan Indonesia*

Salah safu yang menjadi obyek HKIT adalah Hak Cipla, sesual dengsn Pasal |
angka 1 Undang ~ Undang Nomeor 19 tzhun 2002 tentang Hak Cipla {sshanjuinys
disingkat UUHC) disebutkan batvwa : “ Hek Cipfe adaloh hak elaklustf bagi pencipta
alax pererima kak wafuk mengumomien aiou  memperbonyak  ciptoasya olau
memberikan ijin untuk Htu dengon fidak mengrrangi pembatasan-pembatasan mermatt
peraturan pernndang-wndangan yang berlaiu”?  Perlindnngan hak cipta kbususnya
terhadap ciptaan film menjadi masalah serjus. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia
internasional karena lemahnya perlindongan terhadap bhak cipta Khasusnya perfilooan.
Indonesia sejak tahun 2000 merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masih masuk
dalam katagori Priority waich List {daftar negara yang menjadi prioritas untuk dinwasi)
untuk kasus-kasus HKL® Banyaknya kasus pelanggaran HKI di Indonesia jika tidak

* Buku Pondwmn Huak Kekavaon Pntelekiund, (akarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan
Intelekingl, 2086, hal 7

* Abdul Bari Azed, Ranghkaian Kebfjakan Direkiorat Jenderal HKT Dafam Membangun
Sistem HEKI Masional, makalsh disampaikan pada pembukaan pelatihag konsultan HED &
Universifas Indonesia, Jakarta tanggel 23 Fuli 2005, menyaiakan bahwa era smt inl adalal eea
HK 1, bukan hanya karzna keikuiserlasn Indenesia dalam pembentvkan Badan Perdagangan Dunia
(WTO), tetapi karena fenomena global yang berseatuhan dengen aspek hokum dan lgjn
perekonomisn negara,

' Agus Sardjono, Pembanguman Hukum Kekayaan Iotelekinal Indonesia Antara
Kebutuhan dan Kenyataan, pada pidato pengukuhan Gura BesarTetap dalam Hmu Hukum
Keperdataan Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 27 Pebrusii 2008, hai .19,

¥ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 (entang Hak Cipta

* Spara Pembaharuan, Rabu 19 Juli 2000, lihat juga katagori Speciad 307 US Trade
Representative/USTR - (Kantor Perwakilan Perdagangan Amerike Serika) dimana dalam
prakicknya laparan tersebut dibagi dalam liga katagori, yaitu :

Penegakan Hukum..., Whisnu I%rmawan Februanto, FH UP%3§¥$523$ Indonesia



ditangani segera dan secara serius  dikhawatirkan selain dapat mengancam reputssi
Indonesia di mata duniz intermasional, juga akan menghambat masuknya investasi
Sebaliknya, juga aken menyulitkan ekspor produkeproduk buatan Indonesia ke manca
negara '

Pembenahan sistem penegakan hukumn di bidang HKI mulal gencar dilakukan
oleh Kepolisian Republik Indongsia, khususnya Polda Metro Jaya sehingga pada bulan
November 2006, level Indonesia ielah turun meniadi Waich List dan dengan  status baru
iu diharapkan akan mengobah pandangan investor asing bahwa Inlonesia koni sudah
meunberikan perdindungan HKI seoara koosisten sehingea poran pencgakan hukem di
bidang HKI turut serta menciotakan fklim yang kondusif '’ bapi investor veng akan
menanarnkan modalnya di Indonesia,

Tabel 1
Berikut ini menunjukkan data lima tainin terakhic mengensi jumish kasus vang ditangani
oleh Polda Metro Jaya sehubungan dengan penegakan nkum.

Tahae | Jumish Kasus | Tersangks Barang Bukit Katerangan
2654 E; 3 + Pl 84.600 # Pabrik o -
e Lagu: 17,000 »  Duplikator: 3
2005 46 52 e Film : 30669 o Pabrik = -
*  lagm: 100283 s Duyplikator: 12
2006 623 £74 * Film: 35114272 o Pabuk 2
» lagu: 1795728 s Duplikster: 120
2067 255 335 « Fim: 23557175 » Pabrik 2
»  FLapu: 13559833 « Duplikator: 168
2008 | &5 175 = Film: 3223138 » Pabrik - -
o Lagn: 18372532 s Duplikator : 132

_ Sumber : Date darl Dit Reskrimzus Polda Metic Jaya

a8} FPriority Foreign Couniry, artipya pade lingksd ini pelangparan ates HKI yang dilakukan oleh
mifra dageeg Amerika fidak dapat ditolerir lagi, schingpa pegara yang bersangkutan bisa
dikenakan tindakan pembaiasan Getalinsi).
by Priority Wotch Lin, ariinya pada tingkat ini pelanggaran afas HKY tergolong berat sehinges
Ameriks Serikat merasz perlus memproriieskan pengawasannya terhadap pelangearan HEI &
suatn negars milra dagangnya,
¢} Watch Lisy, artinya pada tingkat int negara yang masuk dalam dafiar ini cukup diawasi karena
tingkat pelanggaran HKI masih belum terlalu berat.
¥ Joseph Pandi, Pilih Beramtas Mafia Pelanggaran HKI atan Kita Menghadapi
Hambatan Ates Masuknyo Investasi Kesini, Jakarta: Perhimpunan Masyarakat HKI Indonesia,
2001, hal.51.
" Prof Frman Rajegukguk, Hukum Inmvestasi di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukom
Universitas Al-Azhar Indonesia, 20087}, hal 37,

3 Universitas Indonesia
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Pembajakan terhadap karya cipta vang saat ini paling marak adalah
pembajakan karya cipta film yang diwujudkan ke dalam VCD/DVD. Semakin
maraknya pembajakan VCD/DVD  fiim  disebabkan semakin banvaknya
permintagn masyarakat atas barang-barang bajakan tersebut. Selain itu tingginya
permintaan disebabkan karens semakin meningkatnya suatu karya cipta seni filny,
dimana para pencipta lebih sering untuk menciptakan film yang bary, hal ini
mengakibatkan masyarakat merasa rugl apabila harus membeli VCI/DVD film
vang original (ash)y dengan harga vang sangat mahal, sedangkan VCD/DVD fim
tersebut hanya digunaken asiau dilihat sskali saja. Selain itu kualitas VCID/DVD
film bajakan mampu menverupai VCID/DVD film origing! schingga dengan
sernakin banyak permintaan masyarskat atas barang-barang bajakan sudah barang
tentu akan meningkatkan produksi terhadap barang-barang bajakan ferscbut di
pasaran baik dengan makin banyaknya pabrik-pabrik CD/VCD/DVD yang sampai
saat ini ada 30 (tiga puluh) pabrik’ disamping itu juga berkembang industri
rumahan /7 home indusiry dengan menggunnkan alat duplikator.” Pembajakan ini
sudah barang tentu memberikan kerugian yang sangat besar terhadap negara
maupun terhadap para pencipta. Terhadap negara adalah berkurangnya pemasukan
negara dari sektor pajak ' yaitu dengan beredarnya VCD/DVE film bajakan ini
sudai*; barang tentu barang-barang tersebut tidak membayar pajak baik dari wnsar
pajak Penghusilan (PPh) maupun dari unsur Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Sedangkan terhadap pencipta adslah  mengakibatkan menuronkan  bahkan
menghilangkan krestivitas scseorang untuk melsicakan peningkatan karya
intelekfualnya,'” termasuk pepelitian dan pengembangan  yang mampu

" Lihat Tabel 2 Daia dari Direktorat Jendral ndustri Agro dar Kimiz Departemen
Perindusirian Republik Indonesia, fahun 2088 mengyatakan bahwa pabrik CYWVCIHDYVD di
Indonesiz sudah sebanyak 36 pabrik yang semuanya ada di pulau Jawa,

* idhat Tabel 3 Data dan Gambar alat duplikator sebagei alal matuk melakukan
pembaiakan melalul media COIVCDAIVED yang dilakukan oleh para pembajsk  vang berhasil
diungkap oleh Polda Metre Jaya,

¥ Jenny Siscawati Dwi Lestari, Tesis yang berjudul Tindakan Pembaiakan Film Cerita
Dalam Media Cakram Optik Dalam Tinjauan Undung-Urdang Nomor 19 wihin 2002 tentang
Hak Cipta dan Raitarnya Dengan Hilmagnye Perdopaton Negara deri Sektor Pajak, 2008,
hal 177

¥ Libkat juge pendapat darl Fmawafi Funus yang monyatakan bahwa peatingnyy
perlindungan hak cipta didasarkan beberapa alasas, yakni:

2} Mendorong kreativitas dengan menghormali karya cipla orang lain;
b} Meningkatkan iklim ussha di bideng hak cipta sehingge investor berkeinginan untuk
menanambkan modainys di Indonesia;

(1]
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menghasilkan teknile maupun teluologi baru yang dapat berguna bagi kehidupan
manusia dimasa yang akan datang. Untuk menciptakan suatu karya inovasi dan
invensi intelektual memerlukan waktu vang relatif sangat lama dan biaya vang
sangat besar sehingga sebagai seorang inventor akan dapat menikmati hasil karya
ciptanya secara ekonomis. Sementara itu kegiatan pembajakan, pemalsuan, dan
peniruan tanpa seijin penciptanya adalah suatu pekeriaan vang mudah dilakukan
dan sangat tidak bertanggung jawab.

Di Jakarta banyak ditemui barang-barang VCD / DVD film bajakan mulai
dari mall-mall, pertokoan-periokoan bahkan sampai kepada pedagang kaki lima.
Saat ini masyirakat Jakarts sudah tidak malu-mmaly lagi stavpan merasa takut
untuk membeli bavang-barang bajakan tersebut. Pembajakan kaset, CD, VCD dan
DVD di Indonesia kian marak saja dari tahun ke tahun. Kenyataan ini sanpat
momprihatinkan, sebab tindskan pembajskan tersebut jelas  merupskan
pelanggaran terhadap hek cipta yang meropakan bak eksldusif peneipta atan
pencrima hak. Konsckuensinya, setiup penggandaan atau perbayakan'® dan
pengumuman’ | haruslah dengan seijin pemegang hak cipta.™

Dampak dari kegiatan pembajskan hak cipta tersehot telah sedemikian
besarnya sehingga mempengaruhi tatanan kehidupan bangsa di bidang ¢konemi,
hukurn dan sostal budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin
maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangan bahwa
pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dan
tidak lagi merupakan tndaken melanggar undang-undang (wer  deficieny.
Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terdadi pada pegara-negara

&) Adanya kepastian hukum pads masyarakit pencipta.

Hal ini disampaikan oleh Emawall Junus pade Makalah, “ Substansi Undang-Undang Hok Cipte
dan Impiepwentasingg ” yang disampaikan peda Diskusi Panel vang diselenggarakan aleh Kanwil
Depkeh dan HAM RI bekerjasama dengan PUSJEM HKI Universilas Atma Jaya Yogyakarta dan
APOMINDQ ROMDA DIY, di hotel Sahid, Yogyakarta tasggal 6 September 2003, hal3

¥ UUHC Nomor 19 tshua 2002, Pasal | menyebutkan bshwa, “perbanyakan adalak
penambahan jumioh sesuats Ciptaan, baik secora keselwrnhan muwpun bagian yamy sangat
substansial dengan merggunakan bahan-buhan yang same otgupun Gdak sama, termasuk
mengalitwufudkon secara permanen gioy temporer”,

" Tbid, Pasal 1 menyebuthan bahwa, “pengumuman adalahn  pembacaan, penviaran,
pameran, pengedaran, atay peayebaran suatu Ciptaan dengan menggunskan zlat apa pon, termasuk
media interned, atan melakukan dengan cars apa pen  sehingza suasty Ciptaan dapst dibaca,
didengar, atay dilikst orang ™,

Baww,solusi hukum.com Zartikel, tenlang pembajakan hak cipts yang terjadi di
pertoknan Gladog, diakses pada tanggal 77 Mei 2047
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berkembang ({developing countries) karena pembejekan terscbut dapat
memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil” artinya bagi pata pelanggar
(pembajak) dengan memanfaatkan kelemahan sistemn pengawasan dan
pemantauan serta penindakan terhadap pelangparan hek cipta oleh para aparat
penegak hukum . Harus diakui, upaya pencegahan (deterrent)™® dan lemahnya
prioritas yang diberikan bagi HKT*' oleh pemerintah sangat kurang. Disamping
itu masih lemahnya koordinasi yang harmonis diantara para penegak hukum
baik Kepolisian, Kejaksaan dan Pepgadilan serta instansi-instansi terkait
laicnya, sehingpa hal inilah vang menyebabkan wupayz penanggulangan
pembajakan di Indonesia tidak optimal, ’

Diberlakukanoya Undang-Undang Nomer 19 Tehun 2002 fentang Hak
Cipta, dari aspek yuridis diharapkan dapat memberiken perlindungan dan
memberikan rasa keadilan terhadap para pencipta atas ciptaannya dalam bentuk
seni film, dimana pemilik atas karya cipta tersebut mempunyal pengakuan secarg
hukum dan penghargaan vang diterima atas usaha vang kreatif, sehingpa
seseorang atau pencipta wmempunyal hak wnfuk dapat memiliki, menjual,
melisensikan atau mewariskan haknya tersebut sebagai svatu hak milik vang
merupakan “asser” yang mendapat pengakuan hukum, maka hak cipta
mendapatkan perlindungan secara hukum. Dengan adanya perlindungan secara
hulcum, diharapkan dapat meminimalisic pelanggaran terhadap hak cipta yang
dimiliki oleh seseorang, Khususnya terhadap karya cipta seni film yang dituangkan
ke dalam VCD/DVD.

Undang-tindang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah
menerapkan sanksi pidana minimal dan denda yang cukup berat, sebagaimana
diatur dalam Pasal 72 yang mengatur tentang ketenfuan pidama™ sehingga

. ¥ Libat Tabel 4, data keuntungsn para pembajak, mulai dari produsen, distributor sampai
ke pedagang, dala ini diperoleh dari  Dircktorst Reserse Kriminal Xhusus, Satusn induserd
?srdagm%an Polda Matropolitan fakarta Haya pada bulan Agustus 2008,

“ Prof. DR, Eddy Damian,8H, Hukum Hak Cipte, (BandungPT.Alumni, 2005), hal 259,

2 DR.Cita Citrawinda Prinpantja, Hak Kekayaan Intelekinal Tantangan Masa Depan,
{Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2603), hal. 157.

% UJUHC Momor 19 tzhun 2002, pasal 72 ayat (1) menyebulkan bahwa, “barang siapa
dengan sengaio don tanpa hak melakykan perbuatan sebagaimann dimoksud delam pasal 2 aver
{1} ataw pasal 4% ayvot {1} dipidang dengan pidana penjora masing-musing poling singhat 1 et
bulan dan atan denda poling sedikit Rp 1. 000.008.00 fotu fwia rupiah), atow pidona penjara
paling lamae 7 fuub) tehun don otoy denda peling banyak Bp. 5.000.000.800,00 flime milior
rupiah)”. Posal 22 avat {2F menyebutkey, "barang siopa dengon sengafe menyierkon,

Penegakan Hukum..., Whisnu I—@rmawan Februanto, FH U%ﬁﬂas Indonesia



ketentuan tersebut seharusnya memberikan detterent gffeer (efek jera) terhadap
para pelaku pembajakan karya cipta seni film, serta memberi kepastian hukum
apabila terjadi pelanggaran terbadap hak cipta. Selain itu Undang - Undang Hak
Cipta ini juga memberikan pedoman atan dasar pegangan bagi aparat penegak
hukum untuk bertindak dalam rangke penegakan hukum hak cipta. Sedangkan
apabila ditinjau dari aspek politik, pelaksanaan penegskan hukum di bidaog hak
cipta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Hak
cipta, dibarapkan dapat memperbaiki citra bangsa dan meningkatkan harpa dixi
bangsa, agar tidak dianggap sebagai negara pembajak schinggs Indonesis dapat
lebih diterima dalam tata percaturan/pergaulan Intemasional, dengan demikian
akan menimbulkan kepercayaan dunia interpasional untuk menacamkan
investasinya di Indonesia, yang sudah bavang tentu akan memberikan peinasukan
devisa negara. Selain #tu hal {ersebut untuk menghindari tekanan-tekanan dari
pihak asing, yapg diwuojudkan dalam bentuk nemboikotan komoditi ekspor
Indonesta ke negara-negara lain di dunia,

Dari sisi aspek ekonormi, diharapkan juga adanya peningkatan dari segi
pencrimaan pajek dari kegiatan perdagangan hasil karya cipta seni film berupa
VCD/DVD yaitu dengan adanya pembayaran PPN atas perdagangan barang-
barang tersebut. Szhab dengan adanya pembajakan ini sudab barang tenin zkan
merugikan secara ckonomis bagi negara-pepgara vang menjadi produsen daci
barang-barang hasil karya intelektual tersebut. Sedangkan dari sisi aspek sosial
budaya dan kemasyarakatan, penegakan ini diharapkan bahwa pegara mampu
meningkatkan kesadaran masvarakat menjadi lebih disiplin, tamt hukum,
mematuhi dan menghargat hukum serta mengetahui sturan hukum tentang hak
cipta. Selain ity jugs negara mampy merubab pols pikir dan perilaku budaya
masyarakat vang lebih menghargai dan menghormati hak cipta orang lain,
Sedangkan penindakan yang dilakuken oleh aparat penegak hukum terhadap
pelanggaran hak cipta yang selama ini berlangsung, belum memberikan efek
penjeraan (deterrent gffect). Padahul pembajakan hak cipta ini merupakan sindikat

memamerkan, mengedorken, alou menjunl kepoda weim suaty Ciptaon olew borany hasil
petenggaran Hak Cipta arn Hok Terkait sebaguimane dimakewd pada ayar (73 dipidana dengan
pidana penfara poling lama 5 ima} tahmn dan olow denda paling barwak Bp 300.000.000,84
flima ratus fula rupdah}’,
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internasional dan dimasuki oleh kejahatan terorganisir {organized crime). Bisnis
pembajakan hak cipta sangat menggiurkan, karena keuntungan vang biss diraup
sangat besar dan cepat, sementara resiko relatif rendah {fow risk- high profit), bila
dibandingkan dengan resiko berdagang narkoba atau senjafa.

Bertitik tolak dari vraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih
dalam mengenai pelanggaran HKI khususnya yang berhubungan dengan
Pelanggaran Hak cipta yang terjadi di Indonesia dan memahami tentang masalah
dan  faktor-faktor yang  mempengarvhinya  serta  mengupayakan
penanggulangannya dalam melawan para pembajak di Indonesia sehingga
penegakan hokum lebih efekiif dan pembajekan dapat dihepus dari bumi
Indonesia,

1.2 Rumusan Masalh
Permasalahan yang skan diangkat dalam penulissn ini adalab, sebagai
berikut
a4 Dagaimana perkembangan perbindungan HKI  di  Indonesia
khususnya permasalahan— permasalahan dalam penegakan hukum di
bidang hak cipta khususnya karya film ?
b, Faktor-faktor apa saja yang mempengarihi lerjadinya pembajakan
atau pelanggaran hak cipta di bidang karya film ?
¢.  Bagaimana upaya penegakan hukun di bidang hak cipta khususnya
terhadap pelanggaran hak cipta di bidang karyva film ¢

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan

untuk mengungkapkan dan menganalisa hal —hal sebagai berikut ;

a.  Mengkajl bagaimana perkembangan perlindungan HKI di Indonesia
khususnya permasalahan-permasalaban dalam penegakan hokum di
bidang hak cipta dalam media cakram optik hasil karya film.

b. Mengkaji secara ilmiah dan mendalam tentang faktor-faktor apa
saja yang mempengaruhi terjadinya pembajakan atan pelanggaran
Hak Cipta di bidang karya film.
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¢.  Mengkaji bagaimana upaya penegakan hukwm di bidang bak cipta
ihususnya terhadap pelanggaran hak cipta éi bidang karya film di
Jakarta,

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi baik secara
teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti hulaum maupun
kepada para praktisi hukum serta meningkatkan pengetahnan dan wawasan setta

“mengembangkan teori~teori hukum yang tepat dan tentunya dapat digenakan
dalam praktek hukum yang berimplikasi terhadap penegakan bukum di bidang
hiak cipts, khususnya karya film. Pemikiran-pemikiran serta hasil penelitian ini
memberikan masokan akan pentingnya memahami secara komprehensif mengenat
penggakan hukum ¢i hidang HKI bagi para penepak hukum (Kepolisian,
Keigksaan den Pengadifan serta instansi-instes: pemerintab lainnya yang wuns
serta mempengaruhi dalam kebijakan di bidang HXI) dan juga para pengusaha
serfa masyarakat dalamn mendukung perang melawan pembajakan.

Manfeat penelitian ini juga diharapkan dapat juga mengkaji kendala-
kendala dalam prakiek pensnggulangan pembajakan dan penegakan hukum di
bidang hak cipta yang menjadi dasar dan acnan bagi tegaknya hukum di bidang
hek cipta sesual dengan Undang-Undapg Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia.

14  Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1.41 XKerangka Teon

Dalam sebuah penulisan penclitian ind, landasan ieori merupakan pisau

| analisis atay paradigma vang digunakan dalam mengupas masalah yang disajikan

dalam penelitian.®® Sehingga dengan melibat permasatahan yang dihadapi peneliti
maka akan ditemukan teori-teorl yang relevan dan berkaitan dengan obyek
pepelitian, Berkenaan dengan penulisan tesis ini maka teori-teori yang digunakan
antara lain, yaitu :

Hukum vang dibuat olsh pemerintah adalah sebagai sarana social
engineering, hukum merupakan spatu sarapa  yang ditujukan  unfuk

mengubah prilaku  warga masyarakat seswvai dengan tujuan-tujuan yang

* Drs. Hariwijaya dan Triton P.B.SsiMsi, Tehuk Pesulisan Skripsi don Tesis,
{Yogyskaria: Oryza, 2007), hal 47
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telah ditetapkan sebelumnya dan tujuan hukum adalah sesuatu yang ingin dicapai
oleh hulum, yakni “keadilan dan kepastian hukum”, Salah satu kekhasan yang
membedakan hukum dengan fimu lainnva adalah babwa bukom  memilki
kekuatan memaksa. Unsur “pakssan” yang penting bagi bukum berwujud bukan
dalam “paksaan psikis”, melainkan dalam fakta bahwa tindakan-tindakan paksaan
tertentu sebagai sanksi oloh peraturan-persturan yang membeniuk tata hukum
Hukum dipandang schagai “peraturan tentang findakan manusia terhadap
sesamanya yang ditegakan oleh suatu oforitas politik yang berkuasa””® Dengan
demikian, hukum harus dipaharoi ‘sebagai suatu perintah (positif), dengan kxiteri
sesual hukum positif atau bertentangan dengan hukwn positif. Pada teori ini,
hukum selalu merupakan bukum positif dan positivisme bukum terletak pada
fakta bahwa hukum itu dibust dan dihapuskan oleh manusia. Huokom harus
dipisabkan dari mlai-nilai woralitas, spalagi pendapat wmum terkait dengan
keadilan, perikemanusizan maupun hak-hak asasi manusia. Oleh karenanya,
pertimbangan hukum pun tidak harus menghiraskan nilei-nilal moralitas (abstrak.

Dalam upaya omtuk menjelaskan hakikat suvatu norma adalab sesto
perintah, maka inilah cara Austin mengkarakterisasi hukum, "Setiap hukom atau
peraturan adalah suatu porintah".*® Atau lebih tepatnya, "hukum atau peraturan
adalah satu spesies dari perintab-perintah”. Perintah adalah suatu pernyataan
kehendak dari seseorang individa yang obiyeknyva adalah perbustan daxi sescorang
individu lainnya. Jika sescorang menghendaki orang lain  ager diz berbuat
menurut suatu carg terfentu dan jike seseorang menyatakan kehendeknya kepada
orang lain menurut suatu cara tertentn, maka permyataan kehendak seseorang ind

* Hans Kerlsen “General theory of Law and State ™ sehagaimans telah dialih bahasakan
nieh Drs.Somaedi dalam bukunya berjude! “Teori Umum Flukum dan Nepars”, {iakarta : Bee
Media Indonesia, 2007), hal 35

?* Bandingkan, Drs, H. Ahmad KamilSHM.Hum dan Dre M. Fauzan $H, * Kaidah-
kaidah hukum Yurisprudensi®, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal.22, yang
menjelaskan bahwa sanksi yang dapat ditimpahkan penguasa terhadap individu yang melangpar
aturan hukom, mesti sesnai dengan ketentuzn hukum, hal ini bermakna, bahwa ;

2) Sanksi atau akibat hekum yang ditimpahkan kepada pelangear hakum, harus sesusi denpan
ketantuan hukam yang berlaky;

b} Penguasa tidak boleh menjatohkan sanksi hokum yang melampaai batas kewenangannys,

%} Peaguusz barus bedindak ditmwaks otoritas hukum fonest be oot only iy conformily with and
under the austhority of kog) artinye bahwe, tidak sah dan Udak dibenarkan suatu instansi
penguasa bertindak dan menjatuhkan sanksi di luar jalur fongsi dan kewsnangan,

% John Austin, “Lektures on Jurissprudence” odisi ke Hma, 1845, hal.88, sebagaimana
felah dialih bahasakan oleh Dirs, Somsedt dalam bukunva berindul “Teord Umum Hukum dan
Negara", {Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007), hal36.
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merupakan suatu perintsh.  Perintah, discbabkan oleh bentuknya, berbeda dari
pernuntaan, dari shata "permohonan yang sangat mendesak” semata. Perintah
adalah suaty pernyataan kehendak seseorang dalam bentuk imperatif (keharusan)
bahwa sescorang yang hain herus berbuat menurut suatu cara tertentu. Seseorang
individu terotama mungkin memberi bentuk imperatif kepada kehendaknya ketika
diza memiliki, atan percays dirinva memiliki suatu kekuasaan tertentu atas
ndividu lain, ketika dia berada, ateu mengira dirinya berada dalam suatu
kedudukan untuk menjalankan kepatuhan.” Perintah adalah susm norma hanya
ka perintah ki mengikat individu terbadap siapa perintah ini dimjukan, hanya
jika individu ini harus melakukan apa yang diharuskap oleh perintah tersebut,
Ketika seorang dewasa menyuruh seorang anak untuk melakukan sesuatu, ini
bukan kasus tenitang periniah yang mengikar, betapapun besarnya superioritas
dalam kekuasaan dari orang dewasa teesebut dan betapapun imperatifnya bentuk
perintah tersebul, Mamus jika orang dewass itu adalah ayah atau gury dari anak
terscbut, maka perintah tersebut mengikat bagi si anak. Apakah svato perintah
mengikat atan tidak mengikat, bergantung pada apakah individu yang memerintsh
itu diberi “kekuasaan” untulk mengeluarkan perintah fersebut atau tidak, Asalkan
saja dia diberi kekuassan, maka pernyatasn kehendaknya adalah mengikat,
sekalipun dia tidak memiliki suatu kekuassan nyata vang lebib tingpi dan
pernyataapnya kurang memiliki bentuk imperatif.  Sapksi juga sebagi ciri dani
hukum yang merupakan akibat dari perintah-perintah yang telah dibuat dan
berlaku dalam masyarakat, karena perintah-perintah tersebut skan “mandul”
apabila tidak ada sanksi yang mengikat dan memaksa masyarakat antuk dapat
mematuhinya, ?* Bila teori ini diaplikasikan kepada Kepolsian Negara Republik
Indonesia maka dalam kedudukannva sebagal pepegak hukum, Polisi adalah
organ vang mendapat kewenangan dari otoritas politik dalam hal ini Pemerintah

# QOpcit, Han Kelen, hal 36

* Bandingkan Juga pendepat Austin lentang sanksi dalam buks Teori Hukum yang
dikumpulkan oleh Prof. Hikmahants Jowana, SH, LL.M, Pd.D dalam propram Magister Himu
Hukum Program Pasea Sarjanz Fakultas Hukum Usiversitas Indonesia, hal 112, yang menjeiaskan
bahwa : ..sanksi tidok mesjeinskan mengapa hdum dirubak don menepathan perekonar rasa
hetakutan yang tdak pada tempainya. Esensi dari sistem huakum adaloh fakia yang melekat yang
didasarkan pada berbagal faktor psikologis, sehingga ldum diterima oleh komunitos dan
mengingal komunitas fersebul, sedangkon elemen sanksi bukan wmernpkan snatn yang penting
dalam mewjalarken sistem tersebul. Hukum dianggap sebagai kewajibon yang memokse tapi
bukan merupakan kewafiban karena adanya paksuan, sebab hukum tergating kewenangan... "
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Republik Imdonesta yang bertugas menjelankan perintah atan amanat Undang-
Undang Republik Indonesia. Seharusnya Polisi hanya bertindak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang, tidak kurang tidak lebih. Tindakan
Polisi vang vang kurang dari nndang-undang menyebabkan undang-undang tidak
efektif, sebaliknya tindakan berlebiban merupakan abuse of power. Bahwa hukum
dibuat untok dijalankan sehingga akan menjamin terwajudnya  ketertiban
masyarakat dan tentunya dalam menjalankan hukum tersebut tentunya selalu ada
paksaan berupa sanksi. Pengaturan sanksi hukum sebarusnya dijalankan sesnai
ketentnan dan tidak dapat dijalankan berdazarkan pertimbangan subyektif, artinya
tidak boleh diskriminatif atau bahkan mepeniukan tindskan hukum berdasarkan
kemauannya sendiri. Begitupun ferbadap penegak hukam latmnys Kejaksaan dan
Pengadilan serta para pengacara tentunya mempunyat sikap atau komitroen antuk
menjalankan hukum secara proporsional dan seharusnya para penegak hukumpun
tidak dapat diperjualbelikan.

Salah satu masalah yaog dihadapi di dalam bidang ini adalah, apabila
hukum tertenin vang dibentuk dan giterapkan, teryata tidak efektifl Gejala-geiala
semacam #u akan timbul apabila ada fakior-faktor fertentu yang menjadi
penghalang dalam tegaknya hukum yang berlaku di masyarakat. Faktor-faktor
tersebut dapat berssal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari
keadilan (ustitiobeien), maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat.
Faktor-faktor itulzh vang harus diidentifikasikan, oleh karens merupakan suatu
kelemahan yang terjadi kalau banya tujuan-tojuan yang dirumuskan, tanpa
mempertimbangkan sarana-sarana untuk  mencapal fujuan-tujuan tersebut, Kalau
hukum merpakan sarane yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersehut,
maka prosesnya tidak hanya berheati pada pernilihan hukum sebagai savana saja.
Kecuali pengetahuan yang mantap fentang sifat hekiket hukum, juga perlu
diketahui adalah batas-batas di dalam penggunaan hukum schagai sarana (untuk
mengubah ataupun mengatur perilaku warga masyarakat). Sebab sarana vang ada
membatast pencapaian tujuan, sedangkan tujuan menentukan sarana-sasana

apakah yang tepat untuk dipergunakan”

¥ Dr.Sosrjono Sockanto,SH,MA Pokok-Pokok Sosivlogi Hukenm, (Jakarta: FT.Raja
Grafinda Persada, 1999), hal 115
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Dalam membahas permasalahan penegakan hukum maka konsep vang
disampaikan oleh Lawrence Meir Friedman tentang tiga unsur sistem hukum
{three elements of legal system) yang terdiri dari komponen-komponen sebagai
berikat * :

a.  Steuktur Hukum (Strucrural Component)

b, Substansi Bukum (Substantive Component)

¢.  Kultur / budaya Hukam (Legal Culture;

Menurat Friedman “the structureg of a sytem is its skelatal framework, it is
" the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones
that keep the process flowing within bounds....." > Jadi, struktur adalah kerangka
atau rangkanya, bDagian yang fetap bertahan, bagian vang memberi semacam
bentuk dan batasan terhadap keselaruhan , Di Indonesia misalnva, jika berbicara
tentang stuktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya stuktur
institusi-institast penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
Disamping itu jugs strukter sistem hukum di Indonesia berbicara tentang hirarki
peradilag umnum di Indonesia, mulai dari yang terendah adalah Pengadilan Negeri
hingga wvang terpuncak adalah Mahkamah Apung Republik Indonesia.
Perkembangen lmkum senantiass menurut adanya visi dari proses yang secara
sadar diarahkan kepada pertumbuban dan perobangunan hekuem itu sendiri, karena
itu tidak bisa tugas ini discrahkan kepada institusi-institusi penegak hukum saja
sebab hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial.”? Pada kenyatsannya,
institusi-insfitusi penegak hukum di Indonesia, seperti Direktoral Dirjen HEKI,
Pengadilan, Kepolizian, Kejaksasn dan Bea Cukal mempunyai jurisdiksi sendiri-
sendiri dan wewenang yang dibutubkan dalam hal perlindungan HKI. Di sisi lain,
adalah suatn kenyataan bahwa masing-masing Jurisdiksi yang dimiliki dan
wewenang vang diberikan kepada institusi-institusi tersebut dibatasi dengan

® YV awrence M. Fricdman, The Legal Sysizem, 1975, vang ditediemahkan oleh  Lili
Rosyidi dan 18, Wyasa Putrs, Hubren Sebagel Suaty Sistem, (Bandung: Remaje Rosdakarys,
1993}, him. 93

“* Lawrence M. Friedman, The Legof Spstem, A soctal science Prespective, (Russed
Foucdation ¢ 19735}, hal i4.

¥ Ao Alkostar, "Pemtbangunan Hukunr dan Keadilan, ™ dalam Moh, Mahfud MD.
(ed), Kritik Sosiad Dalam Wacana Pembangunan, {¥egyakarta : U Prass, 19993, hal, 3335,

Universitas indonesia
Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



cakupan dan tujuan wewenang yang diberikan pada masing-masing institusi
tersebut,

Selanjutnya menurot  Friedman  ° __the substance is compused of
substantive rules and rules abowt how institutions showdd be have ... | Jadi,
yang dimaksud dengan substansi menurut Friedman adalah aturan, norma dan
pola perilaku nyata manusia yang berbeda dalam sistemn itu. Substansi juga berarti
produk yang dihasilkan oleh orang vang berada di dalam sistem hukum ity
mencakup keputusan yang dikelvarkan, aturan baru yang disusun. Substansi juga
mencakup lving law (hukom vang hidup), bukan saja aturan yang ada dalam kitab
Undang-Undang atau Jaow books. Sarana perundang-undangan (Substartive
Component}, yang berlaku di Indonesia kbususnya Undang-Undang Hak Cipta
merupakan perangkat hukum yang telah memberikan perlindungan cukup
memadai namun dJisamping itu diperlukannya juga aturan-aturan lain vang hidup
dan berkembang di masyarakst Indonesia

Akhirnyas pemahasman Iricdran teniang ... the legal culiure, system-
their beliefs, values, idias and expectations....”. Jadi kultur hukum menurut
Friedman adalah sikap manusia terbadap bukum dan sistem hukum kepercayaan,
nilai, pemikiran serta harapan . © Legal culture refers, then to those paris of
general culture-cosium, opinions, ways of doing and thinking-that bend social
Jorces ta ward or away from the law and in particular ways .7 Pemikiran dan
pendapat ind sedikit bayak menjad] penentu jelannya proses hukum, Jadi dengan
kata lain kultur atau budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuvatan
sosial  yang menestokan bagaimana hukum  digunskan,  dibindari amlan
disslahgunakan . Tanpa kuitur atau budays hukwm maka sistem hukum itu sendiri
tidak berdaya. Gagasan sub-budaya hukum dimufal dari pembahasan tentang
kebudayaan vang berlaku secara umom dalam seatu masyarakal, Kebudayaan

dirumuskan sebagai seperangkat nilai -nilai sosial umum seperti gagasan-gagasan,

* Opeit,, Lawrence M. Friedman, hal.14

M Bandingkan juge dengan pendapat Prof.Dr.Satjipto Rshardjo,SH, dalam bukunyz
berjudul Sis-sisi Lain derd Hukum df Indonesia, Jakada: Penerbit buku kompes, 20063, bat 41,
yang intinya “.... sislem perundang-undangan periu disempurnakan, karena  Indonzsiz adalsh
Negzra berdasarkan hukum, tetapi pada skhirnya masalah hukum adaish masalah manusia, bukan
sistem perundang-undangan belaka, Masalsh bukum buken semata-mate urusan undang-ending
{ affair of rudes ), elapl juga wrusan perilaky manusia ¢ affair of behavier ... 7

3 Opeit, Lawrence M. Friedman, hai 20.
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pengetahuan, sent, lembaga-lembaga, pola-pola sikap, pola-pola perilaku dan
hasil-hasil material.*® Sub budaya hukum sangat penting kerena menjadi penyebab
atau penentu tipe-tipe sikap dan perilaku hukum masyarakat.’’ Koentjaraningrat
mengemukakan bahwa hubungan antara kebudaysaan dengan hukum digambarkan
sebagat berikut:
“ Sugpty sistem budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam
alam pikiran sebuagian besar masyarakal mengenai hal-hal yang harus
mereka anggap amat bernilai dalam hidup. Karena itu suatn sistern nilai
budagya biasanva berfungsi sebagai pedoman lertinggi bugi kelakuan
manisia, sisiem fxta kelakuan manusia yang tingkaiannya febih konkret,
seperti wnorma-norma  hukem,  dan  atwan-aturan  ERusus,  sempa

berpedoman kepada sistem wilas budaya >

Dari peniclasan-penjelasan vang dikemukakan oleh para pakar hukum
tersebut dapat diketehui batrwa hukum dengan kebudayasn mempuyai hubungan
vang sangat erat, yaitu hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya
suatu masyarskat, dengan kats Iain hukum merupakan peniclmaan dari sistem
nilai-nilai budaya masyarakat.

Secara singkat, cara lain untuk menggambarkan ketiga uwnsur sistem
hukum #u adalah sebagai berikut

a.  Struktur diibaratken sebagai mesing
b.  Substansi adaiah apa yvang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu;

¢.  Kultur atau budaya hukum adalsh apa saja atau siapa saja yang
memutuskan untok menghidupkan dan mematikan mesio itu, serta

memutuskan bagaimana mesin itu digonakan.*

% Budi Agus Riswandi dan M. Syamswdin, Hak Kekayaan Intelekinal dan Budaye
Hukum, cel. 1, (Jakania; Rajagrefindo Persada, 20043, hal 145,

3 Socjono Sockants eb.,al, Disipdin Hukun dan Disiplia Soséal, (Jakarta: Rajawali Pers,
1958, hal. 164.

" Koentjsraningrat, Kebudaveun, Mentalites dan Pembungunan, Cet. 13, (Jakartz :
Gramedia, 19873, hal. 25,

¥ ProfDr.Achmad AKSH, MH, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, (Rogor : Ghalia
Indonesig, 2005), hal.4.
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Teori ckonomi yang belum begite lama dikenal, telah digunakan juga
dalam pemecahan masalab-masalah hukum sebagai sustu pendekatan yang
digunakan oleh Studi economic analysis of Ilaw dan studi komparatif hukum
ckonomi. Pendekatan ini menunjukkan doktrin hukem kepada analisis biaya dan
keurtungan {cost and benefif) serta pada konsep efisiensi ekonond yvang memberi
kemungkinan unfuk menarik kestmpulan tertentu mengenal konsekuensi dan nilai-
nilai sosial dari pada aturan hukum fertentu. Schingga dapat diartikan bahwa
hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Dari batasan tersebnt dapat
dmraikan menjadi dua unsur, yaitu:

a.  Perangkat peraturan adalah scrangkaian peraturan vang secara
substansial mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada
umumnya,

b. Kegiatan ckonomt yang paling utama adalah kepgiatau produksi dan
kegiatan distribusi. Keglatan produksi dan kegialan distribusi pada
dasarnya berbeda dalam dua ranah bidang hukum utama, vaitu ransh
hukum privat dan ranah hukum publik. *°

Konsep manusia sebagai pengganda (maximizer) yang rasional daripada
kepentingannys serdiri, mengandung arti bahwa orang mempunyai respon
terhadap insenstif vaitu  jika keedasn sckeliling seseorang berubsh sedemikian
rupa hingga menyebabkan dia dapat meningkatkan kebuasannys dengan berubah
sikap dan die akan melakukan hal demikian. Gagasan dasar dalam analisis
ekonomi tersebut sebenarnya secara relatif adalah sederhana yaitu adanya asumsi
bahwa pelaku pelanggaran ataw kejahatan adalah berdasar pertimbangan cost and
henefif. Scorang c¢alon pelaku keighatan yang rasioral dizsumsiken sebagal
seorang pengganda keuntungan (profit madmizer) vang menimbang-nimbang
untung ruginyas melakukan kejahatan tersebut jika keuntungan yang diharapkan
dari kejahatan itu lebih kecil dibanding biaya yang akan timbul. Dalam
memperhitungkan biaya kerugian kejahatan yang skan timbul (expected cost) ada
dua fakior yang harus dipertimbangkan :

** Prof. Dr, 851 Redjeki Hartono,SH, Hukum Ekonoati Indpnesia, (Malang © Baysmedia
Publishing, 2007), hal.10.
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&,
b.

Kemampuan aparat ugtuk menangkap dan mengadili penjaharnya;
Hukuman maksimum yang diharapkan,

1.4.2 Landasan Konsepsional

Dalam fangka memberikan arah pembahasan yang jelas dalam penelitian
hukam ini, maka penulis akan memberikan beberapa definisi operasionsl
terhadap istilah-istilah yang akan sering digunakan dalamn penelitian ini, sehingga

tidak menimbulkan kerancuan dalam penelitian dan pembahasan ruang lingkup
penelitian, sebagai berikut

a

Pencipta

Pencipta suatu Ciplaan merupakan Pemegang Hak Cipta afas
Ciptaannya. Dengan kata lain, Pemegang Hak Cipta adalah
Pencipta itu zendiri sebagal pemilik Hak Cipta atau orang yang
menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menetima
lebih fangut hak dari orang tersebut di atas.

Keadaan beralihnya Hak Cipta dart Pencipta kepada orasg lain
yang wenerima hak tersebut dilakukan Pencipta melaiui proses
penyeraban (assigement) atau pemberian lisensi Jicensing) kepada
seseorang.’!

Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima
hak untuk mengumumkan atag memperbanyak ciptaannya
atau memberi #zin untuk ftu denpgan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Pemegang Hak Cipta

Pemegang Hak Cipta adalab pencipta scbagai Pemilik Hak Cipta,

atau pihak yang mencrima hak tersebut dari Pencipta atau pibak lain
yvang menerima lebih lanjut helk dan pihak yang menerima hak
tersebut.

# Prof Tim Lindsey, BA, LL.BR, BLiu, Ph.I> dan rekan, Hak Kekavaan Itelekbut suaiv
penganta, (Bandung © PT.Alumni, 2088}, hal.110.

© U4 No 19 tahun 2602 teatang Hak Cipta, Pasal langka |.

B iid, pasal |, angka 4,
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d.  Perbanyakan
Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesustu Ciptean, baik
secara Keselurchan msupun Dagian yang sangat substansial dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk
mengalihwujudkan secara permanen atan temporer,

e.  Masa Berlaku Hak Cipta
Menurat UUHC No. 19 Tahun 2002 ketentvan di atas sudah
termasuk dalam peogaturannya. Dalam UUHC yang baru ini telah
diadakan pemb-ahawperubahan tentang masa berlaku perlindungan
Hak Cipta untuk ci;}taax;-aiptaan tertentu seperti fotografi,
database, dan karya hasil pesgalibwujudan serta perwajahan karva
tulis yang diterbitkan menjadi berlaku selama 50 tahun sejak
pertama kali diumumkan

£ Pelanggaran Hak Cipta
Umumpys Hak Cipta dilanggar jike maters Hak Cipla tersebut
digunakan tanpa izin dari Pencipta yang meropunyat hak ekskiusif
atas ciptaannya. Hak Cipta juga dilanpear jika seleruh atau bagian
substangial dari guatu Ciptaan vang dilindungi Hak Cipta
diperbanyak. Pengadilan skan menentukan apaksh suatu bagian
yang difiru merupakan bagian substapsial dengan meneliti apakah
bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau
bagian yang mudah dikenali. Bagian int tidak barus dalam jumlah
atau bentuk besaran (kuantitas) untuk menjadi bagian substansial.
Substansial di sini dimaksudkan sebagai bagian penting, bukan
bagian dalam jumlsh besaran (Pasal 1 aval 6; Penjelasan Pasal 15
{a). ladi, yang dipakai sehagai ukuran adalah ukuran kualitatif
bukan ukuran kuantitatif,*®

g. Pelanggaran Pidana
Dalam Undang-Undang Momor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
menetapkan bahwa barangsiape dengan sengaja dan tanpa hak

* 1bid, pasat | angka 6
* Opeit, Prof. Tim Lindsey,BALL.B,BLitt,Ph.D dan rekan, hal 122
* thid, hal 122
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melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu
Ciptaan ateu menyiatkan rckaman suara dan/atag  gambar
pertunjukan, yang dilindungi Hak Cipta dikategorikan
sebagal perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp1.000,000,00 {satu juta rupiah} atau pidana penjara paling
banyak Rp § milyar (Pasal 72 ayat 1}, UUHC No! 19 Tahun 2002
Pasal 72 mengatur secara rincian dalam delapan ayat berikutnya,
pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta yang lain deagan macam-
macam ancaman hokuman. Keselurchan rincian ancaman hukumaa
pidana sebapaimana diatur dalam Pasal 72 ayat 1 s.d. ayat $ UU
No.19 tahun 2002.%
h. - Dewan Hak Cipta

Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan peayuluhan dan
pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak
Cipta Dengan Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdini atas wakil
pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang
memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri™

i.  Pasar Perlindungan Hak Cipta
Dasar perlindungan hak cipta dimulai sejak Indonesia  merdeks
adalah dimulai dengan adanya undang-undang hak cipta pertama kali
vaitu UU No. 6 tahun 1992 yang kemudian dilakukan perubaban-
pervbahan beberapa kali sampat terakhir diterbitkan UL Ne 19, Th
2002 tentang Hak Cipta yang mana UU Hak Cipta ini dianggap
sebagai undang-undang vang merupakan hasil harmonisasi dari
perjanjian dan konvenst interpasional.

- Film
Karya seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa
pandang, dengar yang dibuat berdasarkan asas sinsmatografl dengan

*? Thid, hal 124
* LU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta , Pasal 48
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direkam dengan pita seluloid, pita video, piringan video, danvatau
bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis
dan ukoran melalui proses kimiawi, proses elekironik, atau proses
lainnya, dengan atan tanpa suara, yang dapat dipertunjukan dan/atau
ditavangkan dengan sistem proveksimekanik, elekfronik, dan/atau
lainnya,®

k.  SensorFilm
Penelitian penilaian terhadap film dan reklame wntuk meneriukan
dapat atau tidaknya sebuah filin dipertunjukan dan/atau ditayangkan
kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian
gambar atau suara tertente.

I Penyidik Pelanggamn HKI
Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negerl Sipil tertentn o lingkungan depariemen yvang lnghkup
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hek Kekayaan
Intelektual diberi wewenang khusos schagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor § Tabun 1981 fentang
Hukum Acara Pidana ustuk melakokan penyidikan tindak pidana di
bidang Fak Cipta.”

m. Pencgakan Hukum
Kegiatan menyerasikan hubungan nilet-nilai yanp terjabarkan di dalam
kacdabrkaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergautan hidap.™

n. Penegak hukum
Aparat yang melaksanakan atau menjalankan hukoun yaitu Polisi Jaksa,
Hakim, Pengacara fermasuk Lembaga Pemasyarakatan yang

“* Undang-Lindang Nomor § Tahun 1992 tentang Porfifeman, Pasal 1, huruf {13, Lembar
Kegara Republik Indonesiz shun 1992 Nomor 32,

* Ibid, Pasal t huruf{4).

Y Opeit, ULl No.19 tahun 2062 tentang Hak Cipta, Pasal 7i

% Peof. Py, Soerjono Seekanto, SH, M.A, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencgakan
Hukum, (Jakarta - PT, Raja Grafindo Persada, 200%), hal3.
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melaksanakan tugas dan tangpung jawabnya sesual peraturan

perundang-undangan yang berlaln di masing-masing lembagannya,

Selain #tu ade beberapa peraturan pelaksana yang sampai sast ind
masih berlaku  yaitu:

D

23

£

4

)

6)

7)

8

Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 1986 Jo Pepaturan
Pemerintah RI No 7. Tahon 1089 tentang Dewsn Hak Cipta.

Poraturan Pemerintzh RI No. 1 Tahun 1989 tentang
Penerjemaban dan/atan  perbamyakan Ciptaan  untuk
kepenmtingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan
Pengembangan.

Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997 tentang
Penpesahan Berne Convention For The Profection Of
Literary and Artustic Works.

Keputusan Presiden RI No. 19 Tamnp 1997 tentang
Pengesahan WI1PO Copyrights Treaty.

FKeputusan Presiden RI No.17 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Persetuinan mengenal Perlindungan Hukum
Secara Timbal Balik Terbadsp Hak Cipla atas Karya
Rekaman Suara antara Negara Republik Indonesia dengan
Masyarakat Eropa.

Keputusan Presiden RI. No. 25 Tahun 1989 tentang
Pengesahan Persetujuan mengenal Perlindupgan Huokum
Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipia antara Republik
Indonesia dengan Amerika.

Keputmsan Presiden RI No. 38 Tahun 1993 tentang
Pengesahan Persetujuan Mengenai  Perlindungan Hukum
Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipts antar Republik
Indonesia dengan Australia.

Keputusan Presiden RI No. 56 tahun 1994 tentang
Pengesaban Hukum Secara Timbal Balik terhadap Hak Cipta

antara Republik Indonesia dengan Inggris.

B Dee R, Abdussalaes SH, MH, Penegakan Hamm Di Lapungan Gleh Polri, {Jakarta
PT.Gagas Mitracatur Gemilang, 1997}, hal 18
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9 Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.01- HC.03.01 Tahun
1987 tentang Pendaftaran Ciptasan.

100  Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.014.PW.07.03
Tahun 1988 Tentang Penyidikan Hak Cipta.

11)  Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. MOLPW, 07.03
Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana
Hak Cipta.

12y Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. M.OZ.HC.03.01
Tahun 1991 fentang Kewajiban Melampirkan NPW?P daiam
Permohonan  Penpdaflaran  Ciptaan  dan  Pencatatan
Pemindahan Hak Cipta Terdaftar,

1.5  Metode Penelitian

Tipe penelitian yvang digunakan dalamn pennlisan tesis ini adakh metode
penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian atas dasar hukum yang dikonsepkan
dan dikembangkan atas dasar dokrin aliran positivisme yang bercird fex ataw lage
bukan lagi sebagai fus.”*Dengan demikian penulis menitikberatkan penelitian
terhadap data sekunder *° dengan menggunakan studi kepustakaan berupz hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier ** mengenai pencgakan
hukum di bidang HK1 khususnya pelanggaran Hak Cipta fiim.

Pada tipe mi penchti mengungkapkan secara komprehensif tidak hanya
segl kelemahan, kekurangan, kecerobohan dan kerugian totapi juga keunggulan,

% Sostandye Wignjosoehroto, Hukum Paradigme, Metode dan Dinamika Masalebnya,

{Jekarta » Elsarn den Huma, 2002), hal 147-152.

¥ Pandingkan Ronny Honitijo Scemitro, Masalah-Masalah  Sosiologi  Hukum
{Bandung,: Sinar Bary, 1984), hal 110, Demikian jnga Soetjono Sockanie, Pengondar Penslition
Hudum, géakma: U1 Press, 1 986), hal 52

* Bambang Sungoono, Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengontar, {Jakaria @ PT,

RajeCGrafindo, 2001) hal116-117. Bandingken pendapat Prof Abdulkadir Muhamad dalem

Hukum don Penslition Hidwnm, (Bandung : PT. Citra Aditya Balkti, 2004), hal 82, vang

wmenjelaskan bshwa bahan hekum dapat diklesifikasiken meniadi 3 (tiga) golongan, yaity |

&) Bahen Hukum Primer {primary law material} yaitu bahan bukum yang mempunysi kekuatan
mengikat secars umum {perundang-undangan) slau memponyal kekustan mengtkat bagl
pihak-pibak berkepentingan (kontrak, konvens!, dokumen bukum dan putusas hokum;

b} Bahan hukum sckunder fecondory low matericl} vaits bahan hokum yang memberi
penjetasan lerhadap bahan hukum primer {buke ilmu hukom, juensl bukum, laporan bukem
dan media caiak stau gleklroniky;

¢ Baban bukum tertier feriary kov mareriol} yaitu bahan hvkun: yang member! penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder {rancangsn undang-undang, kamus
hukum dan ensiklopedia).

i . .
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kelebihan, keuntungan atau manfaat sekaligus menunjukan solusi yvang paling
baitk yang perlu dilakukan oleh pembuat Undang-Undang atau diambil oleh
decision maker. Tipe tinjauan yuridis adalah tipe pembahasan yang wnum
dipakai, tetapi tipe aralisis yuridis adalah fipe perabahasan yang paling berbobot
dari segi akademik dan teknik perundang-undangan.’’ Selain itu, penulis juga
menggunskan teknik wawancara tidak berencana®® guna mendukung penelitian
dan menunjang sumber data sekunder yang sudah ada.

Data yang diperoleh melalui penelitian ini diolah dan dianalisis dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dengap cars menginventarisir, menyusunnya
secara sisternatis serta kemudian menginterprestasikannya melalui metode-meiode
penafsiran  hukum, menghubungkan satu sama lain, dikaitkan dengan
permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun secara deskriptip analitis™
sehingga dapat membanty mencari jawaban dari permasalahan yang diambil.

Adapun caranya dengan menclaah dan menganalisa berbagai peraturan
perundang-undangan setelah terlebih dahulu menginventarisasi dan menemkan
azas-azas hukum serta menemukan hukum yang sesuai dengan penegakan hukum
di bidang HKI khususnya pelanggaran Hak Cipta film di Indonesia vang
selanjutnya disajikan secara sisternatis sesuai dengan permasalahan penelitian
vang ada schingga pecelitian hokum ini bermutu dan sempama.“. Cara
mengambil kesimpulan dilakukan secara deduktif® terhadap masalah-masalah
konkret yang dihadapi dslam penegakan hukum di bidang HKI khususnya
pelanggaran Hak Cipta film di Indonssia,

Sumber-sumber pepelitian bukum  yang menjadi bahan peﬁ&iiti adalah
sebagai berikut

a. Bahen hukum primer yakni bahan yaeg terdiri undang-undang,

peraturan pemermiah dan aturan lain dibawah undang - undang, serta

data yang dipercieh dari hasil studi lapangan dengan mengumpuikan

¥ pPeof Abdulkadir Mubamad, Hukum don Penglition Hukum, (Bandunp | PT. Citra
Aditya Bakti, 2004, hal, 114

% Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum , (Takarta: Rincka Cipta, 2007), hal.95.

** Opoit, Sostandye Wignjosoebroto, hal 215,

= QOpeit Prof.Abdulkadir Muhamad, kal.127

*' Ibid, Bambang Simggono, hal 34
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hasil putusan pengadilan dan data — data laionya baik dari instasi
pemerintah maupun darl pihak swasta dan masyarakat di Jakarta
vang dianalisis onivk  menentukan  konsepsi  penyelesaian
permasalahan pembaiakan hak cipta di Jakarta.

b. Bahan hokum sckunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari
buku, teks, jurnaljurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus
hukum, serta loka karya yang dilakukan para pakar terkait tentang
pembahasan tentang penegakan hukum di bidang hek cipta
khususnya pembajakan karya cipta film. ‘

c. Bahan tertier, adalah buku, icks, jurnal dari disiplin ilmu selain
hukurmn seperti, ekonomi, politik, kriminologi ensiklopedia, kamus,
artikel baik dari berbagai media yang mendukung penelitian ini.

i.6 Sistemuatiks Penelitian

Bab 1 Pendabuluan, pada bab ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan
yang merjadi dasar pepulisan, vaitu latar belakang masalah, rumusan masslah,
maksud dan tujuan penclitian, kerangka teoritis dan konsepsional, metode
penelitian dan sistimatika penolisan.

Bab 2, dalam bab ini aken diuraikan mengenai perkembangan hukum Hak
Cipta dan permasalahan dalam praktek, pada bab ini akan menguraikan pokok-
pokok bahasan vang menjadi sub bab penulisan, yailu sejarah perkembangan
Undang-Undang Hak Cipla di Indonesiz, konvenst-kopvensi internasional di
bidang Hak Cipts dan permasalaban Hak Cipta dalam praktek di masyarskat.

Bab 3, dalam bab ini akan mengenai penegakan hukum di bidang film, den
pada bab ini akan menguraikan pokok-pokok bahasan yang menjadi sub bab
penulisan, yaitu penegakan hukum di bidang film di Jakarta dan menguraikan
tentang faltor—faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di bidang
hak cipta khususnys karva film di Jakarta,
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Bab 4, dalam bab ini akan diuraikan tentang analisa implementasi
penegakan hukum di bidang film {analisa kasus) dan komnsepsi penyclesaian
masalah dalam rangka meningkatkan peran penegak hukum dalam menekan
terjadinya pelanggaran di bidang Hak Cipta karya film yang terjadi di Jakarta.

Bab 5, dalam bab ini berisi kesimpulan dari penguraian bab-bab
sebelumnya dan merupakan intisan darl penulisan hasil penelitian Kesimpulan
yvang menjawab dari ramusan permasalahan yang dilakvkan penclitian dengan
saran yang bersifat aplikatif dan akademis.
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BAB 2
PERKEMBANGAN HUKUM HAK CIPTA DAN
PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK

2.1 Perkembangan Hukum Hak Cipta

Peranan hukurn dalam pembanguanan ekonomi suatu bangsa merupakan
sesuatu yang tidak dapat diabadikan keberadaannys, Schingga sangat jelas, jika
kondisi hukum svatu bangsa itu efcktif, maka pembangunan ekonomi pun akan
mudah untuk dilakqanakan. Namun, sebaliknya hukum itu tidak mampu berperan
secara efektif maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap
pembangunan ekonomi.” Kondisi ini berlaku juga bagi Indonesia sebagai sebuah
negara vang sedang gist-giatnya melakukan pembangunan ekonomi. Apalagi,
tatkale Indonesia menyatakan diri dalam konstifusinya sehags! negara hukum
frechistaat). Darl sinl tersirat pula bahwa Indonesiz menghendaki dua hal,
pertara, hukam dibarapkan dapat berfungsi secara efektif, kedua, dengan hukum
dapat berfungsi, maka pembanguen ekonomi skan mudah untuk direalisasikan.

Hukum yang mengatur ckonomi dan kegiatan ekonomi mengalami
perkembangan yang sangat pesat karena berbagai hal, antara lain meningkatnya
pasar internasional sebagai pasar bebas dan laju investasi di negara-negara
berkembang termasuk Indonesia,*® Pengaruh intemnasional yang begitu besar
terhadap perkembangan ckonomi di nepara-nepara  berkembang  mampu
mempengaruhi hukurmn  dan perangkat hukum vang miengatur perckonomian

5% Bandingkan pendapat DR, Johannes Ibrahim, SH, Mhum dan Lindswaty Sewn, SH,
Mhum, Hulum Bisnis Dalum Persepsi Manusia Moderen , (Bandung : PT.Refika Aditama, 2004,
hal24, menyatakan bahwa hokum merupakan suatu bidang yang peddu ditangon untuk
memperkokoh pembanguaman i Indonesia dalum menghadapi kemauan serta perkembangan
Hmow, teknokogi dan seni yang sangat pesat. Masalah hukum bukanlzh masalab yang berdiri sendiri,
akan telapi berkaitan denpan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya lerutama  dalam
pembanguanan ekonomi masyarakat.
' Bandingken dengan pendapat Erman Rajagnkguk, Diktat Hukum Investasi di
Indonesia, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006}, hel. 19 vang menielaskan bahwa bsherape
aiasan Indonesia sehagai negara berkembang memerlvkan investasi model asing adnlah sebagai
berikut
a. alasas pertama sustu segars mengondang modal acing adaleh uptuk menioghatken
pertumbuhan ekonomi eoonemic growth), guna memperiuas lapangan kerja;

b. kedua, menghemat devisa denpan mendorong ekspor nonmigas;

¢, Ketiga, alih feknologh don membangus sorena den prasarans serla mengembangkan dacrsh
fortingeal
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pasional® Dengan demikian, hukum vyang mengatur kegiatan ekomomi di
Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulal dari hukom
perjaniian, hukum mengenai hak-bak kebendaan, hukum pernsahaan, sampai pada
hukum perbangkan dan hukum dibidang transportasi, babkan hukum hak milik
. intelektual

Di dalam era globalisasi dimana perdagangan sudah melampaui batas.
batas suatu negara, maka hukum suatu negara dapat berubah karena tekanan
kepentingan ekonomi. Negara tersebut secara sadar mengubah undang-undapgnya
untuk mendapatkan akses kepada pasar internasional® Oleh karenanya suatu
nepara dengan terpaksa harus merubah undang-undangnya untuk tidak kehilangan
pasar pada negara yang memiliki bargaining power tersebni. Dalam hal ini dapat
dikatakan bahwa suatu undang-undang tu tidak akan berubah hanya karena nilai
yang dikandung undang-undang itu tidak cocok dengan masyarakatnya atau hanya
karena pertimbangan edil tidak adil, scsuai atau tidak sesual dengan morel.
Sentimenti! moral dalam beberapa hal tidak enkup dibangun atan dimoebilisagikan
untek diterjemahkan kedalam hukum. Kepentiogan ckonomi yang lebih
mendorong  Iahirnya atau hapusnya peraturan perundang-undangan®’ Hak
kekayaan intelektual telah menjadi bagian penting suatu pegars uniuk menjaga
keunggulan industri dan perdagangannya. Diakni bahwa pertumbuhan ekonemi
suatu negara sangat bergantung pada sektor perdagangannya, yang pada akhimya
ditentukan pula oleh keungguian komparatif yang dimiiikinya Sementara itu,
keuaggulan komparatif sangat tergantung kepada kemampuan teknologinya, yang
salah satu unsurnya adalah pada bidang cakupan kekayasn intelektual, Jadi,

“ Bandingkas dengan pendapat Swnarvali Hartono, Hubum Ekononi Fembarguran
Indonesia, (Bandeng: Bina Cipta, 1982), hal. 6-7 , vang menyatakan bahwa “ .. pembsharuan
dasar-dasar pemikiran di bidang ekomomi ikut meagubsh dan menentukan dasar-dasar sistem
hukum yang bersangkutan, maka penegakan ssas-asas hukum vang sesuai juga rkan memoperlancar
lerhentoknya stuktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penepakan ases.asas hukum
yang tidak sesual fustry skan menghambat terciptanya stroktur ekonomi yang dicita-citakan .

% 8ri Redieki Hartono, Hwkuem Ekonomi Indosesia, (Malang: Baynmedia Publishing,
2007), hal. 4.

6% Richard C.Breden, The Globalization of Law and Business in the 1990an, Wuke Forest
Law Review, Yolume 28 { No3 Winter 1993}, 5.315, schagaimuna 1¢lah dialih bakasa olsh Tengku
Keizenia Devi Azwar, dengan tulisaniys berjudul Global Ekonond dan Perubghan Hukum , yang
merupakan kumpsien tlisan yang disdit oleh Ridwan Khairandy, dalem buku  “ Masaloh-
Muasalah Mukunt Ekonomi Komtemporgr, (Jakadts Fakullas Hukoem Universilas indonesia
Lembaga $tudi Hidum dan Ekonomi , 2006), hal. 363

¥ Opeit, Ridwan Kbairandy, hal.564,
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dengan demikian kekayaan intelektual adalah salah saiu bagian yang sangat
strategis dalam kepiatan ekonomi suatu negara saat ini.**

Indonesia adalah salah satu negara vang ikat meratifikasi pengesaban
Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1994.%° Konsekuensinya dari ratifikast ini mendorong Indonesia

harus melakukan harmonisasi hukum nasional terha:iép beberapa persetujuan
internasional yang tidak terpisah dari Persetujuan Pendirian Qrganisasi
Perdagangan Dunia, diantaranya TRIPs Agreement.”

Upaya harmonisasi hukum nasional dalam bidang HKI telah dilakukan
oleh pemerintah Indonesia beberapa kali. Kebijaksapaan strategis pemerintah
Indonesia dalamn  upaya membangun sistem hokum  HKI  yang dapat
mengakomudir berbagai pihak baik nasional maupun dalam kaitannya dengen
kerjasama internasional .”' Langkah-langkah penyesuaian ini sekaligus merupakan
kebijakan nasional dalam upava membangun sistem HEI | Untuk #u, beberapa

* Mubamad Diumhana, das R, Djobaedillah, Hok Milik Intelektual Sejarah Teori dan
Prakicknya 4f Indonssia, {Bandung: P .Citra Aditye Bakei, 2603), kal. 1.

* persctujuan WTO termasuk didalamnys persetufesn mengeaal pembentukan WTO
{Waorld Trade Organizoiion , yang menoxkup)

a. Persetusn multilatera! dibidang perdagangan barang { populer dengan sehutan GATT 1584),

b Persstujuan wmum dibidang perdagungan Jes®/GATS ¢ Generad Agresment on Trade in
sarvice)

¢. Persetujuan mengenal perdegangan datam kaitannya denpan aspek hak kekayaan intelektual
TTRIPs { Agreement on Trade Related Aspecis af Intelleciual Property Rights).

d. Kesepakaten wmengenal tata ferlib aturan dan prosedur penyelesaian sengketa/DSB
{Understanding on Rules and Prosedures Governing the Seittement of Disputes)

e. Kesepakatan mengenal mekanisme peninjauan kembali kebijeksanaan perdagengan / TPRM

{Trade Policy Review Mecharnism }

Persetujuan perdagangan plurilateral / PTAs ¢ Plurilateral Trade Agreemant ).
B TIRIPs Agreement menetapkan standar minfmum, yakni :

Copyright and related right, including compwter pragrams and databases;

Trademarks;

Geographical indication;

Indysirial designs;

FPatenis:

T Inteprated circuit, and

g. Undisciased information,

Lihat Carlos M Correa, Iutellectual Property Rights, the Wt} and Davelaping Countrries the

TRIPs é%me:mzzi and Policy Option, (Mulaysia: Zed Books Ld, 2008}

' Lihat pendapast Romli Atmassserite, Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia don
Penegak Hukum , (Bandung : Mandar Maju, 2000), Hal.194, Kongtitusi selinp negara sudah pasit
mencgakkan fentang hak, kewajiban, tugas , wewenang dan tenggung jewab baik negara dan
penduduknya untuk mempertahankan atau menyelamatkan negara ,

Ty

L L
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kebijakan nasional dalam kerangka mendukung atas pembangunan sistem HEJ di

Indonesia dilakukan melatui lima langkah strategis, yakoi: 2

a. Legislasi Konvensi Intcrpasional: merevisi atau merubah peraturan
perumdang-undangan vang telah ada di bidang HKI dan mempersiapkan
peraturan perundang-undangan bary di bidang HKI, jga mempersiapkan
penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi intemasional.

b Administrasi: menyempurnakan sistem administrasi pengelompokan HKI
dengan misi memberikan periindungan hukum  dan  menggaiakan
pengembangan karya-kaiya wtelektual.

c. Kerjasama: meninglkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri.

d. Kesadaran masyarakat | memgasyarakatkan atau sosiatisasi HKI.

e. Penegakan hukam : membantu penegakan hukum di bidang HXI1.

Dari aspek kelembagaan pemerintah telah mengambil beberapa
kebijakan daiam upays membangun sistem HKI vang efektif. Hal int
dimulai dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek
berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1988. Seiring dengan
bertambahnya aspek-aspek yang menjadi obyek perlindungan HKI di
Indonesia, pada tahun (998 berdasarkan Keputusan Presiden No. 144,
Dirgktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Mersk diganti menjadi Direktorat
Jenderal Hak Kekaysan Intelektual (Ditien UM). Pada tahun yang sama,
berdasarkan Keputusan Presiden No. 189, Ditfen HKI diberi tugas untuk
melaksanakan sistem  HKI nasional secara ferpade, termasuk  untuk
mengkoordinasikan dengan instansi-instansi ferkait. Atas upaya penatasn
kelembagaan ini, Ditjen HKI saat ini terdiri dari Sekretaris Direktorat
Jenderal, Duektorat Hak Cipta, Desain Industrl, Desain Tate Letak Sikuit
X'I‘erpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Paten, Direktorat Merek,
Direktorat Kerjasama dan Pengembangan HXI serta Direltorat Teknologi

" Tnformasi.”

™ Abdul Bari Azed, Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pembangonan Nasional di Bidang
Hak Kekaysan Intelektual Jdi Indonesia, Makalsh disampaikan pada Seminar Nasionsl Law
Enforcement and Dispuie Resohution in IPR Field-Comparing Indonesie, Japan and Countriey in
Aste, Surabaya 28 Januvari 2084,

B Ibid, Abdul Bari Azed, Surabaya 28 Januari 2004,
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Terkait dengan penataan kelembagaan dalam mendukung
pelaksanaan sistem administrasi dan dokumentasi HKI adalah dengan
melibatkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
di selurnh Indonesia untuk menerims permohonan pendaftaran HKI. Pada sisi lain
keterlibatan  Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam  menerima
permohonan pendaflaran HKI adaish uotuk memudahkan masyarakat, termasuk
masyarakat kecil untuk mengurus pendafraran HKI mereka. Dalam hal kebiskan
pada infrastruktur, kini pihak Ditjen HKI telah memperoleh bantuan dard
Mternotionsl Bank for Recomtruetion and Developmeni Agreement antara
Pemerintsh Indonesia depgan Bank Dunia yang menghasilkan bantuan
pinjaman luar negert bagi Ditien HKI untuk membiayai antara lin Preparing
Automation Plan dan Automation Equipment. Sistemn otomafls ini baro saja
seiesai  dilaksanakan. Diharapkan dengan sistem otomatis 1ni akan
memberikan dukungan yang maksimal bagl pelaksanaan sistern administrasi HKI,
menuju sistem pengelolaan HKI modern, yang akomodatif dan responsif
terhadap kepentingan masyarakat.” Dengan dukungan sistermn otomatis
ini, akan membuka kemungkinan bagi Ditjen HKI untuk memperluas
jaringan online dengan Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM di daerah.
Qutcomes dari sistem ini adalah adanya kemudahan dan manfaat yang sebesar-
besamya bagi masyarakat pengguna HKI dalam mendapatkan informasi HKI
secara mudah dan efesien.”

Apabila memperhatikan hal-hal di atas, jelaslah bahwa langkah-langkah
tersebut  dilakukan dalam upaya mengefekiifkan dan mengoptimalisasikan
perlindungan HKI.  Di samping, untuk perlindungan HKI vang optimal dan
efektif dan tentunya ditinjau dari sudut pendang ¢konomi pembangunan atas
sistemn HK1 nasional ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi secara

lebih maksimal lagl. Oleh karenanya, harapan untuk menjadikan HEKI

* Bandingkan pendapat A. Zein Umar Purba , 2001, Pokok-pokok Kebijaksanaan
Pembanguanan Sistem HKI Nasionsl | Jursal Hukwn Bisnis, Volume 13 April 2001, sl 4-5, vung
meonvatakas  bahws Kebiiaksanaan Pemerinish ssat ini barp sebaias pengustan pads instrumen
hukum, oleh karens iy, untuk mengantisipasi adenys eksploitasi ekonomi dari negara maiv
terhadap negara berkembang semestinya dalam upaya melakukan harmenigast hulam dard TRIPs
terhadap Undang-Undang Hak Cipa, hal inl merupakan kebijakan pemerintah (Pessiden dan DPR)
gtk meletakkanays dalarm rangka kepentingan Mastonal,

? Qpeit, Abdul Bari Bazed, Surabaya 28 Januari 2004,
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sebagai sarama alternatif guna menambah devisa negara benar-bepar dapat
tercapai atau diwujudkan.

Kebijakan nasional dalam kerangka mendukung atag pembangunan sistem
HKI di Indonesia khususnya sistern Hak Cipta, maka tidak terlepas dari aturan
vang tertuang dalam: 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta;™® 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas undang-
undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;”’ 3) Undang-undang Nomor 12
tahun 1997 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tehun 1982 tentang
Hak Cipta sebagaimana telah diubah desgan wundang-undang Nomor 7 Tahun
1987, 4} Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.”

Berikut di bawah ini urajan masing-masing perundang-undangan dalam
bidang hak cipta di Indonesta, antara lain:
a. Undang-Undang Hak Cipta tabun 1982
Pada tanggal 12 April 1982, oleh pemerintah Indonesia diputuskan
untuk mencabut AW, 1912 Staaisbiad Nomor 600 Tahun 1912 dan
sckaligus diundangkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1982 tentany
hak cipta yang dimuat dalarn Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15,
Yang menjadi dasar pertimbangan dan melatarbelakangi penetapan
Undang-Undang Nomor. 6 tahun 1982, sebagai berikut. ¥

1} Dalam rangka pembasgunan di bideng bukum demi mendorong
dan melindungi penciptaan, pesycbarluasan hasil karya ilmm |
seni dan sastra mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidupan
bangsa, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-
undang fentang Hak Cipta, Staatsbiad Nomor 600 Tabun 1912,
perlu diganti karena sodah tidak sesoai dengan kebutuhan dan cita-

¢ita hukum nasional;

™ {embar Negara Tahun 1932 No.15, Tembshas Lembar Negsra No.3217

" Lembar Negara Tahun 1987 No.42, Tasibaban Lembar Negars No.3362

* Lembar Negara Tahun 1997 No 29, Tambahan Lembar Negara No.3679
Lembar Negara RI Tahun 2062 Ne.8S, Tambahan Lembar Negara No 4220
Eddy Damiah, ** Hukum Hok Cipta ¥, (Bandung: FT Alemni, 2003), hal. 141,
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2)

Berdasarkan hal tersebut pada angka 1 di atas maks pengaturan
tentang Hak Cipta berdasarkan Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912
perlu dicabut karena sudsh tidak sespai dengan kebutuhan dan cita--
cita hukum Nasional.

Selain dua dasar pertimbangan bukum tersebut di atas, oleh pemerintah

dikemukakan lima butir latar belakang dan beberapas pengertian umum
vang digunskan sebagal daser vntuk mengganti AW, 1912 dengap UUHC
1982 seper‘ti dimuat\ dalam Penjelasan atas UUHC 1982
(Elucidation), yang perbaciannya adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

Dalam rangka pembangunan di bidang hukum demi menderong
dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni
dan sasta mempercepat pertumbithan, kecerdasan kehidupan bangsa,
perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Cipta. Undang-Uunndang
tentang Hak Cipts, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912, perlu diganti
karena sudah tidak sesuai dengan kebutuban dan cita-cita bukum
nasional;

Dalam undang-undang ini selain dimaksudkan unsur bars
mengingat perkembangan  teknologi, dilelakkan  juga unsur
kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingap individu
maupun masyarakat schingga terdapst kesecimbungan yeng scrasi
antara kedua kepentingan dimaksud. Walsupun dalam Pasal 2
UUHC-1982 int ditentukan hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai
dengan jiwa yang terkandunpg dalam Pagal 33 Undang-Undang
Dasar 1945, maka fa mernpunyai fungsi sosial dalam arti ia dapat
dibatasi untuk kepentingan unum;

Untuk memudahken pembukiian dalam hal sengketa mengensi hak
cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan
mengenal pendafiaran  ciptaan. Pendaflaran ini tidak mutlak
diharuskan, karena tanpa pendafiaran pun hak cipta dilindungi.
Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan
lebih memakan waktu permbuktian hak ciptanya dari ciptaan yang
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didaftarkan. Dalam hal ini pengumuman periama suatu ciptaan
diperlekukan sama dengan peodaflaran. Pendaftaran  ciptaan
dilakukan secara pasif artinya bahwa semua permohonan
pendafiaran diterima dengan tidak terlelu mengadakan penelitian
mengenai hak pemohon kecuali jika sudah jelas ferpvata ada
pelanggaran hak cipta, Demikian dalam undang-undang ini dianut
sistem pendaftaran negatif-deklaratif, seperti juga yang dipergunakan
dalarn pendaftaran merek dan pendaftaran tansh. Pada wmumnys
dalam hal terjadi sengkets, kepada hakim diserahkan
kewenangan untuk mengambil kepishisan, X

4y  Delam undang-undang ini diatur puls tentang Dewan Hak Cipta
yang mempunyal tujuan untuk penyulohan serta bimbingan kepada
pencipts roeogenai hak cipta. Dewan Hak Cipta ini mempunyai
fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan
yang diciptakan oleh warga negara Indonesia menjadi penghubung
anfara dalam dap luvar negeri, menjadi fempat bertanya seria
merupakan badan vang roemberi pertimbangan kepada pengadilan
negeri atau lzin-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak
Cipta diharapkan agar kepemingan para pencipta akan kebih feriamin,

5y Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam
updang-undang ini, izilah pemberian periindungan kepada semua
ciptaan warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempst di
mana cipiasn divmumkan uniuk perlama kalinya, Ciptaan orang asing
yang tidak diumumkan ontuk periama kalinya di Indonesia tidek

dapat digafarkan.

b.  Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987

Pada tanggal 19 September 1987, UUHC 1982 telah djubah
menjadi Undang-lindang Nowmor 7 tghun 1987 tentang Hak Cipta,
sejak tahun 1987 Pemerintah Republik Indonesia menganggap perlu
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untuk mengubah UUHC 1982 dengan mengemukakan empat dasar
pertimbangan hukom yang termuat dalam Mukadimahnya: **

1y

2)

3

4

Pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta pada
dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan
iklim yang lebih baik bagi tumbnbh dan berkembangnya
gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan

sastra;

Di teagah kegiatan pelaksanaan pembangunao basgional
vang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sasira, fernvata telah berkembang pula
kegiatan pelonggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindsk
pidans pembajakan;

Pelanggaran hak cipla fersebui telah mencapai fingkat vang
membahayakan dan dapat merusak {afenan kehidupan masyarakat

pada wnumnya dan minat untuk mencipta kbhususnya,

Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta
dipandang perlu uotuk mengubah dan menyempurnakan beberapa
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta.

Selain empat dasar hukum yang digunakan untuk mengubah
UUHC 1982, olsh Pemerintsh jnga mengemukakan latar belakang perubahan
UUHC 1982, Hal-bal Il dipaparkan dalam Penjelasan Ui vang merupakan
bagian inkeren dengan UUBC 1987, sebagai berikut:

Pertombuhsn dan perkembangan ilmu pengetabuan, seni, dan sastea,

sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan mariabat

manusia. Selain ite jupa akan memberikan kessjahteraan bagl masyarakat,

bangsa, dan negara. Hal fai mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional

vang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan

seluruh masyarakat Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk

¥ Ihid, Bddy Damian, hal, 144
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mewnjudkan sussana yang mampu membangkitkan semangat dan minat
untuk mendorong melahirkan ciptaan baru di bidang tersebat,

Schubungan dengan itu maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta telsh disusun dan disabkan. Perlindungan hukum vang
* diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karys
¢ipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan
dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan
ciptaan bara di bidaug tersebut di atas,

Walaupun demikian di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1682 tentang Hak Cipta hioggs saat ini ternyata banyak dijumpai terjadinva
pelanggaran terutama dalam bentuk tindek pidana pembajakan terhadap hak
cipta. Laporan magyerakat pada umumnya, dan khususnya erat dengan hak
cipta di bidang film dan rekaman video, serta komputer, menyatakan bahwa
pelanggaran terbadap bak cipta telah berlangsung dari waktu ke wskiu
dengan semakin melvas dan saat ini sudah meocapal tingket yang
membahayakan dan mengurangi kreativitas wntuk mencipta. Dalam
pengertian yang lebih luas, pelanggaran tersebut juga akan membahayakan
sendi kehidupan dalam arti seluas-lasnya.

Sudah tentu perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut
dipengaruhi oleh berbagal faktor. Rendahnys tingkat pemshaman masyarakat
akan arti dan fungsi hak cipta, sikep dan keinginan untuk mempercleh
keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditwmbah dengan belum cukup
terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum
dalamn menghadapi pelangparan hak eipta, merupskan faktor vang perln
memperoleh perhatian. Tetapi di luar faktor tersebut di atas, pengamatan terhadap
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan
masih perlumya dilakukan beberapa penyempurnaan, sshingga mampu menangkal
pelanggaran tersebul. Secara wmuni, bidang dan arah penyempurnaan tersebut
adalah:

1) Ancaman pidana yang dinilai terlslu ringan, dan kurang mampu
menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu unrek
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<)

3

4}

3

6)

efektivitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman
pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam Pasal 21
KUHAP;

Masib dalam upaya untuk meningkatkan efekiivitas penindakan
ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak
pidana advan, juga dinilai tidak sesual dengan kebutuhan.
Pelanggaran tersebut scharusnya memang diperlakukan sebagai
tindak pidana biasa, penindakannya dengan begitu tidak lagi semata-
mata didasarkan pada adanya pengaduan;

Akibat dari pelanggaran hak cipte bukan saiz merugikan pencipta
atau pemegang hak cipta, tetapi jfuga perekonomian pada
urnumnya, Oleb karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atan
barang vang terbukii merupakan hasil pelanggaran hak cipta,
dirampas untok negara guna dimusnahkan;

Masalah lain vang perlu pula ditegaskan adalah adanya hak pada
pemegang  hak cipta yang dirugikan karena pelanggaran, untuk
mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk
melakukan tuntutan pidana;

Seiring dengan langkah di atas, untuk mencegab kerugian yang
lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dirasakan peria
adanya penambahan ketentuan yang sclama inl belum ada, yaitu
pencgasan tentang kewcnanpan hakim untek  memerintahkan
penghentian  kegiatan  pembuatan, perbanyeakan, pengedaran,
penyiaran, dan peniualan ciptaan atsu barang yang merupakan hasii
pelanggaran hak cipta sebelum putusan pengadilan;

Selain itu, diperlukan beberapa penyesusian ketentuan, baik
berupa penghapusan atav penambahan guna menyesuaikan
dengan kebutuhan, Sebagal misal, paleo antropologi seperti yang
fercantom dalam Pasal 10 ayat (1), Pads dasarnya hal tersebut jelas
bukan merupakan ciptaan manusia, dan karenanya memang tidak

tepat unluk dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak cipta ini.
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7)

8)

#

Sebaliknya, program-program komputer atau "Computer Programs
yang merupakan bagian daripada perangkat lunak dalam sistem
komputer dan pada dasarnya merupakan karya cipts di bidang
ilmu pengetahuan, merupskan hal yang perlu ditegaskan
sebagai ciptaan yang layak diberi perlindungan dalam
rangka hak cipta, demikian juga seni batik. Penegasan
serupa diberikan pula terbadap karya rekaman suara atau
bunyi dan karya rekaman video sebagai karya cipte vaong

dilindungi,

Ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyakan vang
dikaitkan dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksana-
annya diserahkan pada inisigtif perorangan, felah pula
menimbulkan berbapai ketidakjelasan. Kesan bahwa
ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan pengambil-
alihan yang terselobung, dan di lain pihak adanya kesan
bahwa scakan-zkan negara memberi kesempatan kepada
warganya untuk mengambil keuntungan dengan carz yang
kurang wajar atau dengan dalih kepentingan nasional, perlu
segera diperbaiki. Dalam hubungan ini, apabila benar-
benar mnegara memeriukan untok suatu  alasan  atau
kepentingan yang jelas, arah pengaturannya perin dengan
tegas  dikaitkan dengan pembebanan kewajiban untuk
menerjémabkan atau memperbanyak, atau memberi izin
(lisensi} kepada pihak lain  vyang ditunjuk  untuk
melakukannya. Apabila vang bersangkutan tidak bersedia,
regara yang akan melaksanskannya;

Masalah jangka wakiu perlindungan. Seclama ini, kecuali
untuk fotografi dan sinematografi yeng banya diberi
perlindungan hukum selama 15 tahun, karya cipte lainnya
diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus
beriangsung hingga 25 tahun seteleh pencipta vang bersangkutan

meninggal dunia. Ketentnan seperti sebenarnya tidak
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meraberikan  gambaran  tentang  kebutohan dan  praktek
pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta
vang memang periv dibedakan satu dengan lainnya. Jangka waktn
perlindungan hukum bagi bak cipta seorang pencipta fim dengan
perusahaan rekaman, pada dasarnya memang harus dibedakan yang
sifatnys asli dan orsindl dengan vang sifatnys furunan atau derivatif
Selain v, jangks waktu perlindungan selama pmcipié hidup
dan terus berlangsung hingga 25 tahun sefelahb pencipta yvang
bersangkutan memnggal, secara umum jugs memerlukan perhatian.
Jangka waktu tersebut dinbazh den diperpanjang menjadi selama
pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah
pencipta yang bersangkutan meninggal, Perubahan ini
bukan saja berkaitan dengan prakick vang dianut oleh negara-
negara lain vang secara umum memberikan perlindungan hingga
50 tahun setelzh pencipta meninggal, tetapi juga dalam rangka
kebutuhan kita untuk menyesuaikan diri bilamanga pada suata saat
akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam salah satu
pejanjian multilateral di bidang perlindungan hak cipta.
Sekalipun  jangka waktu perlindungan tersebut
diperpanjang hingga S0 fahun, tetapi hal ini tidak perlu diartikan
bahwa tidak ada lagi batasan fentang fungsi sosial atas suatu hak
milik seperii hak cipta. Batasan tersebut tetap ada, dan secara efektif
akan lebih mudah dilosksanskan melalui mekanisme "compulsory
licensing” yaog sekarang diatur dalam Undang-undang ini. Selain itu
undang-undang ini masih tetap memberikan garana guna
mewujudkan pringip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik
sebagaimana lazimnya. Ketentuan seperti Pasal 13, 14, dan
Pasal 17 memberikan kemungkinan kepada masyarakat
untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilinduogi hak cipta
sebagail salah satu hak milik. Kemungkinan seperti inilsh yang
memberikan batasan kepada bak cipta sebagai hak dan
sekaligus memberi arti serta ujnd fungsi sosial daripada hak cipta. Di
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samping itu, memang diperlukan perpanjangan jangka waktu
perlindungan hukum bagi hak cipta di bidang fotografi dari 15
tahun seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
menjadi 25 tahun. Hal ini didasarkan atas pertimbangan tentang
pertunya  diperhatikan  kemajuan  teknologi  fotografi  dan
penyesuaiannya dengan praktek yang omum dianut oleh negara
tain, ataupun dengan ketentuan dalam salsh satu perjagjian
multilateral di bidang ini seperti diutarakan terdahulu, Bertolak dari
pemikiran {entang perpanjangan jeangka waktu perlindungan dan
pembedaan bagi kelompok hak cipta berdasar sifat ciptaan tersebut,
dalam undang-undang yang sekarang dijabarkan secara lebih rinci
pengaturannya;

%)  Masalah lingkup berlakunya undang-undang hak cipia, khwsusnya
vang menyvangkut pemberian perlindungan hukum bagi hak cipta
asing. Berdasarkan undang-undang Nomer & Tahun 1982, hak cipta
asing banya dilindungi apabila karya cipta yang bersangkutan untuk
pertama kali divmumkan di Indonesia.

Ketentuan seperti di atas selama ini menimbulkan berbagai tafSiran dan sulit
untuk dilaksanakan. Oleh karepa itn, penyempurnean dalam undang-undang ini
diarahkan untuk febih memberikan kepastian dan kewajaran sesuai dengan cita
dan tanggung jawab kita untuk mewuiudkan tatanan kehidupan masyarakat
bangsa-bangsa yang sejahters, adil, dan saling menghormati. Hak cipta asing,
dalam undang-undang ini akan dilindungi pula dengan ketentuan: 2) divmumkan
untuk pertama kali di Indopesia; b) negara dari pemegang hak cipta asing
vang bersangkutan mengadakan perjanjian  bilateral mengenal
perfindungé,ﬁ hak cipta dengan pegara republik Indonesia; ¢} negara dari
pemegang hak cipta asing yang bersangkutan ikot serta dalam
perjanjian multilateral yang sama di bidang hak cipta, yang ditkuti pula oleh
Negara Republik Indonesia.
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C. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997
Setelah meratifikasi F#FTO Agreement, Indonesia melakukan
revisi terhadap berbagai undang-undang di bidang hak kekayaan
intelektval yvang ada. Pada intinya perubahan terbadap semua undang-
undang hak kekayaan intelektual sebagai akibat penvertaan Indonesia pada W70
Agreement ditckankan pada perlunya penciptaan iklim yang lebih baik bagi
tumbuh dan berkembang serta terlindunginya karya intelekiual guna melancarkan
arus perdagangan internasional. Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1997 yaog
mengubah Undang-undang Hak Cipta yang berlaku saat itu (Undang-undang No. 6
Tahun 1982, diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987), disebiican babwa: ©
“Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhation
seksama dalam masa sepuluh tahun feralddr dan kecenderungan yang masih
akon berlomgsung di masa yoang akan datong adalah semakin meluasnya
arus globalisasi baik & bidang sosial, ekonoml, budaya meaupun bidang-
bidang kehidupan lainnye. Di Bidang perdagangon, terwtama karena
perkembangan df bidang ieknologi informasi dan tranmsporiasi ielah
menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesai dan
bahkan telah menempatican dunia sebagai pasar twnggal bersama ™
Ronsep dasar hukum Hek Cipta sepert itu disnut dalam peraturan
perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia sebagaimana tertuang dalam
penjelasan angka 1 Undang-Undang Hak Cipta 1997. Dengan demikian,
yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan
bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan terschut bisa
terwujud  khas dalam bidang kesusastraan, seni maupun ilmu
pengetahuan. Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 Universal Copyright
Convention (UCC), pada Pasal 1, menentukan yang dilindunginya, yaitu
bidang: kegusastraan, ilmu pengetahuan Gcientific), dan pekeriaan seni fortistic
work} termasuk karya tolis, drama sinematografi, lukisan pahatan dap patung,
Perubahan  terakhir ini meliputi penyemipurnsan dan  penambaban
Penyempurnaan terdiri dari antara lain penyempurnzan terhadap perlindungan bagi

ciptaan yang tidek ada penciptanva, pengecualian pelanggaran hak cipta, jangka

# Undang-Undang No.12 Tahun [997, Penjelasan Umum alinea kedua
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waktu perlindungan hak cipta, hak dan wewenang menggugat dan ketentuan
tentang penyldik pegawai negeri sipil (PPNS). Penambahan terdiri atas ketentuan-
ketentumn penyeéwaan ciptaan serta hak-hak vang berkaitan dengan hak cipta
{neighboring wiau relafed rights) yang meliputi hak pelaku (performers), produser
rekaman suara atau fonogram, dan lembaga penyiaran (broadcasting
organization) serta lisensi hak cipta. &

Perubatin lain berkaitan dengan perlunya penegasan mengenai hak yang
dimiliki oleh pencipta dan pemesgang hak cipta karya film dan program komputer,
juga hak yang dimiliki oleh produser rekaman sizra, » Perubahan ini dimaksudkan
untuk menegaskan status hak cipta dari sustu karya yang tidak diketahui penciplanys
dan belum diterbitkan, dan dalam ha! demikian karva fersebut dimiliki oleh
nepara. Sedangkan dalam hal karya tersebut merupakan karya (ulis dan telah
diterbitkan, hak cipta pada ciptaan itu dipegang oleh penerbit. Penerbit juga dianggap
pemegang hak cipta atas ciptaan yang diterbitkan yang hanya mencantundkan nama
samaran penciptanya. **

Masalah yang telap menjadi persealan hangat hingga sekarang adalab
vkuran dibolebkannya penggunaan suaty ciptaan oleh pihak lain tanpa izia,
pamun tidak diklasifikasikan sebagai pembajakan. Umumnya hal ini berkaitan
dengan kepentingan pendidikan dan perelitian. Dengan perubahan 1997 ini
dihapuskan batas 10% schagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya,
sebab dalam kenyataannya pembatasan vang sifatnya kuantitatif tidak dapat
mencapatl tujuan yang diinginkan. Menurut undang-undang ini yang
penting adalah pembatasan kualitatif® dengan mengelompokkan jenis-ienis
ciptaan berdasarkan kesamaan bemtuk dan bidang ciptaan® Dengan undang-undang
ini juga ditambahkan svatu ketentuan untuk memperelas jangks wakiu
periindungan bagi ciptaan yang hak ciptanya dipegang oleh negara, yang dalam hal
ini tanpa batas waktu . =

&  Achmad Zen Umar Purba, “Hak Kekayaan Intelektoal Pasca Trips”, {Bandung
PT.Alumni, 2005), hal. 108,

¥ {JUHC No.12 Tahun 1997, penjelasan angka 2

" Penjelasan angka 4, perabahan pasal 10 A.

** Penjelasan angka 6, perubiahan pasal 14

¥ Penjelasan angka 7, perubaban pasal 26

¥ Penjelasan angka 9, perubahan pasal 27 A,
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Selanjuinya undang-undang ini mengatur perlunya setiap ciplean
mencantumkan pama atan identifas, termasuk nama samaran pencipta dalam setiap
ciptaan. Pasal 288 mengatur tentang penggunaan 1 Januari tahun berikutnya sebagai
dasar perhitungan jangka waktu perdiodungan® Dalam  undang-undang  ini
dicantumkan jugs bab baru mengenai lisensi yang diperlukan untuk
menampung praktek pelisensian hak cipta vang sudah lazim di masyaraiet.
® Dengan undang-undang ini distur pula bahwa ciptaan atau barang sebagai hasil
pelanpgaran hak cipta dirampas negara untuk dimusnahian®' Juga terdapat
ketenfuan tentang kewenangan PPNS dan hubungannya dengan pihak polisi
dan penuntif umum, yang merupakan penyewopurnaan dari undang-undang
sebelumnys.

Perubahan ini dimaksudkan uatuk memberi penegasan tentang
kedudukan penyidik non-polisi guma membantu pihak peolisi dalam
menangani kasug kejahatan di bidang hak cipta. Namun demikian
diharapkan agar pibak polisi sendiri tidak harns melskukan pemeriksaan
ulang ates hasil yang telah dicapai oleh PPNS. Sebab PPNS pun dalam
melakukan tugasnya ielah mendapat bimbingan dari polisi. jadi tujuan
undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
("KUHAPY”? akan bisa te:capai.93 Penyempurnaan paling akhir
berkensan dengan lingkup perlindungsn yang bukan saja ditujukan
pada warga negara Indnesia dan penduduk, tetapi juga mencakup
bukan warga negara indonesia, bukan penduduk dan bukan badan hukum
asalkan ada kaitan dengan perjanjian, baik bilateral apalagi multilateral ™
Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi sesual undang-uodang Hak Cipta nomor 12
tahun 1997, meliputi, yatr: >

1}  Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis

vang diterbitkan dan semua karya fulis lainnys;

Penjelasan angka 19, penyisipan pasal 28 A dan pas! 28R .

Penjelazan zagks 11, penyisipan bab Ul A

Penjclasan sagka 14, perubabhan pasal 45

Lerbar Negara Tahus 1981 nomar .76, Tambaban Lembar Negara nomor.3209.
Opeit, 111 No.12 Tahun 1997, penjelasan angka 15, Perubahan pasal 47,
Penjelasan angka 15, perubahan pasal 43

# Opeit, Ul No. 12 Tshon 1997, pasal 11,

b R -4
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2)

3

4)
5
6}
7
8)

7)

10}

12)
13)

Ceramah, kuliah, pidato dan ciptean lainnya yang diwujudkan
dengan cara dincapkan,

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

{ iptaan Filin dengan atau tanpa teks,

Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomin;

Karya pertunjukan;

Karya siaran;

Seni ropa dalam segala bentuk sepserté seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni icrapan yang
berupa seni keraiinan tangan;

Arxsitektur;

Peta;

Seni batik;

Sinematografn;

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya
dari hasil pengalibwujudan,

4. “Undang-Undang Hak Ciptg tabun 2002

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggantikan
Undang-1/ndang tentang Hak Cipta vang lama, yaita Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1982, divbah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1987, dan diubah
lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 (selanjutaya disebut "UU
Hak Cipta Lama™}. Namun, Undang-Undang Hak Cipta ini baru mulai

berlaku 12 bulan setelah pengundangannya tanggal 29 Jali 2002%
Undang-Undang Hak Cipta memuat sistematiks berikut: ketentuan umumne; lingkup
hak cipfa; masa berlaku hak cipta; pendafiaran ciplaan; lisensi; Uewan Hak Cipla;
hak terkait; pengelolaan hak cipta; biaya, penyelesaian sengkeia; penetapan
sementara pengadilan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peraliban; ketentuan

pemsup.

% (U No.19 tshun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 78

4% Universitag indonesia
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Ads beberapa alasan diberlakukannya perundang-undangan baru berbagai
bidang hak kekayaan intelektual, termasuk guna dapat membangkitkan potensi
daerah yang mengandung keanekaragaman budava sebagai refleksi dari
keanekaragaman etnik,’” sehingga dapat dimanfastkan sebagai perlindungan bagi
karya-karya intelektual vang muncul karena kekayaan budaya dan einik daerah
tersebut. Sefain itu, kita berkepentingan dengan hak kekayaan intelektual. Pada era
sekarang, pendekatan ini sudah harus dipergunakan seimbang dengan fakta
bahwa konsep hak kekayaan intelektual tersebut pada mulanya memang berasal
dari masyzrakat Barat. Pada umumnya hak kekayaan intelektual telah dapat
diterima di masyarakat non-Barat, termasuk kelompok negara-
negara berkembang. Jika orang mengatakan hak kekayaan intelektiual
masih kontroversial, hal itu terbatas untuk bidang tertentu, khususnyva
paten yang sarat dengan aspek teknolegi. Untuk hak cipta
keterlibatan masyarakat pasional sudah sangat jeias, misalnya untuk
penciptaan film, {arian, patung dan barang-barang kesenian serta karva-
karya sastra. Dengan Undang-Undang ini pertumbuhan karya termaksud
diharapkan akan lebih meningkat lagi.

Undang-Undang Hak Cipta memuat heberapa hal baru, yang
membedakannya dari Undang-Undang Hak Cipta Lama seperti yang
akan divraikan di bawah i0i. Namun demikian, pemalisan di bawah ini bersifat
komprehensif dengan menguraikan semua aspek yang terkandung dalam
Undang-Undang Hak Cipta tahun 2002, tersebut, vaitu:

a, Hak Bksklusif

istilah "hak Khosug” seperti terdapat dalam Undang-Undang Hak

Cipta fama diubah menjadi "hak eksklusif,”® yang penulis sangat

sependapat, jauh lebih tepat dan sama dengan istilah dalam konsep

astinya  exclusive right”™ Istilah *khusus" tidak selamanya semakna
dengan neksklusif*, ! Undang-Undang mengenai bidang hak kekayaan

2 Ibid, Pertimbangan a dan Penjelasan Umum.

% Achmad Zen Umar Purba, op cit., him, §4-136.

# Jhid, Pasal § butir §

OTRIPs A3

®1 Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahass Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Rahass Indonesia, sdisi ketiga, Cet. 2, (Jakaria: Balai Pusiaka, 2000), bim. 289 dan 565,
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mtelektual yang lain juga mempergunakan istilah eksklusif. Hak
cksklusif bapi pemcipta (pemegang hak cipta) adalah hak “untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yvang timbul
secara ¢tomafis setelah suatu cipiaan dilahirkan tanpa
mengurangl pembatasan menurut peraturan  perundang-
undangan yang berlaku ”'%

Fungsi dan Sifat Hak Cipta i

Ketentuan dalam bagian ini mengandung dua aspek dasar, yakni: tentang hak
eksklusif dan bshwa hak tersebut "timbul sccara otomatis”, walaupun
ketentuan ini masih dilkuti dengan beberapa "pembatasan®, vang akan
dibicarakan kermudian, Berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual
iain, hak cipta lahir bukan karena pendafiaran, artinya, hak cipia termasuk
telab dimiliki oleh penciptanya pads saat lahirnya karys cipta yang
bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari Hak Cipta.
Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan
karyanys scperti yang diatur pada begian lein dari Undang-Undang mit
Bhusus untuk karva cipta dalam bentuk karva sinematografl dan
pragram komputer, peaciptanva "memiliki hak unfuk memberikan izin
atau melarang orang lain yang tanpa persetunannya menyvewsikan Ciptaanoya
tersebut untuk kepentingan yang bersifit komersial.'” Jadi selain karya
sinematogrefi, Undang-Undang ini dengan tegas memasukkan program
kompler sehagal karya cipta yang dilindungi, sebagaimana vang kemudian
diatur dalam Undang-Undang ini. Marsdat lain dari ketenivan inl menyanghat
mengenal penyewaan. Masalah lain yang asensial dalam Undang-Undang
ini adalah bahwa "Hak Cipta dapat beralih atau dialibkan, balk scluruhnya
maupun sebagian®, antara lain Karena pewarisan, hibah atau perjanjian
tertulis.'™ Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalab kedudukan hale
cipia yang “dianggap sebagai benda bergerak”.'® Dakim kedudukan Hak
Cipta, seperti juga bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, sebagai asct

"% 151 No. 19 tahus 2602 tentang Hak Cipta, Pasal 2 ayat {1}
9% 2hid, Pasal 2 ayat {2}
B4 ghid, Pasal 3 ayat {2)
" Ibid, Pasal % ayat (1)
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sifat hak cipta yang dapat dialibkan ini menjadi sangat relevan dalam
transaksi bisnis sehari-hari. Itulah sebabnya dalam Undang-Undang ini
dipergunakan juga istilabh “pemegang hak cipta” vang berdampingan
dengan istilab pencipta. Begitn jugas mengenai dapat diwariskannya
hak cipta,

Ciptaan Yang Penciptanya Tidak Diketahui

Bagian ini mengatur mengenai antara lain berbagai karva lama seperti karya
peninpgalan prasejarah, kemmdian sejarah dan benda budaya nasiopal
lainnya yang haknya dipegang oleh negara'®® Seianjuinya "pegara
memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat vang menjadi
milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, film,
kergjinan tangan, koreoptafi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya"'®
Ketentuan iol sangat penting terutama, karena masalah ekspresi folklor
merupakan satu dari tiga isu penting secara internasional akhir-alchir i,
Ciptaan Yang Dilindungi

Tidak jauh berbeda dari UU Hak Cipta Lama, karya cipta yang dilindungi
dalam undang-undang ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra,
yakni: a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (Jay out) karya tulis
yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; b) ceramah, kuliah, pidato,
dan ciptaan lain vang sejenis dengan ity ¢) alat peraga yang dibuat untuk
kepentingan pendidikan dan inm pengetahuan; d) filin dengan atau tanpa 1eks;
¢) drama atau drams musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan
partomin; £} seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni keligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; @)
arsitektur, by pets; 1) seni hatik; i) fotografi; k) sinematografi; ) teriemahan,
tafslr, seduran, bunga rempai, dafabase, dan karva Rain dan hasil
pengalibwiiudan®,'® Khusus tentang terjemzhan ketentuan ini tidak
mengurangl hak cipta afas karya cipta aslinya'®™ Sebenarnya masalah
database sudah terdapat dalam TRIPs, namun dalam Undang-Undang Hak

96 rbid, Pasul 10 ayat {1)
0 rbid Pazal 3 avat {2)

% rhid Pasal 12 ayat (1)
9% 1bid, Pasal 12 ayat {23
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Cipta Lama substansi ini belum termuat. Perlu pule dimaklumi babwa
karya-karya berikut ini tidak dapat dilindungi dengan hak cipta; hasil rapat
terbuka lembaga-lembaga Negara, peraturan perundang-undangan; pidato
kenegaraan atay pidato pejabat Penwrintaly putusan pengadilan atau
penetapan hakim: atau putusan badan arbifrase atan putusan badap-badan
seenis lainnya. 10
Pembatasan Hak Cipta
Baglan ini mengandung materi yang kerap dipersoalkan dalam
masyarakat misabnya penggunasn karya c¢ipta vang dilindungi ontuk
kepentingan antera lain pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Begitu
juga mengenzai pengambilan karya cipta untuk keperinan pembelaan,
ceramah, pertunjukan atau pementasan. Selain itu, juga mengenai
pembuatan duplikat cadangan program komputer oleh pemilik program itu
sendirl, Sepwa perbuatan tersebut menurut Undang-Undang tidak merupakan
pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya discbutkan'" Dalam
Undang-Undang Hak Cipta tahun 1987, untuk kepentingan pendidikan dan
penelition dikenal pembatasan kuantitatif yakni tidak dianggap
schagai pelanggaran hak cipta jika karya cipta yang dipergunakan ftu tidak
ichih dari 10%. Begitu juga dengan pengumuman atau perbanyaken fambang
pegara dan lagu kebangsaan, serta pemgumuman yang disampaikan
pemerinizh dan pengambilan berita akiual asalkan vapp ferakhic ini
disebutkan sumbernya secara lengkar ' 2
Hak Cipta Atas Potret
Masalah potret kemp menimbulkan kesalahpabaman dalam mmsyarakat,
Dengan Undang-Undang ini ditetapkan bahwa;

"Untuk memperbanyak stau  mengumumkan  Ciptaannya,

Pemegang Hak Cipta atas Potret sescorang harus terlebih dahulu

mendapatkan izin dari orang yaog dipotret, atau izin ahli warisnya

Y9 Ibid, Pasal 13
Y thid, Pasal 15
Y2 Bhid Pasal 14
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dalam jangka waktu seputuh tahun setelaly orang yang dipotret meninggal

duria™ 1
Dasar pengaturan ini adalah bahwa tidak semua orang akan setuju jika
potretnya disiarken tanpa izinnya. Namun, ketentuan i hanya berlaku atas
pofret yang dibuat atss permintaan atau keinginan orang vang dipotret™
Sebagai prinsip, dalam kaitan dengsn pertuonjukan uwmum
ketentuan di atas tidak berlaku. Akan tetapi, pihak vang dipotret
dalam pertunjukan itu dapat menyatakan keberatan jika potretnya
diwmumkan, '

g, Hak Ekonomi

Hak Ekonomi adalab hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk men-
dapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak Ekonomd ini pada setiap
Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeds, baik terminologinya, jenis
hak yang diliputinys, dan ruang Hogkup dari tiap jenis hak ekonomi
terscbut. Secara umumpya setigp negara, minimal mengenal, dan
mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak: 1) hak reproduksi atau
penggandaan (reproduction right);''® 2) hak adaptasi (adaptation right);"!”
3) hak distribusi (distribution right),"'* 4) Hak pertunjukan (public

i Pasal 19 ayat (13

VR SBid, Pasal 19 nyat (3)

B thid, Pasal 21

Y Hale repeoduksi adalah  hak pencipta wntvk memperbunyak ciptzannya guma
mempercieh ksuntungen secara ekenomi |, hel i dinter dalam Undeng-Usdasg nomor 7 tehun
1987 jo Undsng-Undang Nomor 12 fahus 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 whus 2802
tentang hak cipta . Hak inl jupas dikenal dan diater baik dalam Konvenst Berne manpun Konvensi
Universol. Sehinpps di selisp negera yang memilki wndang-undang hek cipta selaln
mencantumkantya,

Fak untuk mengadakan adaptast, dapat berupa penieriemahan dari safu hahasa ke
bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari non dramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari
kalangan non fiksi ataw sebaliknya. Hak ini diatur, baik dalam Konvensi Berme mauvpun
Konvensi Universal (Universal Copyright Caonvention). Karya cetak berupa buku,
misaleya novel mompunysi hak turunan, yaito di antaranya hak film {file rights), hak
dramatisasi (drematization rights), dan hak penyimpanan dalam media elekironik
{electronic right). Hak film dan hak drernatisasi, yaity hak yang timbul bila isi novel
tersebut diubah menjadi isi skenario film, atag skenaric dreme yeng bisa berupe opera,
balet, maupon drama musikal.

Y Hak distribosi adalah hak yang dimiliki pencipta untok menyebarkan
kepada masyarakat sstiap hasil ciplasonya. Penyebaran terssbut dapat berups bestuk
penjualan, peayewsan, atae bentuk lain yang maksudaya agar ciptass tersehul dikensl oleh
masyarakat. Dalam hak ind termasuk pulz bentuk yang dalam Undang-Undang Hak Cipta
19837 jo Undang-Undang Hak Cipta 1997, disebut dengan pespumuman, yaite pembacaan

L]
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performance righti;'”’ 5) Hak penyiaran (broadcasting right);"*° 6) Hak
program kabel (cablecasting right); 229y Droit de Suite; *#* ¥} Hak pinjam
masvarakat (public lending right).’”
h Hak Moral

Hak moral merupakan ¢iri khas dari hak kekayaan inteiekiual,
termasuk Hak Cipta. Secara umum hak moral mencakup hak
untuk menjamin agar napmia atan nama samaranoya tetap
terdapat dalam ciptaannya. Kemudian pencipta juga dapat
mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau perubahan lain
terhadap karya ciptanya.'”® Penting pula ﬁ%perhatikan bahwa Hak
Cipta atas suatu karya cipta "tetap berada di tangan Pencipta sclama
kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahken seluruh Hak Cipta
dari Pencipta itu".'® Dengan ungkapan lfain seseorang vang membeli
karya cipta vang dilindungi seperti kaset atau buku tidak dengan

sendirinya memiliki hak cipta atas karva termaksud.'® Hak

psnyuarasn, penviaran atay penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan 2lat ape puo
dan dengan cara sedemikian rupa sehingge ciptean dapat dibaca, didengar atau ditihat oleh
orang lain.

"9 Mgk ini dimiliki para pemuosik, dramawan. maupun seniman lainnys yang karysayas
dapat teyungkapkan dalam bentuk pertunjokan. Pengaturan tentang hak pertunjukas ini
dikenal dalam Koaveasi Berne maupun Konvensi Dniverssd bahkan diztur tgesendini dalam
sebuah konvensi, yaitv Konvensi Roma. Dengan pasti di setiap penmdang-undangan Hak
Cipta sezi§ pegara skan mengatiuraya.

¢ Hak wnivk menyiarkan bestukaya berupa mentransmisikan sustu ciplaan oleh
peralatan tanps kabel Hak penviaran ot meliputi penyiaran ulang das menstransmisikas
ulang. Keteatsan hak ini teigh diatur dafam Konveasi Berme maupun Konvensi
Universal, juga konvensi tersendirl, misalnya Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel
1974 yang dikens! dengan Relating 1o the Distribution of Programme Carryng Signals Trans-
mitted by Sarellite,

™ Hak ini hampir sama dengan hak penylaran hanys saja montransmisikannya
melalui kabel, Badan penyieran telgvisi mempunyai suatu studio’ fertentu, dari sans
disiarkan program-program melaiul kabel kepada pesuwat para pelonggan. Jadi, slarannyz sudah
pasii bersifat komersial.

22 Droir de suite adalah hak pencipta. Hak ini malat diatur dalam Pasal 14bis
Konvensi Rerne revisi Brussel 194, yang kemudian diiambab Ingl dengan Pasal 1ster hasil
revisi Stockholm [967. Ksienluan drodl de seite ini menurut pefunjuk dari World
Inteliecinal Property Organizations {(WIPO) yang tercantum dalam buku Guide to the
Berne Convention, merupakan hak tambahan, Hak inf bersifal kebendasn

¥ Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanys (ersimpan di perpusitakaari yait
diz berhak atas sesiu pembayaran dad pibak lerteniu kerena karyn yang diciptakannya
sering digiujam olel masyarakat dari perpustakasn milk peraerintah fersebut.

B Ihid, Pasal 24

T ihid, Pasal 26 syai (1}

126 1,ihat penjolasan pasal 26 ayat (1) bal ini juga merupakan saleh sate topik yang cukup
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moral juga tidak bisa dilepaskan dari informasi manajemen hak
dari pencipta yang tidak boleh ditiadakan atau dirusak sebab
informasi tersebut merupakan hak ioral bagl penciptanya.
Informasi manajemen hak adalah “informasi yang melekat
secara elekironik pada suatu ciptaan atau muncul dalam
hubungan dengan kegiatan Pengumuman yang menerangkan
tentang suatu  Ciptaan, Pencipta, dan kepemilikan hak
maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode
informasi®.'?’

Sarana Kontrol Teknologi

Dalam undang-undang ini diperkenalkan istilah "sarans kontrol
teknologi” vang berarti “instrumen teknologi dalam bentuk antarz lain
kode rsbasia, password, barcode, serial number, teknologl dekripsi
{decryption} dan enkripsi (encrypfion) yang digupakan uoiuk
melindungi Ciptaan®'®® Undang-undang ini melarang perusakan atau
tindakan lain yang menyehabkan sarana kontro! teknologi menjadi tidak
berfunpsi. '~ Mengingat pesatnya kejahatan pembajakan, Undangliadaag
ini juga mengatur supaya ciptaan yang menggunakan alat produksi
berteknologi tinggi khususnya cakram optik foptical disc) memenuhi semua
perataran perizinan dan persyaraian vang ditetapkan oleh instansi di
bidangnya.'"® Sepertt kita maklum cakram optik merupakan material
utama bagi industri rekaman sepetii compact disc ("CD™), video compact
dise ("VCDY} alau digital video disc ("DVDY), Pelanggaran hak cipla pada
bisnis ini wmenimbulkan keprihatinan yang dalam bags pengussha
fonogram. Ketentuan ini pada hakekatnya merupaken "pesan tambahan”,
sebab substansi pengaturan ftu sendiri, vaitu mengenai “perizinan dan
persyaratan produksi® tidak terdapat dalam Undang-Undang ini. Dengan
ungkapan lain tanpa ketentuau dalam Undang-Undang Hak Cipta ini pun
kewajiban berkenaan persyaratan produksi tetap harus dipatuhi. Dimuatnya

alot di Komisi HDPR sewskiu membicarakan RUL Hak Cipta ind
7 rhid, Penielasan Pasal 27
I rhid, Pasal 25 dan Penjelassnnys
Y9 1bid, Pasal 27
8% fbid Pasal 28 avat {1}
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ketentuan ini tidak dapat dilepaskan dari keprihatinan berbagai pihak atas
leluasanya perbuatan pelanggaran atas hak cipta dengan menggonakan
sarana berteknologi tinggl yang menghasitkan produk menggmmakan cakram
optik.

Masa Perlindungan

Secara umum masa perlindungan yang diberikan oleh hak cipta adalah
sepmur hidup dan 50 tshun setelah pencipta meninggal dunia ! Khusus
untuk program koroputer, sinematografi, fotografi, database dan karya basil
pengalibwajudan berlaku sslama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut
dinvmumkan., Sedapgkan untuk ciptaan perwalahsn kerya tulis vang
diterbitkan berleko 50 tahun seiak pertama kali diterbitkan, Mengenai hak
moral dalam kaitan hak untuk menuntut agar pama pencipta tetap tercantum
dalam cipleannya tiklak memiliki baetas waktu. Sedangkan hak moral
berkenaan dengan larangan untuak mengubah suaty ciptaan atau perubalian
judul dan anak judul ciptaan berlake selams berlangsungnya jangka wakin
perlindungan atas ciptaan tersebut' >

Lisensi

Lisensi, seperii telah disinggung di atss, merupakan aspek
penting dalam lalu lintas hak kekayaan intelektual. Selain
moengungkapkan sifat-sifat umum lisensi, undang-updang ini
mengatur beberapa hal, anlara lain: a) adanys sistem royalti; b) bersifat
cksklusif atan non-cksklusif; ¢) adanys perjanjian tertulis; d) larangan
memuat ketentuan yang dapat menuinbulkan akibat bagi perckonomian
Indonesia; £) wajib dicatatkan kepada Direkiorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual ™

Diewan Hak Cipta

Hak kekayaan intelektual memerlukan langkah-langkab penanganan
yang integratif. Untuk hak cipta, undang-undang menstapkan
pembentukan Dewan Hak Cipta yang bertujuan untuk "membantu

Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan

U shid, Pasal 29 ayat {1}
B fhid, Pasal 33
3 Ibid, Pasal 45, 46 dan 47
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serta pembinazn Hak Cipta"." Dewan Hak Cipta beranggotakan
berbagai kalangan: pemerintah, organisasi profesi dan
angpota masyarakat yang potensial untuk itu. Para anggota
Dewan Hak Cipta diangkat dan diberhentikan olch Presiden.'”

Hak Terkait -

Hak terkait adalah padanan neighboring rights atau related rights.
Hak terkait merupakan hak eksklusif yang diperuntukkan bagi pelaku
(performers), produser reckaman sware dan lembaga penyiaran
masing-masing, dalam hal pelalu untuk memberikan izin atau melarang
pihak fain "membuat, memperbanyek atau menyiarkan rekaman suara
dan/atau gambar pertunjukkannya. "™ Bagi produser rekaman
suara untuk “memberikan izin atau melarang pihak lain,
memperbanyak dan/atauv menyewakan Karya Rekaman suara atau
rekaman bunyi.”’ Sedangkan bagi lembaga penyiaran untuk
membserikan izin  atauy  melarang pihak  Iain  "membuat,
memperbanyak, dan/atas menyiarkan wulang karya siaranova
melalei transmisi dengen atau tanpa kabel, atau melali sisiem
elektromagnetik lain."**® Jangka wakiu hak terkait bagi pelaku adalah
50 tahun sejak karya pertama tersebut pertama kali dipertunjukkan,
atau dimasukkan ke media audio atau audic visual. Bagi produser
rekaman suara juga 50 tahun seiak karya tersebut selesal disiarkan,
sedangkan untuk lembaga penyiaran 20 tahun sejak karya ity pertama
kali disiarkan.'”® Berhmbung statusnya yang ekujvalen denpan hak cipta,
pasal-pasal yang relevan bagi hak cipta, dalam Undang-Undang

ini secara mutatis mutandis dinyatakan berlaku bagi hak terkait.**

¢ 1bid, Pasal 48 ayat {1)
Y% Ihid, Pasal 45 ayal (2)
5 1hid, Pasal 49 ayat (1)
BT jbid, Pasal 49 ayat (2
B fhid, Pasal 49 ayat {1}
Y% thid, Pasal 50

e thid Pasal 51
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1L, Pendaftaran Ciptaan Dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Telah diungkapkan bahwa perlindungan terhadap ciptaan dalam wujud
Hak Cipta bukan disebabkan oleh pendaftaran. Akan tetept pendafiaran
tetap dimungkinkan. Babkan dalam hal tertentu, pendaflaran diperlukan
untuk penguatan pembuktien,’ Undang-Undang teatang Pendaftaran ini
sebhagaimana yang fercatat dalam Daftar Umum Ciptaan, ferbuka untuk
umnum. ¥ Prinsip pokok {erdapajé dalam keteninan yang menyatakan bahwa
“pendaflaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti
schagai pengesahan atas isi arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang
didaftar. ™' péidanidtan dapzt dilskokan sendiri léh pencipta atau
melalui kuasanya yang adalab Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan
terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual '
&, Riaya

Beberapa ketentuan barmu dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang juga
dianut 41 semua Undang-Undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang
fain. Tekanan pengaturan adalah pada wewenang yang dimiliki
institusi penyelenggars hak kekayaan intelektual, yang dengan
persctujuan  Menteri Keuvangan dapat menggunskan scbagian dana
peperimsan vang berasal dari penyelenggaraan hak kekayaan
intelektual, misalnya biaya pendaflarag, biays tehunen dan lain-lain

" Ismeit Hutedjufy, seotang pencipta lagy Batak yang terkenal pada tahun 1942 telah
mengiptakan beberspa lapu dacrah, Suafu ketike Hutadjulu menemukan adasya scbush
album yang membuat lage daersh oleh suaty perusshgan rekaman musik fanpa menyebyt
namanys sebagai pencipfa lagu tersebut. Hotediulu menuniut perusshazs rekaman musik
tersebut &i Pengadilan Negeri Jakarts Selatan dan memecangkannys, begits jugs pada
finnkat banding di Pengadilan Tieggi Jukerts. Namun pada tingkat kasasi, Mshkamak Agung
memenangkan perusahzan rekeman atas alusan, swiam lsis bahws tanskeip logu Hutadjule
tidak lebsils duri catatan sederhans, sehingga tidsk dapat membuktikan kepemiiikan
Hutadjulu; perusshaan rekaman iy bukaenlsh perusshaan rekaman pertama yang
merckam lagu-lagyu seperti itu; das menurut Mahkamah Agung lagu-lagu its merupakan
fagu rakyat, schingga deagan demikian milik masvarakat Batak, dasn selapjsinys
perusahaan rekaman tersebut tidak dapat diangpgap melangpar hak cipta, Lihat makalah
Indonesia Australia Specialized Training Project Phase JI, INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS [ELEMENTARY] 2002. {Jakarta: Asian Law Group Pty L, 2002), hal, 368-389.

2 Ibid, Pasal 35

3 fbid, Pasal 36

% Pasgl 37 ayat {4) jo. Pasal | butic 13; Konsuftan Hak Kekayaan Inielekival ini
jugs berkiprah uniuk bidang-bidang hak kekayaan intelektsal yang fain, dengan fidsk
menpgabaikan kekhasan masing-masing sidang hak kekayaan intelektual. Sshelumnys, yang
adds istilah Konsultan Paten.
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Penerimaan ini disebut penerimaan negara bukan pajak ("PNBP"), dengan
prinsip begitu diterima wajib disetorkan langsung ke kas negara Baru
kemudian Direktorat Jenderal Hak Kekayasn Intelekiual, mengajukan
permohonan pencairan atss jumlsh berdasarkan prosentese yang telah
disetujui. Perlu dimaklumi, wewenang untuk mengelola sebagian PNBP
ini dimiliki juga oleh berbagai indansi bin'*® Ketentuan tentang biaya ini
merupakan pencerahan dalam pengelolaan sistern hak kekayaan itelekinal,
sebab  sebagaimans  ummmnya  iostansi | pemerintah,  dana
rutinfpembangunan untuk pelaksanaan sistem hal: kekayaan intelektual
sangat terbatas, padahal hak kekayaan intelektual merupakan sistem
yang terns memekar dari berbagai aspek. Yang pasti pada ers globalisasi
dewasa ini pengelola hak kekayaan inteleliual harus bersifat kompetitif
termasuk di antarg sesama anggota sekawesan seperti ASEAN. Ini
merupakan bagian dari upaya peningkatan pendafiaran hak kekayaan
intelekival vang maksimal, sejalan dengan keikutsertaan
Pemerintah Indonesia pada berbagai kesepakatan dan forum
internasional. Selain itu secara internal pelaksansan sistem hak
kekayaan intelektual harus memastikan dapainya potensi daerah
dimaksimalkan. Kunei dari semua hal tersebut adalah perlunya
kelancaran arug komunikasi dan informasi. Ditjen Hak Kekayaan
Intelektual ie¢lah  mencanangkan program otomasi sebagai
permulaan penataan sistem hak kekayaan intelekiual yang modern
dan kompetitif., DDi ‘maszs datang pendaftaran hak kekayaan
intelektual bahkan memasuki era tanpa warkat {paperiess} atan
elektronik — seperti vang sudah diterapkan di berbagai negara.'*
Semua itu berujung pada kebutuhan biaya, yang tidak hanya bisa

ditangani secara rutin. Untuk otomasi saja misalnya Ditjen Hak

! Undeng-Undang Hak Cipta Pasal 54 tentang PNBP secara umum, Hhat UU No. 20
Tahan 1997 tensang PNBP, (Lembaran Negars Tahun 1997 No. 43, Tambaban Lembaran Negara
No. 3687%; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penvetoran Penerimazan
Megara Bukan Pajak, (Lembaran Negars Tahun 1997 No. 57, Tambahan Lemburan Negars No.
3694}, divbah dengan PP No, 32 Tahun 1998, {Lembaran Negara Tahun 1988 No. 85, Tambshan
Lembaran Negara No. 3760}

"* Bahkan di dalam negeri pun sistem tanpa warkst ataw Soripless broding sudah
dibechakukan di Pasar Modal.
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Kekayaan Intelektual memanfsatkan pinjaman dart the World

k 47

Ban Di masa datang PNBP merupakan sumber pembiayaan yang

potensial, “*
P Penggunaan Pengadilan Niaga

Sistem hak kekayaan intelektual ingin mengambil manfaat
kehadiran Pengadilan Niaga, yang seperti ketahui lahir
bersamaan dengan pemberdayaan  hukum  kepailitap  di
Indonesia.'® Pengadilan Niaga meropakan bagian dari
Pengadilan Negeri. Motif utama kehadiran Pengadilan Niaga
dimaksudkan adalah untuk dapat menyelesaitkan gugatan
kepailitan secara cepal dan efisien, sebab kepaiiitan adalah
masalah yang secara teoretis sederhang. Berhubung kehadiran
kreditor sangat erat hubungannya dengan iklim investasi hak yang
periu lebih diperhatiken dari sudut hukum. Penyelesaian masalah
kepailitan akan berdampak amat besar bagi pembangunan.
Undang-Undang Hak Cipta, dan semua Undang-Undang di bidang
hak kekavaan intelektual vang lain (kecuali rahasia dagang)
merujuk  Pengadilan Wiaga sebagai sarana peayelesaian

sengketa perdata. Tetapi vang penting bukan hanya

7 penjelasan dari Ary Ardanta, Dirskier Kerjusama Ditjen HKI pada tanggel 6 Msi
2002.

M8 Masalah PNBP ini mendapat perhation sangat luss darl pars anggots. DPR dimulat
pada pembahasan RUU tentang- Desain Industri sebak pada RUU intleh masalsh PNBP pertama
kali muncul. RUL Desain Industrd boteh di katakan merupakan RIJU vang pertama dari 6 RUTU vang
mereformast lepisiagl hak kekuyaan intelektual, Di DPR dipertanyakan dari sudut substansi, apakah
tepat uang yang dihesitkan dari satm instansi Pemerintah dipergunakan lsgi oleh instansi ia.
Kemudian, kekbawstivan bahwa PNBP skan mengundang korupsi, kolusi, nepotisme ("KXN"),
Tentang yang pertama setelah diberitahu hukvm penggunaan PNBP pilsk DPR dapat menerimanya
begite juga setelah dijaniikan adanya pengawasan yang kefat Sehemamya yang perin dipahami
adalab sesuai deagan undang-undang, semua PNBP disclorkan langsung ke kas negara, tidak ada
yang ditahan. Baru kemudian dizjukan permohonan pengpunaan kepads Menteri Kevangan yang
berdasarkayn undang-undang berwenang vntuk tu. Jadi mekanismo PNBP barus memenubi
tahapan-tahapan igrsehut, Sama sckali bukan seperti perusahaan yang menerima dan
mempergunakan peaghasilan yang diterimanya, das bharu di akhir tshuns dipertangguagijawabkan
kepsda Repat Umum Pemegang Saham. Sistern PNBP dilaksanakan df beberapa instansi pemerintah.

"* Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Perpyt Nomor | Tahun 1998 yang disahkan
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penelapan Persturn Pemerinigh
Pengpaati Undang-undang Nomor | Tahun 1998 tentang Perubmhan Undang-undang fentang
Kepailitan Menjadi Undang-undang. Undang-Undang tentang kepailitan {eleb ada sejak
Hindia Belanda, vaity Het Herziene Infandsch Reglament ("HIR") 8. 1905 Ne. 217 jo §, 1906
Mo, 348, Masalah kepailitan diakiualkan sebagal akibat keisis moneter 1997,
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institusinya, sebab seperti masalah kepailitan, Pengadilan Miaga
hanya bisa bekerja berdasarkan hukum acara yang dibuat untuk
itu. Undang-Undang yang menyangkut masalah hak kekayaan
intelektual jugs menctapkan hukem acaranya  sendiri
Penggunaan Pengadilan Niaga mendapatkan perhatian yaog cukup
serius dari kalangan DPR. Persoalannya adalah apakash Pengadilan
Niaga tepat mengingat scbagian besar gugatan lebih ditujukan
pada penolakan pendaftaran, yang merupakan tindakan yang
datang dari lembaga negara yang karena itu, menurut anggota
DPR, lebih tepat ditangani olch Pengadilan Tata Usaba Negara
{("PTUN"). Persoslan ini menyebabkan DPR meminta agar Pemerintah
niengkonfirmasikan lagi hal dimaksnd kepada instansi yang kompeten,
dan hal itu tslah dilakukan oleh Pemerintah ™ Secars praktis
penggunaan Pengadilan Nisga untuk penyelespian gugatan perdata di
bidang hak kekayaan intelektual “membantu” eksistensi pengadilan ffu
Sebab dari lima pengadilan niaga yang ada saat ini®’ hanya Pengaditan
Niaga Jakarts Pusat vang baru berperan secara menonjol. Ketentuan tentang
Pengadilan Niaga ini sccara mutatis mutandis berlaku bagi bidang-
bidang hak kekayaan intelektual yang lain, kecuali rabasia dagang,

Batas Waktu Penyelesatan Perkara Perdata

Penyelesatan perkars yang cepat sangat diperlukan. Hal ind berkaitan dengan
terbatasnya mass perlindungan bagi hak kekaysan intelektual. Itulah
sehabnya beberapa upays felsh dilakukan untuk menyelesaikan perkara
secara cepal. Dalam Undang-Undang ini satara Rin distur bahwa gugatan
waiib diputus dalam tengpang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan

1% pihak Pemerintah telah mengadakan audiensi sebanyak 2 kali ke Mahkamah Agung,

yaitu tanggal 24 Mei 2002 dan tanggal 27 Mei 2002, masing-masing bertemy dengan Wakil
Ketua MA E, Lotolong, Laica Marzuki dan Abdol Rahman Saleh, Dari kedua pertemuan itu, pihak
MA mendukung ide penggunaan Pengadilan Niaga bukan PTUN, atas dasar kepentingan perlunya
penyeleszian perkara, satu hal yang mutlak disyaratkan dalam transaksi yang bherkaitan dengan
kepentingan ekonomi. Tulah sehabnyn dafam hulcsm zcars tentang penggunaan Pengadilan Nisga its,
ditelapkan juga Batas waktu penyelosatan porkara.

3 Lihat Keppres No, 97 Tshun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada

Pengadilan Negeri LHung Pandeng, Pengadilan Negeri Medan, Pongadilan Neger] Surebaya,
dan Penpadilan Negeri Semarang
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didaftarkan di pengadilan niaga yang bersangkutan ™ Kemudian perkara
hak kekayaan inteleltual tidak dapat dibanding tetapi langsung dikasasi'™
dan putusan kasasi harus dijatubkan dalam waktu paling lama 90 hari
setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.'™ Ketentuan
seperti diuralkan int fuga terdapat dalam Undang-Undang Hak Kekayaan
Intelektual yang lain, kecuali rabasia dagang,
r. Pidana Dan Dends Minima! ~

Salah satu vang membedakan Undang-Undang Hak Cipta ini dari Undang-
Undang bidang Hak Kekayasn Intelekiusl vang lain adalgh diafurnya
mengenal anceman pidana dan denda minimal delem  hal
terjadinya pelanggaran terhadap pesal-pasal tertentu. Dalam  hal
terjadinya perbanyakan atau pengumuman karya cipta atau hak terkait tanpa
izin, si pelaku dihukum "paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling
sedikit Rp. 1.000.000 (sabix futa Rupishy™®® Pidana minimal sangat jarang
dianut dalam Undang-Undang ini'*® Di DPR muncul diskusi yang hangat
tentang pidana minimal, Dengan pidana minimal dimaksodkan agar pelaku
kejahatan atau pelanggar Hok Kekayaan Intelektual tidak akan bisa bebas
begitu saja tanpa kena sanksi. Apafagi selama ini tunfutan pidana mengenai
hak cipta kerap berakhir dengan masa percobasn, Sebaliknya oponen
hukuman minimal mehbat pengaturan demikian sebagai pengurangan asas
kebebasan hak kekayaan intelektual. Akhirnya tercanai kompromi untuk
menerapkan pidana minimal hanya bagi pelanggaran hak cipta pada pasal
2 ayat (1) dan hak terkait pada pasal 49 ayat (1) dan (2). Dengan demikian,

2 thid, Pasal 59

> ibid, Passl 62

13 Ihid, Pasal 64 ayat {3)

¥ Undang-Undang Hak Cipta Pasal 72 ayat | berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja
shart tanpa hak melakukan perbuaian sehagaimana dimaksed datam Pasal 2 ayat {1} atou Pasal 49
ayat (1) dan gyat (2) dipidona dengen pidana penjara masingmasing pafing singkat 1 satw)
bulan dav/aray denda paling sedikly Rp 1.000.000,00 (satu futa rupiahy, atau pidena perjora paling
loma 7 fujuh) tabur dmvatau dends paling banyak Rp 5.908.060.606,00 (lima miliar rupiah).”

M Undang-undang yang memuat ketentuan pidana minimal ferscbut adalah: Undang-
Undang Nomer 5 Tehus 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Megara Tahus 1997 Ne. 10,
Tambahan Lembaran Nepara No. 3671 UU No. 22 Talus 1957 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Tehun 1997 Ro. 67, Tambahan Lembaran Negara N, 3698) dan UL} No. 26 Tahun 20660

tentang Pengadilan Huk Asasi Manusia. (Lembarse Negara Tahun 2000 No. 208, Tambahan
Lembaran Negars No. 4078}
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para pengusaba kald lima atau séjenisnya gkan bisa terhindar dan ancaman
pidana fersebut.
8. Delik Biass (Bukan Delik Aduan)

Dari 7 (tujuh) bidang hak kekayaan intelekival, Hak Cipta memiliki
kedudukan khusus. Seperti tampak dalam pembabasan berikut, kejabatan
terhadap bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang lain diklasifikasikan
scbagai kejahatan atan delik aduan, pads Hak Cipta tetap delik biasa Ini
ditandai dengan tidak adanys ketenmtuan tentang sifat delik termaksued
Alasan diperiahankannya status deiik biasa pada hak cipta disebabkan
beherapa karakter khusus Hsk Cipta, antara lain 1) Bek Cipta Ishir bukan
karena pendaftaran; 2} Karya cipta yang dilindungi, apalagi berkat perkem-
bangan teknologi mutakbir, sangat remtan untuk dibajak; 3) keinginan para
pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran terhadap hak cipta di bukum
seherat bcratn}%i 37

2.2  Konvensi-Konvensi Internasional di Bidang Hak Cipta

Pengaturan Internasional tentang hak cipta dapat dilakukan beradasarkan
perjanjlan bilateral atau berdasarkan perjanjian multilateral. Dalam bidang hak
cipta pengaturannya secara khusus terdapat pada beberapa perjanjian internagional
utama tentang hak cipta, meliputi:

221 Agreement kEstablishing World Trade Organization yang
mencakup agreement on Trade Realted Aspects af Intellectual
property rights (FRIPs)

Dalam deklarasi tingkat Menteri pada Putaran Uruguay tanggal 20

September 1986, disepaxati memasukkan bidang Hak Kekayaan

Intelekiual kedalam rangka perdagangan Intcrnasional, sebagai usaha

unfuk menghentikan pembajakan dan penyelundupan barang-barang palsu

atau timan. Seielah melalul beberspa kali perundingan, akhirnya

7 Penyanyi dan pencipta lage kenamaan Titiek Puspa misalnya menyatakan agar
pelanggar hak cipta dibukum mati, sementara para peserta rapat yang lain menyampaikan
pandangan lain seperti pembuktian terbalik dan scbagainya yang intinya menunjukkan
keprihatinan yang dalam skan perlunya upaya halis-habisan untuk memberantas para pembajak;
disariken dari rapat dengar pendagat umum ("RDPU™ Komisi 1 DPR dengan para seniman, artis
serta profesional berbagai bidang, antara 1zic pakar teknolugi informasi tangeal 21 Me: 2062,
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disepakati Perjanjian WTO/TRIPs di Marrakesh Maroko pada tanggal 15
April 1994 yang telash menentukan kerangka kelembagaan tetap untuk
mengatur dan menanpani mekanisme hubungan perdagangan diantara
anggota. Persetujuan ini dilampirkan sebagai lampiran C {(dnnex C) pada
persetujuan akhir tersebut.”® Perjanjian TRIP’s dimasukan ke dalam salah
satn bagian pokok dan WTQ adalah atas kesepakatan negara anggota yang
bertekad untuk mengurangi distorsi dan hambatar-hambatan dalam
perdagangan internasional, memperhitungkan pertunya mendukung dan
mengupayakan perlindungan HKI yapg efektif dar memadai ualuk
menjamin bahwa upaya-upaya tidak dengan sendirinya menjadi hambatan
dalam perdagangan yang sah.

Dalam rangks mewujudkan makna terschut di atas, para angota
WTO menyadari perfu adanya berbagai aturan seria sistem hukum, yang
antara Iain mengatur:

a. Penyelengparaan standar dan prinsip-prinsip yang memadai
mengenai keberadaan, lingkup, serta penggunaan HXI yang terkait
dalam kegiatan perdagangan;

b.  Penvelenggaraan tata cara ofektif serta sesuai untuk melindungi HKJ
yang terkait dalam kegiatan perdapangan, depgan memperhatikan
perbedaan sistern hukum nasional yang ada di antara negara-negara
anggots WTO;

c. Penyelenggaraan yang efektif serta singkat umtuk pencegahan dan
penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota, dan lain-lain,
Dengan demikian, Perjanjian TRIPs berisi aturan-aturan umurm dan

prinsip-prinsip fundamental dengan memperhatikan, antara lain hak cipta

dan hak-hak terkalt, merk dagang, desain indusiri dan paten, juga berisi
aturan pelaksanaan. Hak kekayaan Intelekinal. Sepanjang untuk penegakan
hukumnya telah dibuat  ketentuan-ketentuan Intermasional  unfuk

B8 RessiWasserman, Trade Related Aspects of Iueflectunl Property Righis A

Negotinting History, Washington, 1993, hlm. 22, bandingkan dengan Jayashree Watal, Inelectual
Property Rights In The WG And Develaping Countries{ the hague/London/Basten :Kluwer Iy
international, 2661, hal.\. bandingkan deagan Carles Correa, Integraring Public Health Concerns
o Patent Legislation Countries, South Centre 2060, tim, 2-3. Dalam Mamy BEmmy Mustaly,
Prinsip-Prinsip Berocara dolam Penegokan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengen Trips-
Wit (Randung: FT Alumni, 2007), hal. 189
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melindungt hak-hak ini. Perjanjian TRIPs sendiri merupakan kumpulan
tanggapan beberapa pihak yang berunding stas peningkatan pengimporan
kekayaan intelektval dalam perdagangan. Ketika Teks Dunkel pertama
kali dibuat (1991}, usulan dari standar TRIPs adalah sebagai adi karya dari
konsensus Internasional dalam memberikan perlindungan atas kekayaan
infeleldual pada sast fu. Pada seat ifu terdapat beberaps area yang
memeriukan diskust dan delam agenda lebih lanjut, sebagai contoh,
masalah-masalah dalam agenda mengenai ruang lingkup dari invensi paten
bioteknologi, ruang hngkup yang penuh untuk perlindungan untek indikasi
gebgra.ﬁs dan hubungannys berbagai isu-isu hukum Jainnya, terdapat juga
beberapa  pertanyaan penting seperti bagaimana  kepentingan-
kepentingannya dulam kerangka umum dari sistem kekayaan intelekrual.
Akan tetapi, ares-aréa yang memerlukan pepgembangan lebih lanjut
tersebut tidak hisa mengaburkan fakis bahwa perjanjian TRIPs mewakili
hasil konsensus luas sebagal ruang lingkup dan mekanisme vang paling
cocok untuk perlindungan atas kekayaan intelektual untuk dapat
menyesuaikan dengan iklim perdagangan dan investasi di tabun 1990-
an. 1%

Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma dan standard dan dalam
beberapa hal mendasarkan dari pada prinsip “full complionce” tehadap
konvensi-konvensi HRI vang telah ada dan menggumkannya sebagai
basis minimal. Karena, keterkaitan TRIPs vang erat dengan perdegengan
Internasional. TRIPs memuat dan sangst menckankan mengena
mekanisme penegakkan hokum vang dikaitkan dengan kemungkinan
melakukan tindakan pembalasan atau cross-refafion oleh suatu negara
yang merasa dirugikan terhadap negara lain. Apabila negara tidak
melindungi secara efeklif Hak Kekayaan Intelektual milik warga negara-
negara anggota TRIPs wanp lain, baik dalam pengaturan maupun
penegakkan hukumaya. TRIPs memberi hak kepada negara yang merasa

% Antony Taubman (Dircktue, enit WTO HEY Departemen Luar Neperi dan

Perdagangan Ausiralia, Canberrs, frplementasi TRIPs di Australie ; Pandangan Prakis Later
Belakang (no English versionj, hntellevival Property Rights {Advanced;, hirs, 43, Dalam Mamy
Emmy Mustafa, Prinsin-Prinsip Berecara dolom Penegakan Hubkum Poaten df Indonesia dikaitkan
dengan Trips-WTC (Bandung: PT Alumni, 20073, hal. 110-1[1,
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dirugikan  untuk mengambil tindakan balasan isalnya dengan

menghambat impor komoditi dengan cara-cara pengurangan kuota,

peniapan GSP (Generalized System of preferences) pengenaan tarif yang
lebih tinggi dan lain-lain.

Dari deprestif global, tampaknya proses barmonisasi yang
diprakarsai oleh Konvensasi Kekayaan Industrial Paris telah mencapaf titik
kumulatif dengan diadopsinya persetujuan TRIPs dalam kerangka WTO.

Dalam rangke mengurangi gangguan dan hambatan terhadsp
perdagangan Internssional” dengan memperhatikan kebutuhan untuk
meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI, dan
untuk menjamin bahwa prosedur serta langkate-lanpkab penegakan huknm
HKI il sendiri tidak menjadi hambatan terbadap perdagangan yang bebas
dan untuk mewayudkan maksud di atas, diperlukan adanya berbagai aturan
bary mengenat:

a.  Penerapan prinsip-prinsip dasar dari Persetujuan Umum Tentang
Tarif dan Perdagangan 1994 berikut berbagai Persetujuan dan
Konvensi Intemnasional yang relevan di bidang HKI,

b. Penyelenpparsan standard dan  prinsip-prinsip vang memada
mengenai keberadaan, hngkup serfa penggunaan HEI yang terkait
dalam kegiatan perdangan;

¢. Penyelenggaraan tata cara yang efekiif serta sesuai untuk melindongi
HKI yanp terkait dengan kegiatan perdagangan, dengan
memperhatikan perbedaan sistem hukum nagional yang ads;

d.  Penyelenggarasn  prosedur vang efeltif serta  singkat  uniuk
pencegahan dan penyelessian sengketa antar pemerintah, dan

e.  Kerangka peralthan untuk memastikan keikutsertasn secara panuh
dalam persetujuan yang dicapai sebapal hastl perundingaoe—

perundingan.'®

' Indonesin Anstratia Specialised Training Project Phase 1, Material Prepared Solely

Sor use by IASTP Indonesia JPR, Asian Law Group Ply Ltd,, Tangemag, 22 Novembier-10
Uresemnbey 1995, hlm, §5.86; Bace UNCTADWJCTD Froject on IPR and Sustainable Deyelopmant,
Resource ont TRIP's and Developmers, UNCTD-ICTSD, Cambridge Univercity Press, 2005,
him.67. Dahym Marmny Emsmy Mustala, Prinsip-prinsip Berooara dafam Penegakon Hukum Faten
df Indonesio dikaitkon dengon Trips-WT0 (Bandung: FT Alumand, 2007), him. 112.113
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Selain berbagal aturan baru seperti diuraikan di atas, perlu juga
diterapkan dalam peundang-undangan vang dicapai dengan nasional
negara peserta beberapa prinsip, yait

National Treatmewt Princple, mewajibkan setiap negara angpota
harus dari negara memberikan perlakuan yvang sama terhadap warga
negara dari negara anggota lainnya tidak kurang dari spabila perlabuan
tersebut diberikant kepada warga negaranya sendiri dalam kaitannya
dengan perlindungan atas kekayaan intelekiual, sehagaimana diatur dalam
konvensi Paris (1987), Konvensi Bern (1971), Konvensi Roma tentang tata
letak sirkuit terpacd.'®! Dengan kata lain, prinsip non-discrimination bharus
diperlakukan oleh negara-negara anggota terhadap partner dagang asing
secara sama {egual freatment) scperti perlakukan terhadap warga
negaranya sendicl. Prinsip nationgl treatpient lain adalah barang-barang
impor harus diperlakukan sama dengan barang-barang vang diproduksi
secara lokal pada saat memasuki pasar. Transpoarency and predictability,
diperlukan agar bisa menstimulaxi pasar bebag, lingkungan bisnis
sebaiknya stabil dan dapat diprediksi, peraturan peleksansan mengenail hal
tersebut harns jelas dan terbuka untuk masyarakat,

Mosi-favored nation clause méropakan suatu prinsip yang jika
dikaitkan dengan perlindungan stas kekayaan intelekiual, wengandung arti
babwa segala keuntungan, kemudaban, atau keistimewaan atau hak-hak
istimewa (privilege) kekebalan yang diberikan oleh negars angpota kepada
warganya harus juga diberikan Kepada warga negara sendiri secara segera
dan tanpa syarat kepade warga negara sendiri dan warga negara, negara
anggota TRIPs lamnya. /6

WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia yang terbentuk pada tahun
1995, didelamnya tedapat perjanjian TRIP’s (Trade Keloied Aspects of

U bid, Marny Emmy Musiafa him, 113

2 The most favoured freatment adatah sebuah prinsip yang berlum pernah distur dalam
perjaniian internasions! tentang periindungan HKJL Perjaniian TRIPs merupakan perjanjion
internasional pertama yang mengatur fentang pringip ind, Pasal 4.1 TRIPs Agrement; Baca
ONCFADICTSE) Project on IPR and Sustoinable Development, Resowrce Book on TRIP s and
Developmeni, UNTTAD-ICTSD, Cambridge University Press, 2005.0p.c#, b 88, Dalam Marmy
Emmy Mustafa, Prinsip-prinsip Beracare dalom Peregokan Hukwm Paten di Indongsia dikaitkan
dangan Trips-WT0 {Bandung: PT Alumai, 2007}, him 114,
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Intellectual  FProperty Rights) yaitu perjanjian yang mengantar
pergabungan hukum HKI dengen aturan-aturan yang didasarkan pada
perdagangan. Walaupun WIPO dan WTO berbeda secara hukum, namun
keduvanya telah terikat secars formal dalam pedanjian kerjasama yang
ditandatangani pada tshun 19935, Mengenai Hak dan Kewaiiban Indonesia
sebagal anggota WIPO serta pedianiian internasional yang diselenggarakan
oleh WiPQ, terpisah dari hak dan kewaiiban Indopesia sebagai angota
WTO, 16

Perjanjlan TRIP: yang dibentek didalam WTO mewajibkan seluruh
angpotanya yang telah menandatangani konvensi Paris dan Konvensi
Bern, untuk menerapkan aturan-aturan hukum yang ferdapat didalamnya
ke dalam peraturan-peraturan di negaranya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tashun 1994 tentang
pengesahan agreement Estabilishing The World Trade Organization
(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Koovensi ini
berpengaruh besar ferhadap sistem Hukum Nasional pada wmumnya
termasak Indonesia dan hukum hak cipta pada khususaya,

Persetujuan Pembentukan WTO terdiri dari Pasal 1 sampai dengan
Pasal XVI, dan lampiran-lampiran (Anaexes) 1A, 1B, 1C, 2 dan 3. Dalam
lampiran 1A ditetapkan babwa General Agrement On Tarriffs and Trade
1994 (GATT 1994 berbeda dari GATT 1947) yang dilampirkan pada final
Act scbagaimana berkali-kali telah diralat, ditambah atau diubah.

Pada tanggal 1 Jaruari 1995, mulai berlaku persetujuan tentang
WTO, sesuai denpan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para
menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko. Perundingan-perundingan para
menteri luar negeri di Marrakesh, Maroko adalah salah satu perundingen
dalam kerangka-kerangka perundingan perdagangan nmultilateral putaran
Uroguay. Sepertl telah kita ketahui, Puieran Uruguay adalah putaran
kedelapan dalam sejarabh GATT) yang menyelenggarakan dilakukan di
berbagai negara.

V63 Ihid, him. $5-56.
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Perjanjian pembentukan WTO terdiri dari satu naskah Induk berisi
XVI pasal disertai empat Lampiran (Annex) yang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari npaskah induk. Karena digunakannya prinsip
kesesuaian penuh atan full compliance sebagai syarat minimal bagi para
pesertanya. Ini berarti pegara-negara peserta Persctujuan WTO dengan
lampiran-lampirannya, TRIPs termasuk didalemnys, wajib menyesuaikan
peraturan perundang-undangan nasionpalnya mengenai HKI sccara penuh
berdasarkan Perjanjian WTO. Lampiran-lampiran dimaksud adalah:
a.  Annex 1, vang terdiri dari;'**
" Amex 1A Multilateral Agreement on Trade in Goods.

Annex 1B (leneral Agreement an trade in Service and Annex

Annex 1C Agrement on Trade-Related Aspects of in tellectual

Annex

b.  Annex 2 Understanding on Rules and Procedwre Governing the

Settiement of Disputes
¢.  Annsx 3 Trade Policy Receview Mechanism

Annex 4 Phurilateral Trade Agremenis

Dengan pengesahan atas persetujuan WTO ini, Indonesia telah
mememthi kesepakatan yang tercantum dalam Final At Embodying the
Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negariation butir tiga,
dengan melakukan ratifikasi pada tanggal 2 Desember 1994, Sejak tanggal
itu secara resmi Indonesia telah menjadi anggota WIO.'®

Dalam rangka membahas implikasi keikuisertean Indonesia pada
WTO khosusnya dibidang hak oipta yang diatur dalam lampiran IC:
TRIPs, adalah perlu diintergrasikannya ke dalam Undang-Undang Hak
Cipta Indonesia teberapa ciri pokok dan unsur-unsur yang dimuat dalam
TRIPs.

4 Opcit, Fddy Damian, him. 34,

" Bunyl ketentusn butir tiga adaleb sebagal berfkut: The representatives agree on the
desirability of accepionce of the WTO Agreement by bl porticiponts in the Uruguay Round of
Multinteral Trade Negotativng (hereingfter referred lo gy “portivipanis™} with a view fo iy eniry
inta farce by § Joamary 1995, or as early as pessibfe thereafier. Not later than late 1994, Ministers
WilF meet, in accordance with the fineld paragraph of He Punta del Este Ministerial Declaration, lo
devide on the infernational implementation of the resules, inciuding the fiming of their entry Jorce.
Dalam Eddy Damian, Thid, him. 84,
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Ciri-ciri pokok persetujnan TRIPs pada dasarnya berpola pada tiga hal:

a. TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang
berbeda dari persetujuan-persetujuan perdagangan internasional lain,
terutama perjanjian-perjunjian dibidang perdagangan barang (frade
in goods), yang lebih banyak berpola pada aspek-aspek konkrit
seperti askses pasar dan tariff

b, Scbagai persyaratan minimal TRIPs menetapkan sebagai salah satu
sirinya, yaito full compliance terhadap beberape perjaniian
internasional di bidang HKL

¢, TRIPs memuat ketenfusn-ketentusn mengenai penegakan hukum
vang ketat berikut mekanisme penyelesaian sepgketa vang diberi
sarana berups hak bagi negara yang dirugikan uatuk mengambil
tindakan-tindakan balasan di bidang perdangana secara stlang (cross-
z‘eiarz’on)}%

selain ketiga ciri-ciri diatas, ada juga tiga unsure yang terkandung dalam

‘TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-nepara vang dimaksud unfuk

menyesuaikan perumdang-undangan nasionainya di bidang HAKI.

Ketiga unsur dimaksud adaiah; 1} unsur yang berupa norma-norma baru:

2) uasur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi, 3) unsur vang

berupa penegakan hukum yang ketat.

Di bidang hak cipta vang dapat dikategorikan sebagai unsur vang
berupa porma-norma baru, dapat disebutkan sebagai contoh adalah

% Sebagai conteh cross retalioion Marceaw etal, op cit., hlm. 23 mengutip sebagian

Pasal 22 yang mengatur saizh sat tindakas balasan yang dapat dilakukan suatu negara terthadap

Negara Iain dulam bentuk ganti rugl {comgpentation) dan penanpguhan konsensi (suspension of

concenssions), sshagat berikut:

In considaring what concension or oiher obligations 1o suspend, the complaining party shall apply

the following principles and procedures:

fa) The gemeral principles Is thalr the compiaining party showld first seek to suspends
concessions or ather obligations with respect 1o the sume sector(s) os that in wich the poret
or appelinte baday has found a violaiion or other muiltification or impairment;

fhy If that poarty censider that it is not practicable or gffeciive to suspemd concesions or aother
obligations with respect 1 the same sectorfs}, it may seek to suspend concensions or other
sector uhder the same agresment;

(e} I that party vonsiders that it is nor parciicible or gffective 10 suspend concenssions or other
oifigations with respect fo other sectors under the same agreemest, and lhot e
circumstonces are serions enough, it may seek to suspend concensions or other sector wunder
anather covered agreenisnt

Bace Juga terjemahan oleh Badan Urusan Logistik, Persetujuan Akhir Putaran Uruguay, hilm, 467.

Dalam Eddy Damian, Ibid, hal. 88,
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perlindungan pengaturan perlindungan hukum terhadap mereka yang
digolongkan sebagai pelaku (performers), produser rekaman, suara
(preducers of phonogram), dan badan-badan penyiaran (broadeasier).
Selain itu juga ada pengaturan fentang hak rental (ertal right). Mengenai
standar yang lebih tinggi, seperti jangka waktu perlindungan hukum
beberapa ciptaan di bidang hak cipta menjadi 50 tahun, bukannya 25
tahun, ]

Mengenai unsur penegakan hukum yvang lebih ketat oleh TRIPs
diintrodusir suatu sistem penegakan bukum, seperti diatur dalam Bab 111
Persetujuan TRIPs yang berjudul penegakan HK1. Bab ini terdiri dari 21
pasal, tersusun dalam S bagian. Dari sckian banyak pasal tentsng
penegekkan HKI, vang terpenting adalah ketentuanketentuan vang
ditetapkan dalam bagian Keempat: Pasal 51 sampai dengan dengan Pasal
60, vang mengatur syarat-syarat khusus mengenai findakan-tindakan di
Tapal Batas Negara (special Requirements Related to Border Measure).

Untuk menielaskan sedikit penegakan hukum diambil sebagai eontoh
tentang pengaturannya menurut Pasal 51.

Negara-negara  peseria  perjanjian, sesual dengan  ketentuan-
ketentuan diuraikan di bawah mi, menetapkan prosedur-prosedur
yang memungkinkan pemegang hak yang mempunyai bukti-bukti
yang kuat untuk menduga sdanya impor barang-barang bermerek
palsu atau barang-barang pembajakan hak cipta, untuk mengajukan
permohonan secam tertulis kepada oforitas yang menanggubkan
pengeluaran dari pelabuban oleh bea cukai barang-barang impor
tersebut,

Contoh konkritaya adalah sehagai berikut: Pemegang Hak Cipta
suatu buku adalah penerbit A di negara B. Penerbit A dapat
mengajukan permohonan terfulis kepada Pengadilan di negara C
unfuk menambah buku-buku Impoer oleh Pejabat Bea Cukai di
pelabuhan negara C. Hal ini dapat dilakukan apabila penerbit A
mempunyal bukts-bukti yang kuat sebagai dasar untuk menduga
adanya impor buku-buku bajakan yang berasal dari seorang
eksportir di negara D yang mengekapor ke nepara C,

Sebagai bahasan lain tentang TRIPs periu diuraikan tentang jadwal
penerapan persetujuan TRIPs di negara-negara anggota pesertanya.
Ditentukan bahwa persetujuan WTO mulal berlaku efektif 1 Januari 1995
vang lalu. MNamun, bagi negara-negara berkembang seperti negara
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Indonesia berlaku suatu ketentuan masa peralihan seperti diatur dalam
Pasal 65 ayat 1, dan 2, Persetujuan TRIPs. Terhadap persetujuan
pembentukan WTQ yang telsh berlaku semenjak 1 Jamuari 1995,
Kounsekuensi logisnya bagi Indonesia, Persetujuan WTO beserta lampiran-
lampirannya termasuk TRIPs, baru skan beriaku penuh 1 Januvari 2000
mendatang.

Sebagai konsckuensi ikut sertanya Indonesia pada perjanjian WTO
yang memuat lampiran IC: Persetujuan TRiPs, menimbuikan kebutuban
untuk menyempurnakan dan mengubah sekall lagi, beberapa peraturan
perundang-undangan bidang Hak Cipta yaite UUHC 1987 owrlalui
perundang-undangan barg berkenaan dengan beberapa oiri pokok dan
unsur-unsur yang dimaksud dalam persetujuan TRIPs.

Bentuknysa berupa;

a.  Memberlakukan Xonvensi Bern 1971 yang berlaku bagi Indonesia

b, Mencabut ketentuan-ketemtuan Hak Cipta vang tidak sesuai dan
menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-kefentuan
persetujuan TRIPs;

¢. Menetapkan penambahan ciptaan-ciptaan  yang diatur  dalam
persetujvan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan

Hak Cipta.

Usntuk merealisasi tiga pokok fersebut di atas, perfu ada suatu
pembaharuan perundang-undangan Hak Cipta yang telah berlaku dengan
cara mengubah UUHC 1987 sebagai dasar minimal. Pembaharuan-
pembabaruan  terhadap UUHC perdu  sepera direalisasi megingat
persetujuan TRIPS terhadap para negara pesertanya menggunakan prinsip
kesesugian peouh (il compliance} sebagal syarat minimal bagi
pesertanya.

Karena itu, yang berkensan dengan Konveosi Bern 1971, Indonesia
mau tidak mau wajib mematnhi ketenfuan-ketentuan pasal 1-21 Konvensi
Bern 1971 beserta lampiran-lampirannya, sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal & Persetujuan TRIPs.
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Peserta-peserta perjanjian wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 Konvensi Bem
{1971) berikut lampiranoya. Peserfa-peserta perjanjtan  tidak
mempunyal hek maupun kewsjiban yang diperoleh berdasarkan

. persetujuan  ini sepanjang mengenal hak-hak yang diperoleh

berdasarkan Pssal 6 &is dari Konvensi tersebut atau hak-hsk yang
timbul daripadanya.

Perlindungan terhadap hak cipts meliputi bentuk-bentuk perwujudan
dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep-konsep
selenisnya.

Seperti diketahut pada tghan 1958, Indonesia secara resmi

menghentikan berlakunya Konvensi Bern 1986, karena adanya perbedaan
di bidang kualifikasi ciptaan jangka waktu perlindungannya.

Dalam UUHC 1987 scbenernya perbedaareperbedasn fiu {elah

dieliminasi schingga ketentvan-ketentuan Konvensi Bern 1971 telah
diskomodasi. Dengan demikian, bagi Indonesta sudah tidak suilit iagi
untuk menyertal Konvensi Bern 1971 beseria lampiran-lampirannys.

Dengan menjadi peserta pada Konvensi ind, keberadsan perjanfian-

perjaniian bilateral dengsn negara-negara yang mengadakannya dengan
Indonesia menjadi berakhir. Perjanjian bilateral dimsksud diatas adalah

perjanjian bilateral dengan:*®’

a.

Amerika Serikat, yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden
Nomer 25 Tahun 1989 Mei 1989,

Ausiralia, yang lelah diartifikasi desgan keputusan Presiden Nomor
38 Tabun 1993, tanggal 15 Mei 1993.

Inggris, yang telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 56
tahun 1994, tanggal 28 Juli 1994.

Europegan Coronmnity/ES, vang telah diratifikasi dengan Presiden
Nornor 17 Tahun 1988, tanggal 27 Mei 1998. Persetuivan dengan EC

hanya terbatas bagi perlindungan seund recording.

" Opeit, Eddy Damian, hal, 93-94
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Ketentuan-ketentuan program komputer sebagaimana ielah mendapat
tempat pengaturannya dalam UUHC 1987 merupakan ketentusn yang
perlu dicabut dan diganti karena tidak seseal dengan ketentuan dalam
persetuiuan TRIPs yang menetapkan dalam Pasal 10:

a. Program komputer, baik yang masih berbentuk rumusan awal
ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sehagai
karya tulisan berdasarkan Konvensi Bern (1971}

b. Kompilasi data atzu materi lain, baik yang dapat dibaca dengan
mesin  atan beptuk lain yang berdasatkan cara seleksi sfan
penyusupan isinya merupakan karya intelektual mendapatkan
perlindungan sebagaimena mestinya. Perlindungan dimaksud, vang
tidak meliputi data-data itu sendiri, tidak mengurangi aspek hak cipta
atas data materi itu sendiri,

Adanya ketentuan Pasal 10 ini, dengan sendirinya ketentuan UUHC
tentang program komputer yang memberikan masa perlindungan hanya
berlaku 25 tahun, perlu discsuaikan, Menurut persetujuan TRIPs program
komputer sebagai fiferary works harus berlangsung selamsa 50 tahun.

Selain ULTHC 1987 barus menyesuaikan pengaturan tentang program
komputer, yang juga harus dilakmkan ferhadap UUHC 1987 adalah
menyernpurnakannya dengan pengsturan barn perihal hak pesyewaan
{Rental Right) seperti diatur dalam persetujuan TRIPs Pasal 11:

Paling hurang dolam kaitmmya dengan progrom kompter alau
karva stnematografl, suatu  negarg peseria  perjunjian  wafib
memberikan kepada pencipia dan pemegang hak cipta lain yang
berhak untuk memberikan Izin atau melarang pervewaagn secara
komersial kepada masyaraka: atas koryanmya hak cipta yang asii
maupun  salinannya. Separjany mengesxi karya sivematografi,
negara anggota dikecualikan dari kewgjiban ini kecuali apebila
penvewaan tersebut dimaksudkem wntuk memperbanyak dalam
jumlah besar atus karya yang bersanghutan sehingga merugikan hak
eksklusif pencipta wituk memperbanyak yang diberikan negara
peserta perjanjian kepads pencipta atau pemegung hak cipta
Sepanjang mengenat program komputer, kewajiban ini tidak berlfaku
terhodap penyewaan yang tidak berkaitan dengan esensi objek
program kompuler yang disewakan.
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Dengan ketentuan ini untuk ciptaan-ciptaan program komputer dan
sinematografi, ditentukan adanya hak penyewssn (Rewial Righi) yang
diberikan kepada penmcipta dan pemegang hak ciptanya afas kegiatan
penyewaar ciptaan-ciptaan program komputer dan sinematografl Ini
berarti, terhadap usaha penyewaan program komputer dan sinematografi
{misalnya penyewsaan video kaset film}, pencipta atan pemegang hak cipta
atas ciptaan-ciptaan ini berhak atas bagien gangjmsﬁazz yang dipercleh
perusahazn  rental, darl wvsaha penyewsaan yang dilakukan secara
komersial, '** '

Selain rental right yang belum diatur oleh UUMC 1987, vang i)criu
juga digtur dengan menyempurnakan UUHC 1987 adalah mengenal hak-
hak yang berkaitan dalam persetujuan TRIPs Pasal 14;

a. Sebubungan dengan pembuatan (fixation) suatu permnjukan,
dimungkinkan bagi pelaku pertunjukan uniuk mencegah pembuatan
pertunjukan mereka dan diperbanyaknva pertunjukkan tersebut.
Pelaku pertunjukan pula untuk mencegah disiarkannva serta
dinmumkannya kepada masyarakat pertunjukkan mereka.

b. Produser rekaman juga mempunyai hak untuk memberikan izin atau
melarang diperbanyaknya secara langsong atau tidak langsung hasil
rekamannya.,

¢.  Lembaga-lembaga penviaran mempunyai hak untuk melarang
dilakukannya perbuatan-perbuatan berikut ini, bila dilakukannya
perbuatan-perbuatan berikut ini, bila dilakukan tanpa izin; membuat,
memperbanyak dan menyiarkan  ulang karya siarannya kepada
masyaraket melolui siaran televist.

Dalam hal ini negara fidak memberikan hak-hek yang demikian
kepada lembaga-lembaga penyiaran, nepgara-ncgera anggota akan
memberikan kepada pemegang Hak Cipta Siaran dengan kemungkinan
untuk  mencegah dilakokannya perbvatan-perbuatan  diatas, dengan
memperchatikan ketentvan-ketentuan Konvensi Bern {1971).

'€t Thid, Bddy Damian, hal. 95,
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Dengan latar belakang materi-materi 4i bidang hak cipta dalam
persetujnan TRIPs, vaitu mengenai pemberlakoan Konvensi Bern (1971)
Pasal 1~21 beserta lamipirannya : perlindungan program komputer selama
50 tahun ; hak penyewaan bagi karya sinematograli/film, video film, dan
kewajiban untuk member! perlindungan kepada para pelaku produser
rekaman suara, dan Jembaga-lembaga siaran oleh Pemerintah Indonesia
dipandang perlu untuk meogubah UUHC 1987 dengan perundang-urndang

yang disesuatkan dengan Persetujuan TRIPs di bidang hek cipta,’®®

2.2.2 Berne Convention for ihe Protection for Artistic and literary

works

Terdapat sepuluh negara-negara peserta asli (origina! members)
dan tujub negara (Denmark, Japan, Luxembuwrg, Monaco, Montenegro,
Swedert) yang memadi peserta dongan cara aksesi menandatangani naskah
ash konvensi Bern, Di dalam Mukadimah naskah ashi Konvensasi Been,
para kepala negara pada waktu v menyatakan bahwa yang
melatarbelakanginys Konvenasi ini adalab: “... being equally animated
by the desire to protect, in az authors in their literary and artistic works.”
Konvensi Bern 1886, pada garis besarnya menuntut tiga pringip dasar,
berupa  sekumpulan  ketentuan yang mengatur  standar  minimum
perlindungan hukum (pinirum standard af protection) vang diberikan
kepada pencipta dan juga memuat sckumopulan ketentvan yang berlaku
khusus bagf negara-negara berkembang.

Keikulsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern,
memmbulkan kewajiban negara peserta untuk  menerapkan dalam
perundang-undangan pasionalnya di bidang hak dari tiga prinsip dasar

yang dianut Konvensasi Bern yaitu:' ™

' Ibid, Eddy Damian, hal. 96.
" ibid, Eddy Damian, hal. 61-62.
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Prinsip national reatment :

Ciptaan yang berasal dart salah satu negara peserta perjanjian (yaitu
ciptasn seorang warga negara, negara peseria perjanjian, atau saty
suatu ciptazn yang pertama kali diterbitkan disalah saty negara
peserta perjanjian} harus mendapat perlindungan hukum hak cipta
vang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara
sendiri.

Prinsip awtomatic preijection

Pemberian perlindungan bukum harus diberikan secara langsuog
{anpa harus memenuhi syarat apapun (must sot be conditional upon
compliance with any jormaiity).

Prinsip independence of protection

Suatu pelindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada
pengaturan perlindungan hulcomm negara asal penciptaan.

Mengenai pengaturan standar-stander minimum perlindungan hukwm

ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungsn yang
diberikar, pengaturan adalah sebagai bertkut -

a.

Ciptaan yang dilindungi, adalsh semua ciptagn dibidang sastra, iimu

pengetahuan dan sent, dalam bentuk apapun perwujudannya.

Keeuali jika ditentukan dengan cara reservasi  {reservation),

pembatasan  (Yimirefion) atan  pengecualian  {exception) vang

tergolong sebagai hak-hak ekslusif adalah:

1)  Hak untuk menterjemaahkan;

2}  Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama;

3y  Hak mendeklamasi (fo recite) di muka vmum suato ciptaan
sastra;

4y Hak penyiaran (brogdeast),

5}  Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan
apapun;

6) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan ustuk ciptaan

audiovisyd.
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7)  Hsk membuat aransemen {(qrrangemenis) dan  adapsi
{adaprations) dari suatu ciptaan.

Selain  hak-hak eksklusif ini, Konvensi Bern juga mengatur
sekumpulan hak yang dinamekan hak-hek moral (dreit moral). Yang
dimaksud dengan hak ini adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai
pencipta umtuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang
bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya
{any mutilenion or deformation or other modification or other derogatory
action}, yang dapat sacragukan kehormatan dan reputast pencipta {author’s
honor or repuiaiion). >

Hak-hak moral (moral righis/droit moraly yang diberikan kepada
seorang pencipta, menurut scorang penulis mempunyai kedudukan vang

sejajar dengan hak-hak ekonomi (economic rights)'’

yang dimiliki

pencipta afas ciptaannya.

Tentang pengertian hak normal yang (ermuat dalam diagram di atas,
ada sedikit perbedaan dalam soal arti hak moral dengan yang dikemukakan
oleh seorang penulis lain dari Prancis : Desbois dalam bukunya Le Droit
di’auteur (1996)'7 berpendapat bahwa sebasai suatn dokirin, bak moral
seorang pencipta mengandung empat makoa, yaitu -

a.  Droit de publication : hak untuk melakukan atav tidak melakukan
pengumuman ciptaannya.

b, Droit de repentier, hak untui melakukan perubahan-perubahan yang
dianpgap perle ciptaannya, dan hak untuk menarik dari perbedaan,
ciptaan vang telah diumumkaan.

¢. Droif alqu respect, hak untuk tidsk menyetujui dilakukennya
perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain.

1 Hak-hak Ekosomi sering juge disinonimkan dengan hak-hak ekspioiasi karena hak

gipta memberilan kepada pencipta atey pemegangnya delam waktu tortsntu hak mengekploitast
manfaal ekonomi dart ciplaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dagat misalnya berupa sualu
kegiatan seorang pelaku {performer) yang merupakan scorang penari yang memportunjukkan
suatu karya (ciptaan) tari diatas panggung pertunjukkan vatuk umum. Conteh lain adalah kegiatan
petaku (performer} vang merupakas seorang penyanyi yaag menyanyikan suat karya {ciplaan}
musik yang direkam compuact disk dan pita rekaman olch suatu badan usaha produser rekaman
wisaloys Remaca, untuk dijust sccara umum kepada para konsumen.

Y2 Opeit, Bdgk A Komen, D.W.F. Verkade, hal. 76-78.
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d.  Droit a la parernite, bak untuk mencantumkan nama pencipta, hak
untuk tidsk menyutujui perubahan atas nama pencipta yang akan
dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta waktu
yang diinginkan.

Bagi negara-negara yang tergolong negara-negara berkembang
Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberi kemudahan-
kemudahan tertenty, pengaturannya dikelompokkaa’wrsmdiri dalam suatu
dokumen yang merpakan bagian yvang tidak terpisabkan dari Konvensi
Bern yang direvisi gi Steckholm 14 Juli 1967, .

Bersamaan waktu revisi dilakukan di Stockholm, sustu protokol
perjanjian dilampirkan pada Konvensi Bern lama. Revisi Konvensi Bern di
Stockholm, kemudian disusul dengan revisi pada tahon 1971 di Paris vang
antara lain mengubah profokol Konvensi Bern dengan Revisi di Stockholm
1967, menjadi dppendix, ({anpa perubahan) sebagaimeana diatar dalam
Pasal 21 Konvensas Bern vang menetapkan:

Special provision regording developing countries include in the appendix.

Subject io the provision of Article 28 (h) The Approach forms an integral

part of this 4ct.

223 World Intelfectual Property Drganization Copyright Treaty.
Konvensi ini diadakan pada tahun 1986 dan diselenggarakan oleh

Organisasi Kekayaan Intelektual Dumia (WIPO) Indonesia menjadi

anggota konvensi ini, Konvenst Bern tahun 1997, Standar minimum atas

perlindungan vang diatur oleh Konvensi Bemn mensyaratkan negara-negara

yang terkibat untuk melindungi sejumlah karya, termasuk di antaranya: '™

a.  Karya tedulis seperti bukn dan laporan;

b, Musik;

¢.  Karys-karya drama seperti sandrwara dan koreografi;

d. Karya-karya arsitektur; dan

e.  Karya sinematografi seperti film dan video.

™ Astan Law Group, Indonesis Awstealia Proyek Pelatihan Hak-Hak Kekayaan
Intelakiuad, 2001, hal 1286
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Konvensi Bern juga mensyaratkan perlindungan atas :

a.  Karya-karya adaptasi, seperti terjemahan dari satu babass ke bahasa
iain, karya adaptasi dan aransemen musik; dan
b,  Kumpulan, koleksi, seperti encyciopedia daa anatologi.

World Intellectual Property Right Orpenization (WIPQ) atan
organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia adalah sebuah lembaga yaog
mengatur perfindungan HKI secara Internasional vang berdind pada tahun
1970. Lembaga ini menjadi badan khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB)
pada tahun 1974, '

Schelum ita, di Jenewa pada tahun 1932, melalui Usaha Unesco
(sebuah badan di bawah PBB) telat lahtr scbuah perianfian multilateral
yang diberi nama Universal Copyright Convenfion-{JCC atay Konvensi
Hak Cipte Sedunia. Dapat disimpulkan bahwa lalirmnya Universal
Copyright Convention ini meropakan usaha untok memperterakan aliran-
aliran yang dianut oleh negara-negars di Fropa yang menganut Dokirin
Kontinental dan Amerika Serikat yang Anglo Saxon. Falsafah yang dianut
cleh negara-negara Eropa memberikan konsepsi terdang hak cipta sebagai
hak alamiah yang sangat pribedi bagi peociplanya. Sedangkan Amerika
Serikat menganggap bahwa hak cipta adalabh hak monopoll yang hanya
diberikan supaya karya-ksrya tersebut dapat dikembangkan atau
distiroulasi untuk kepentingan winm

Hal ini tampak terbaca dengan jelas di dalam mukadimah UCC yang
menyuratkan sebagal berflax. ‘“Negara-negara peseria yang tergabung
dalam konvenst ini, terdorong oleh hasrat untuk memberikan perlindungan
atas penciptaan daripada Karya-karya sastra. ilmiah dan kesenian di
seluruh dunia.”

Mencermati pada substansi WIPO Copyright Treaty maka pada era
digital ini keberadaan WIPO Copyright treaty wenjadi penting untuk
diratifikasy, alasan pentingnya merstifikasi WIPQO Comright Treaty yakni:
a. Membawa bak cipta kedalam abad digital. Bentuk hak cipta

merupakan dasar  dari  internet, electroric  commerce,  dan

'™ Husain Audsh, Hak Cipta dan Karya Cipta, (Bogar: Pustaka Litera AntarNusa, 2004),
hal, 54-55
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infrastrukctur informasi global (Phe global information infrastructure.

Perlindungan yang ofektif dari hak ciple akan mepdoreng

pengembangan dari pengembangunan internet dan isinya, seperti

software {the internet’s engine) informasi dan hiburan Ji internet,
dan komputer. Tanpa perlindungan hek cipta, medium baru ini akan
melahirkan keraguan digital.

b,  Menetapkan saatu keadasn win-win untuk pibak kreator dan users.
Perlindungan hak kekayaan infelektual vyang efektif akan
menyediakan kebutuhan insenfif untuk kelanjoian pembangunan dan
pengembangan dact infrastruktor informasi. Dalam waktu vang sama,
konsumen akan melihat lebih layanan dan ketersediaan teknologi.

c.  Mempromosikan krestifitas <dan pekerjaan. Pendistribusian dan
pemanfaatan karya dengap cara tidak berwenang melalui infernet
akart menimbulkan menambab  permasalaban.  Di  internet,
perbanyakan dari suatu karya dapet dikirim dan disebar untuk jutaan
users, WIPO Copyright Trety ini dibuat dalam upaya mencegah
tindakan piracy

d.  Melindungi pencipta/pengarang world wide, Piracy intornet adzlzh
piracy internasional. Hal ini teriadi secars alamiab dalam batasan
transnasional melalul world wide web. Produk perangkat lunak dapat
dikirim dari satu pegara ke negara lainnye. Tanpa adanya rezim
perlindungan  intornastonal hak cipta atas karya cipta, maeka
perangkat lunak dapat dikembangkan di selursh dunia. Oleh karena
tu, WIPO Copyright Trecty ini merupakan solusi global ates
teknologt baru,

Dengan melihat arti penting meratifikasi WIPQO Copyright Treaty ini,
maka bagi negara-negara yang  mempunyai komitmen terhadap
perlindungan hak cipta hal ini tentunya meropakan suatu kemajuan yang
patut disambut dengan baik. Seperti diketahul perkembangan teknologi
informasi saat ini terasa sangat cepaf, bahkan perubahan senantiasa terjadi

setiap saat dan ind ferjadi semua negara.
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Dleh karenanya maka sangat logis apabila suatu negara melakukan
ratifikasi terhadap WIPQO Copwright Treaty ini. Diharapkan dengan
meratifikast #IPO Copyright Treaty segala permasalzhan hukum yang
ditimbulkan dari perkerbangan teknologi informasi terutama berkenaan
dengan hak cipta akan dapat dilindungi. Pemahaman ini didasarkan pada
alasan bahwa apabila suatu negars tersebut akan mengharmonisasi hukom
hak ciptanya.” Dengan demikian, setiap orang’kelompok vang
menghasilkan kreasi hak cipta dapat dilindungi. Selain konvengi-konvensi
tersebut di ates masih terdapat konvensi-konvensi yang terkai dengan
pelaksanaan pengaturan hak cipta, antara lain:

2.2.4 Konvensi Hak Cipia Universal 1955

Konvensasi Hak Cipta Universal 1995 ataw Umiversal Copyright
Cornvention, yaog akan ditinjau secara kbusus di bawah ini, setelah
tinjanan Konvensasi Bern 18858, juga mengstur right of transposition dan
of reproduction,

Namun sebelum dilokukan pembahasan lebih lanjut fentang dua
substansi ini, ada bajknya terlebih dabulu dilakakan beberapa analisis dan
pembahasan Konvensasi Hak Cipta Universal ini. Pada & September 1952
unfuk memenuhi kebutvhan suwatu Common Concentration, lahirlah
Universal Copyright (UCC) yang ditandangani di Geneva dan kemudian
ditindakiarjuti dengan 12 vatifikasi yang diperlukan wotuk berlakunya
pada 16 September 1955, Sccara ringkas, garis-garis besar kefentuan-
ketentuan paling signifikan yang ditetapkan delam konvensasi antara lain
adalah hal-hal sebagai berikut.*”

a. Adequate and effective protection. Menurut pasal 1 Konvensasi,
setiap negarz peserta perianjian berkewajiban perlindurgan hubum
yang memadai dan  efeksif terhadap hak-hak pencipta dan
pemegangan hak cipta.

b.  Nafional Treatmesd, Pasal 11 menctapkan bahwa ciptaan-ciptaan
yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta

175

RBaca Arpad Bogseh (1), Universel Copyright Convention, An Analysis and
Comentery, RE. Bowker, 1958 dan Paul Goldsteim (OB, opcir him, 1682 - 1003,
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perjaniian, akan memperoleh perlakukan perlindungan hukum cipta
yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang
menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga
negara.
Formalities, Pasal 111 yang merupakan menifestasi kompromistis dart
UCC terhadap dua aliran falsafah vang ada, menetapkan bahwa suatu
negara peserta perjanjian vang menetapkan dalam undang-undang
nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya
hak cipta, seperti wajib simpan (eposit) pendaBaran (registratior)
akta notaries {(nolarial cersificates) aten bukti pembayaran royalty
dari penerbit (paymerd of fees), skan dianggap merupakan bukti
timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptean bersangkutan
ditutubkan tanda ¢ dan di belakangnya tercantum nama pemegang
hak cipiz kemudian diseriai tabmn penerbitan pertama kall
Penempatan dari kata-kata yang dicontohkan harus dilakukan di
tempat yang jelas dan biasanya diletakkan pada halaman-halaman
pertama sebuah buku yang lazimnya di dunia penerbitan buku
chinamakan halaman Prancis.
Dwration of Profection. Sustu komproni lain yvang amat penting
dalam raogka mengakomodasikan dua aliran falsafah  yang saling
berhadapan satu sama lain, adalsh ditetapkan dalam Pasal 1V
Konvensi, svatu jangka wakiv minimal sebagai kefentuan untuk
perlindungan hukurn: selama hidup pengipta ditambah paling sedikit
25 tahun setelah kemstian pencipta.

ranslations Right. Hak eipta meourut Pasal V Konvensi mencakup
jugs hak ekskhsll peneipta untuk membuat, menerbitkan dan
memberi izin untuk menerbitkan suatu tegjemahan dan ciptaannya.
Namun, jika setelah tujub tahun terlewatkan, fanpg adanya
peperjemahan yang dilakukan oleh perencansan kepada warga
negaranya dengan memenubi gyarat-gyarat  seperti  ditetapkan
Konvensi, Dengan perkataan lain, hak ekskhusif pencipta setelah
tujuh tahun dapat dicatat karena adanya compulsory Heensing/dwang
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licientie yang diberikan kepada seorang warga negara dari negara
peserta Konvensi karepa Udak adanys terjemahan dalam bahasa
negaranya setelah berlaku tujub tahun semenjak penerbitan pertama.

f Jurisdiction of the International Court of Justice, Menurut Pasal XV
suatu sengkela yang timbul antara dua atan lebih negara anggota
konvensi mengenai penafsiran sataus pelaksanaan konvensi, yang
tidak dapat diselesaikan dengan musyawargh dan mufakat, dapat
digjnkan ke muka Mahkamah Internasional untuk dimintakan
penyelesaian sengketa yang digjukan, kecuali jika pihak-pihak yang
bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain bagi penyelesaian
sengketa yang mercka hadapl. Yurisdiksi Mahkamab Internasional
untuk menyelesaikan senpketa-sengketa yang disjukan kepadanya
didaserkan kepada Pasal 36 Status Mghkamah Internasional, vang
menetapkan

The jurisdiction of the court comprises ... all maters specially
provided for ... in the treaties and corvention in force.

g.  Bern Sgfegurad Clause, Pada saat UCC mulai berlaku pengaturan
hak ¢ipla antara negara-negara dituangkan lecbih dari selusin
perjanjian internasional moltifateral dan lebib dari seratus perfanjian
bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan pengaturan vang mengatur
keserasian pelaksanaan antarg UCC dengan perjanjian-perjanjian
internasional dan bilateral yang lebik dehulu, dirasakan keperluannya
semenjak UCC dirumuskan pada tabun 1955 di Geneva, Pasal XVII
UCC beserta Appendixnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dan pasal ini, merupakan salah satu saran penting
untuk pemenuban kebutuban ni.

Ada tiga pokok yang diatur dalam pasal ini beserta Appeundixnya,
yailo :

a.  Ditekankan bahwa UCC tidak akan mempengarchi Konvensi Bern,
dalar_n arti negarz peserta Konvensasi Bern tidsk diperkenankan
mengundurkan dicl, kemudian menjadi sanggota UCC dan selanjuinya
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mendasarkan bubungan-hubungan hak ciptanya dengan negara-
negara peserta Konvensi Bern pada UCC;
b.  Merumuskan sanksi terhadap negars vang mengundurkan diri dari
Konvensasi Bern untuk kemudian beralih menjadi anggota UCC;
¢. Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan
{applicability) UCC oleh negara-negara peserta Kovensasi Bern.
Pads umumnya dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu perjanjian
multilateral di bidang hak cipia telah menarik cukup banyak negara-negara
untuk menjadikan pesers, telah 55 negara ioeratifikasinyas walaupun
masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan pegera-pepgara peseria
Kovensasi Bern

2.2.8 Konvensi Roma 1961, konrvensi Jenewa 1967, dac TRIPs 1954,

Dalam smelakukan pembsahasan konvensi-konvensi ini, pertama-
tama perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tidak ada satu konvensi pun
yang mewajibkan suatu nepgara memberikan perlindungan hukum terhadap
pencipta bukan warga negaranya. Kecusli, bila negara bersangkutan
menjudi negara asing di negara peserta perjanjian. Pepgaturan yang
demikian i ditetapkan dalam salah konvensasi multilateral tertua &
dunta, Konvensasi Bern tentang perlindungan hukum ciptaan-ciptaan
sastra das seni.

Lebih dari satu abad vang lala, tepatnya 9 September 1886 d1
Bern'™, ibu kota Switzerland, sepuluh kepala negara (Belgiwm, France,
Germany, Great Britain, Haiti, Italy, Liberia Spain, Switzerland, Twnisia)
menandatangani pendirian sustuy karva-karya cipta dibidang seni dan
sastra. Bersamean dengan pendirian orpanisasi  internasional ini,
ditandatangani juga suatu kesepakatan mengikatkan diri pada Perjanjian
Internasional Bern Convertion for the Proiection of Librery and Artistic
Works (disingkat Bern Conveniion),

% Ronvensi Bern sampat seharang tolzh mengalami barapa kali revisi {revivion),
dilenghapt {compieled) dan diamendir {omended): Revisi Parie 1986, dilengkapi di Bem 1914,
Revisi-revisi Roma 1928, Brussels 1948, Stockholm 1967, dan Paris 1971, dan amandemen 1979,

. . n p
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2.3 Permasalahan Hak Cipta dalam Prakiek di Masyarakat

Diadakannyz Undang-Undang ataw aturan hukum terhadap suatu masalah,
biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun
material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi
masyarakat stau sebuah komunitas atau sanksi terhadap kegiatan apapun yang
menyebabkan timbulnys kerugian, untuk memberikan terapi hukum seria
pengajaran bagl para pelanggar aturan serta untuk meminimalisasi kegiatan-
kegiatan yang dapat merugikan orang lain.'” Terdapat beberapa hal yang petiu
dicermati sebagi suatu tindakan yang menyangkut pelanggaran di bidang hak cipta
dan tindaken itlegal lainnys, antara lain sebagai berikut.'”®

2.3.1 Pembajakan Karya Kilm

Pada uraomnya harga film-film bajekan yang beredzr di pasaran
lebibh murah dibsndingkan dengan produk vang legal atau ashi,
schingga konsumen teruiama golongan masyarakat menengah ke
bawali cenderung membell produk yang murah terutama apabila
kualitasnya tidak jauh berbeda. Hal ini berpengaruh terhadap
meningkatnya produk film bajskan yang boredar hampir di selursh kota
besar di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, bagi pedagang atau produsen
yang biasanya berusaha di bidang produk vang sah atau legal {terutama di
bidang produk rekaman film, musik dan perangkat lanak (komputer),
karena tidak mau bersaing deagan produk ilegal, raka agar usahanya tetap
hisa bertahan, mereka cenderung untuk beralih usagha di bidang produk
yang ilegal pula, dengan pertimbangan lain yaltu memperoleh kenntungan
dalam pemasaran produknya secara mudah dan cepat serta melalui jalan
pintas, yaitu dengan cara memproduksi dan menjual §lm-film bajakan
yang onkos produksi yang wmureh dan pemasarannya yang relatif cepat
laky karena harga jualnya pun menjadi murah schingga fim-film bajakan
dapat diterima oleh masyarakat,

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan,
pengumuman  dan  pengedaran  untuk  kepentingan komersial  yang

"7 Opcit, Husain Audah, hal. 37.
"8 Ihid., Husain Audah, hal. 37-3%,
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dilakukan secara tidak sah, atan bentuk tindakan pemalsuen terbadap
produksi yang legal. Didalam tindakan pemalswan ini, menyangkut pula
didalamnya bentuk pelanggaran hsk cipta. Sechingga setiap pelaku
pembajakan, tentunya akan terierat pada 3 (tiga} sisi hulum. Yang pertama
adalah yang berkensan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi
karya film (fangible), dan vang kedua adalah pelanggaran terhadap hak
cipta (infangible) yang merupakan bagian yang tsk terpisabkan dari
produk yang di bajak serta di sisi lain dia meropakan karya yang
mempunyai hak eksklusif dan berdirl sendsi, dan yang ketiga adalah
melangger undang-umklang perpajakan dalam hal sticker funas PP

Parg pelaku pembzjakan film khusunya produsen film bajekan
{pemililc pabrik-pabrik pengpandsan VCD/DVD) mudah memperoleh
perijinan resmi atas bidang usahanya dan tidak ditkuti dengan suatu sistem
pengawasan yang ketat oleh instansi -instansi terkait atas penyalahgunaan
perijinan yang telah dikeluarkan oleh instanst pemeriniah, babkan tidsk
adanya lindakan fegas yang diakukan oleh aparat penegak hukum dan
intansi pemerintah lainnya terhadap pabrik - pabrik yang memproduksi
VCD/DVD bajakan. Para pelaku keiahatan hek cipta banyak mendapat
keuntungan karens tidak perlu membsvar royalti kepada pemegang hak
cipta vang produknya digandakan, Selain itu, produk hasil keiahatan
HXI pada nmumnya diprodukst secars gelap stau sembunyi-serabunyi,
schingpa dapst menghindari pengenaan pajak yang semestinya
wajib dibayar.

232 Peredaran Ilepal

Peredaran illegal merupakan sebuah produksi karyza fim yang telsh
memerihi semua kewajiban dan ketentuan terbadap mmteri produksi yang
berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secars illegal.
Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipia,
pamun dalam peredarannya pelaku industri melangpar undang-undang

perpajekan dengan mengakibatkan kewajiban pembayaran perpajakan
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dengan mengabaken kewajiban kewajiban pembayaran pajak yang
mengakibatkan kerugian bagi negara.

Pengaruh globalisasi secara umum mendorong para pengusaha
untuk memacu perkembangan hasil indusirinya yang sekalipus memacu
pula adanya persaingan curang dan memberi peluang terjadinya prakiek-
praktek kejahatan HKI seperti pembajakan hak cipta berupa beredarnya
film-Bhn bajakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
demikian pesat telah mempengarsbi  pula  terhadap  berbagai
kemungkinan atau kemudahan dan kemampuan akan teknik-
teknik terfentu untuk melakukan kejahatan di bidang HKL,

Tingginya angka pengangpuran dan terbatasnya kesempatan
memparoleh pekerjaan mendorong scbagian masyarakat untuk berupaya
melakukan apa saja termasuk pekerjaan yang berkaitan dengan kejabatan
HKI, misalnya pedagang kaki lima VCD/DVD bajakan. Lemahnya daya
beli masyarakat dibadapkan dengan kebutuhan produk-produk
terteniu, mendorong meningkatnya pemasaran produk - produk
ilegal d1 bidang HKI dengan harga terjangkau, walaupun dengan
kualitas rendah. Terlebih lagi belum meratanya sosialisasi masalah
HKI terutama pada kelompok atau golongan masyarakat bawah
schingga kurang mendukung terhadap kesadaran akan perlunya
menghargai hasil kerya orang lain.

Aspek  sosial int juga turut menghbambat proses penegakan hukum
di bidang hak ¢ipta seperti yang diungkapkan oleh John Sheyoputra dari
Asosiasi Video Movie Indonesia, dalam wawancaranya dengan harian
Kompas yang menjelaskan babwa

Para pengelola mail dan pusat-pusat perbelarjaan dun periokan

thut andil menciptakan pasar VCD bajakan. Dengan memberi izin

bagi mereka membuka kivs-kios penjucian  untuk VCD bajakan,

berarti pengelola mall telah menyuburkan bisnis VCD bajakan. Di

mall Mangga Dua saja, menmurwt hasil perdataan AVT sedilitaya

ada 62 kios yang memperdagangkan VCD bajakan secara jerang-
terangan. Anehnya tidak ade tindakan yang cukup berarti dori
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pihak berwenang untuk memberantusnya. Padahal para pemegang
lisensi film-film yang dibajek kecuali {Twentieth Fox Century,
Paramownt, Universal dan Dreamworks) yang belum ada
pemegang lisensinva di Indonesia, sudah mengeluhkan hal ini, den
sural imbauan yang mereka kirim kepada pengelola AMall
tampaknya tidak digubeis.'”

Pernyataan tersebut didukung oleh : Dirjen HKI Depkeh dan HAM
Prof Dr. Abdul Bart Azed dalam wawancaranya deagan Kompas :

Kami akan terus memberikan peringatar i mall/plasa untuk tidak
menyediakan tempat bagi penjualan VCIYDVD bajakan, dan
sanksi akav: dikenakon kepada Monagement mall/ploza tersebut
apabila melanggar kefentuan tersebut akan terkena sanisi pidana

atay zanti rugi secara perdata.’®

2.3.3 Pelanggaran Hak Cipta
i dalam masalah Hak (ipta, negara telah menetapkan aturan

hulem berupa Undang-Undang untuk meogatur lalu Jintas dalam hal

pemanfaatan dan penggunaan hak cipta serta perlindungannya. Di sist izin,
diberikan pula sanksi-sanksi bepi mereka vang tidak patwh ateu
mengakibatkan aturan-aturan yang telah ditentukan olch negara lewat
undang-undang yang diberiakukan.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipia, baik Hak Fkonomi
maupun Hak Moral, meliputi bal-hal seperti di bawah mi.'®!

a. Pengeksploitasian {pengumuman, penggandaan dan pengedaran)
untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih
dahulu memiota izin atag mendapatkan ligensi dari ciptaannya.
Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan;

b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya;

" Harjan Kompas, hori Sabtu tanggal 26 April 2008, hal 4

% Ibid,Harian Kompas, bal.4

! Budi Agus Riswandi dan $it Somarliah, Masclab-masalah Haki Kentemporer, Cet. 1
{Yopyakarta: Gitanagadd, 2006), hal. 181-104.
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c. Penggantian atau perubahan nama Pencipta pada Ciptaannya yang
dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik Hak Ciptaanya;

d. Penggantian atau perubaban judul sebuah ciptaan tanpa persefujaun
dari penciptanya.

Hak cipta dalam pengertian seperti dijelaskan di atas merupakan
salah gatu kekayaan intelektusl yang diatur hukum positif nasional dan
internasional dapet menimbulkan pertanysan-pertanyaan siapa yang
berhak atas suatu ciptasn dan bégaimana cara memanfaatkan atau
mengeksploitast suatu ciptaan yang dilindungi hukum,  Pencipta dan
ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyal konsepnya
sendiri dan  kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta. Pencipta
mempunyai hak-bak yang dinamakan hak-hak moral dan hak-hak
ekonomi. Yang dinamakan hak-hak moral tetap berada pada pencipta,
tidak dapat dialibkan kepada pibak lain, Hak untuk moengeksploitasi suatu
ciptaan {hak ekonomi) sepertinya halnya hak-hak moral, pads mulanya ada
pada pencipta. Namun jika pencipta tidak akan mengeksploitasinya
sendiri, pencipta dapat mengalibkannya kepada pihak lain vang kemudian
menjadi pemegang hak. Pengalihan hak cksploftasi/hak ckenomi suatu
ciptasn biasanyas dilakukan berdasarkan kescpakatan bersama vang
dituangkan dalkun suatu perfanfian. Ada doa ¢ara pengaliban hak ekoromi
yang dikenal dalam praktek, Yang pertama adalah pengalihan hak
eksploitas/hak ekonom dari pencipta kepada pemepgang hak cipta dengan
memberikan  izin  atan  lisensi  (Ticencedlicenticl berdasarkan  suatu
perjaniian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipia dalam jangka
waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam
kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk
pengalihan hak eksplotasi ini pencipta memperoleh sustu jumlah vang
tertenta sebagai imbalannya. Cara kedua pengaliban hak ckonomi adalah
assignment (overdrach?) yang dapat di Indonesia dengan istilah
penycrahan.

Di Indonesia pengaturan hukum hak cipta didasarkan pada
keteptuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
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secara normpmtif di dalam UUHC diatur sejumlab permasalaban hukum

yang berhubungan dengan masalah karya cipta, Dari mulai ruang lingkup

Hak Cipta, subjek Hak Cipta hingga pada sanksi hukum bagi para

pelanggar hak cipta, Pelanpggaran hak cipta dapat mengandung unsur

kepadatan dan pidana. Dalam kattannya dengan pelanggaran hsk cipta dari
aspek keperpadatan, make dapat dilakukan gugatan ganti rugi. Namun

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sendirt mengatur bahwa pihak

yang merasa dirugikan akibast pelanggaran int dapat meminta Pihak

Pengadilan Niaga untuk melakukan tindakan-tiidakan sebagai berikut:'*

a. Meminta pesyitsan terhadap benda yang dinmumbkan atau hasil
perbanyakan cipiaan itu.

b. Memerintahkan penyershan seluruh steu sebagian penghasilan
yang diperoleh dari penyclenggarazn ceramah, pertemuan ilmiah,
pertunjukan atan  pameran karya, vang merupakan hasil
pelanggaran hak ¢ipta; dan

€. Memerintahkan  pelanggsr untuk  menghentikan  kegiatan
penguimiman dan atav perbanysken ciptsan atau barang yang
merupakan hasil pelanpgaran hak cipta. Masa wakiu yang
diperiukan untuk melakukan gogatan ganti rugi inl Undang-
Undang Nommor 19 Tahun 2002 telah memberikan batasan-batasan
waktu dalam setiap {abapannya.

Deogan  pengaturan  demikian,  berarti  proses penyelesaian
pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur perdata dapat diselesaikan
dengan cepat. Kemudian dalam bal pelanggaran hak cipta yang
mengandung pidana, Ul No., 19 tahun 2002 teleh memberikan ketentuan-
ketentuan sedemikian rupa. Beberapa hal vang penting dalam pelanggaran
hak cipta dari segl pidena, bahwa UU No. 19 Tahun 2002 telah mengatur
adanya pengenaan sanksi pidana minimal.’ Selain, ketentuan pidana hak

2 Opeit, Budi Agus Riswandi dan $iti Sumartiah, hal. 102103,
™ Pasal 72 ayat {1} UU No. 19 Taban 2002; “Barang siapa dengan sengaia dan lenpo

hakmelakukan perbuaton sebagaimans dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) aton Pasal 49 ayar (1}
den ayat (2} dipidena dengan pidana perjara masing-masing paling singkat  Rp. 1.000.950,60
{sain juta rupiah} atun pidena perjara paling lama 7 fajuhy) iahun danfetan dendav paling
banyak Rp. 5.600.006.000,00 fima wmilyar rupiah)”

Penegakan Hukum..., Whisnu %@rmawan Februanto, FH Hnjgoeé’mws ndonesia



cipta menentokan sanksi minimal, juga ketentuan pidana hek cipta

menganut delik pidana biasa. Artinys, bahwa apzbila terjadi suatu

pelanggaran hak cipta vang mempunyai dimensi pidana, maka pihak
penyidik dapat melakukan tindakan meskipun tidak ada pelaporan dari
pihak yang dirugikan atau berkepentingan.

Dengan mencermati penyelesaian pelangparan hak cipta di atas,

maka zpabila didekati dari analisis ekonomi terhadap hukum dengan
mode! pendekatan cost benefit analysis akan dapat ditemukan beberapa
kesimpulan, yakni:"™

a.

Penyelesaian pelanggaran hak c¢ipia yang mengandung unsur
keperdatagn pada dasarnya memberikan keuntungan kepada pihak
yang dirugikan (pencipta atau pemegang hak cipta) ferutama
diberikannys beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untuk
memberikannya beberapa hak melalui Pengadilan Niaga untuk
melakokan  wpaya-upaya pencegahan  ferhadap  semwkin
dirugikannya atas pelanggaran hak cipta tersebut;

Sehubungan dengan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari
keperdatasn dengan melibatkan lembags Pengadilan Nisga dan
adanya limit wakty penyelessian, masalah ini kalau dilihat tidak
memberikan penjelasas siapa sesungguhnya yang diustongkan
dengan aturan ini, Ada alasan yang mendasari dari penyimpulan
inl. Alasan tersebut ferletak pada ketiadaan saumksi yang tepas
apabila limit wakta tersebut dilanggar oleh pibak Pengadilan
Niaga. Oleh karepa itu, kalsu memang tujuan dibuatnya ketentuan
#u untuk memberikan keuntungan pada para pihak, mestinya
masalah  sanksi menjadi suatnt hal  vang  patut  untuk
dipertimbangkan,

Penerapan sanksi pidana dengan menentukan batas minimal, hal ini
akan sangat menguntungkan kepada pihak pencipta ataw pemegang
hak cipta, dan sekaligus hal ini akan memberikan konpensasi
kepada pihak vang dirugikan dalam hal ind pencipta dan pemegang

¥ Qpeit, Budi Agus Riswandi dan 8iti Sumartiah, hat. 103-104,
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hak cipta. Atas dasar ini pula, ketentuan pidana yang dibuat seperli
dalam UU No. 19 tzhun 2602 ini merupakan trobosan guna
meminimalisir kerugian dari si pencipta dan pememgang hak cipta.
Keempat, dalam hal penerspan delik pidana biase vang di
khususnya dalam UU No. 19 Tahun 2002 pada dasarnya apabila
dicermati dari aspek analisis aspek ekenomi, maka penerapan
ketentuan ini akan banyak memberikan keuntungan si pencipta dan
pemegang hsk cipla, ferutama pengembangan bagi kreatifitas
dalam bidang hak cipta. Sementara #tu, pemerintah juga tidak akan
tertalu banyak dirugikan akibat terlalu banyak pelanggaran atas hak
cipta.
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BAB 3
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG FILM

31 Penegakan Hukum Dibidang Hak Cipta dao Film di Jakarta

Berbicara mengenat peregakan hukum berarti berbicara dalam perspektif

negara hukum. Karena tentu saja tidak ada relevansinys berbicara penegakan
hukum di suaty pegara vang tidak menjadikan hukum sebagal landasan
penyelenggara negara.'™ Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak
pada kegiatan penyerasikan hubungan milai-nilei yang terjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengegjawantah dan sikap tindak secbagai
rangkaian penjabaran nilai tabap akhir, untuk menciptakan, memelibara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. '

Belum ada definisi yang disepakati tentang hukum  hal ini disebabkan

karena :

a. Luasnya lapangan hukam,

b. Kemungkinon unfek meninjan  hukem dari  berbagai  sudut
(filsafat,politik,susiclogi,sejarab, dan seterusuya) sehingga hastlnya
akan berlainan dan masing-masing definisi hanya memuat salah satu
paket dari hukum saja;

c. Objek (sasaran) dari hukum adaiah masyarakat, padahal masyarakat
senantinsz berubah dan berkembang, sehingga definisi dari hukum
berubah-ubah pula.'”’

Narmun ada beberapa pendapat ahli tentang hukurm seperti pendapat Van

Kan, memberikan definisi singkat bahwa hukum adalah ™ keseluruban peraturan
hidup, yang memaksa upiuk melindungi kepentingan manusia  dalam
masyarakat.”"* Atau pendepat darl JT.C. Simorangkir dan Woerjono
Sastropranoto yang mendefinisikan tentang hukum sebagai peraturan yang

'S Indradi Thanos, Penegakan Hukunt Di Indonesia Sebuah Anatisae Deskriptif, {Jakarta:
€V Bina Niaga Jata, 2008}, hal 34

¥ prof Dr.Scerjono Soekanto,SHMA, Fakior-Fakior Yong Memperagerubi Penegakar
Hukwn | (Jakarte ; PT. Rajografinds Persada, 2007), balS

¥ 1shaq SH Mhum, Dasar-Dasar Hmu Huksm, {Takaria : Sinar Grafika, 2008}, hal.i

2 van Ken, dalam O, Nowhamidicjo, Demi Keadilan dan Kememusiaon, (fakarta: BPK
Gunung Mulig, 1973, Bim. 31,

kG Universitas ndonesia
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bersifat memaksa, yang menenfukan tingkah laku manusiz dalam lingkungan
mmasyarakat, yang dibuat oleh badan resmu yang berwajib, pelanggaran mana
terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.™
Hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk tujuan kedamaian hidupnya,'™
Untuk mencapai kedamaian it maka tingkah laku diatur oleh hukum agar lingkah
laku ity tidak saling bertentangan membuoat kekacanan., Hukum diperfokan untuk
penghidupan didalam masyarakat demi kebaikan dan ketertraman bersama™”
Tingkah laku yang menuju damat adalah tingkah laku yang tidak berbenturan,'”
Menorat Thon W. Collins, hukum dibuat dengan tujuan, antara Iadn ; (J) unfuk
menegakkan moral (the goal of promoting mordlity); (2} untuk mereficksikan
kebiasaan (the goal of reflecting custom); {3) untuk kesejahteraan masyarakat (the
goal of social welfare); dan (4) untuk melayani kekuasaan (the goal of serving

power). i

Kaitan dengan penegakan hukum merupakan suatu persoslan vang
dihadapl oleh masyarakat di Indonesia. Problematika penegakan hukum di
Indonesia schenarmya sulit untuk dirantut bagaikan mencari simpul pangkal
atan ujung dari suatv Jingkaran setan sehingga membuat kejahatan semakin

_berdaulat dan merajalela. Kritik tentang kondisi penegakan hukum yang
merisaukan dunia peradilan di Indonesia. Hal ini berawal dari kekecewaan
masyargkat yang telah Jama (terlebil pada masa Orde Barw) menyaksikan dan
merasakan betapa ketidakadian itu berada di mana-mana di hampir seoma lind

kchidupan, adenya mafia poradilen vang semakin rapi dan terorganisir

'* pipin Syarifin, Pengantor Hove Hukum, (Bandung, Pustaks Setia, 1998), hal 22-24,

" Bandingkan pendapat Surojo Wignjodipuro, ” Pengantar Himu Hukum *, Jakarta,
Gunung Agung, 1982, hal 104 | menpatakan bahwa teivar hukum adalah menjamin kepastian
hukum dalam hubungan bermasyaraket. Atay pendapat dari Sudikng Mertokusume, " Mengenal
Hukum Suvotn Pengantar”, Yogyskaria,Liberty, 1995 Hal 71, vang menyatakan bahwa tujuan
pokok hukum adalsh menciptakan tetanan magyarakat vang tertibmencipiaitan keterliban dan
keseimbangan, Demikian jugs Sosions, Kejehatan dan Pemegakan Hidwon di Indonesia, {Jakarta ;
Renika Cipta, 1996) , hal3, mengatskan, bshwa hukum yanp dindakan slau dibentuk membaws
mist fertentu, yaitu keinsafan magyarskel yeng dituangkse dalam bukum sebagal sarana
penegendall dan perobahan ager terciptanya kedamaian dan ketentraman magyarakat,

* 1bid, Ishag, SH, Mbum, fal.6

"% Van Apeldoom, Het doel Van Her Recht is dus:ee vreecdhame ¢n recht vaadige
predening der samen leving, hlm .13, datam Utrecht, Pengoniar Hrkum Indongsia, Jakarta
Universitas, 1960, him.26. dalam 1 Kefot Artadi, Awkum Datom Perspektif’ Kebudayaan,
Denpasar,: Pustaka Bali Pos, 2006, hlm. 11,

93 ihat Jhon W. Collins, dalam Ade Maman Suberman, Aspek Hukum Dalam Ekonomi
Global, Bdisi Revis, (Bogor: Ghalia indonesia, 2004), hlm. B.
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schingga tidak ada vang berdayaz untuk menghentikannya, sementara
semua orang sudah maklum bagaimana keberadaan mafia peradilan di
Indonesia, bagaimana tidak, para pelaky mafia itu adalah yang secara intern
terlibat secara langsung dalam aktivitas pembuatan hukum dan persdilan,
schinggs murmi dikatakan bahwa pelakunya adalah justeu aparat penegak hukum
itu sendiri; seperti Penpacara, Jaksa, Kepolisian, bahkan tidak jarang adalah
Hakim sebagai peran utamanya.'™ Hal ini bisa dilibat dari Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Barat Nomor:2631 /PID.B/2008/ PNJIKT.BAR, terbadap
terdakwa LIMAT TANSIR AL.ASENG, yang telah secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana pembajakan hak cipta dan film, namun
hukuman yang dijatubkan oleh Hakim hanya 5 (lima) bulan penjara.

Kalau melihal bagaimana bangunan hukum, masks bagian yang tidek
terpisabkan adalab penegakan hukum (daw enforcement), bagaimana
pencgakan hukum di Indonesia, paling tidak ada penegakan hukum dalam
artl luzs dan ada pula dalam artian sempit, Dalam arti luas adalah melingkupi
pelaksanaan dan penerapan bukum terhadap setiap pelanggaran atau
penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, kalau dalam arti
sempit adalah kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau
penylmpangan terhadap peraturan-perundangan. Jimly Asshiddigie
mengatakan bahwa .

* Penegakan Hukum (law enfocement} dalam artian luas mencakup kegiatan
untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan
hukum terhadap setiap pelangparan atau penyimpangan hukum yang
dilakukan e¢leh subyek bukum, baik meialui prosedor peradilan
ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengkera
lainnya (alternative desputes or conflicts resobution). Bahkan, dalam
pengertian vang lebili luas lagi, kegiatan penegskan hukum mencakup pula
segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah
normatif yang mengatur dan mengikat para subyek hukum dalam segala
aspek kehidupan bermasyarskat dan bernegara benar-benar ditaati dan
sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit,
penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap
pelanggaran  atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan, khususnya yang lebih sempit lagi, melalui proses peradilan pidana
yang melibatkan peran aparat Kepolisian, Kejakeaan, Advokat atau

M Sublan Utsman, Mennju Pemegak Hukum Responsif (Yogyakarts : Pustaka Pelajar,
2008), ial.17
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Pengacara, dan badan-badan peradilan”.'”

Perlataan penegakan hukom  mempunyai  konotasi  menegakkan,
melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang
lebily luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya
perwuiudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan, Proses penegakan
huknm dalam kenyataannya memnuncak pada pelaksansannya oleh para pejabat
penegak hukum itu sendiri.'®® Menurut Muladi, sistem peradilan pidana akan
melibatkan penegakan hukum pidana, batk hukum pidana substantif, hukum
pidana formil mavpun mukum pelaksanaan pidana. Di samping itu, dapat dilihat
pula bentuknva baik vang bersifat preventif, represif, maupun kuraﬁffg?
sehingpa akan tampak keterikatan dan saling ketergantungan antar sub sistem
peradilan pidana, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan,

Dalam subbab ini penulis akan membahas fentang penegaken hikum
khususnya tentang pembajakan atas karye cipta film yang saat inf serasa sudah
menijadi frend di masyarzkat Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta, sebab di
mana-manag dijumpai produk  bajekan  mulal emperan toko-toko, pasar-pasar
tradisonal babkan bampir semua Mall vang ada di Jakarts mergual atau
memperdagangkan produk bajakan khususnya VCD dan DVD film. Produk
bajakan tersebul merapakan barang yang sangat mudah didapat dan relatif lebih
terjangkau cleh masyarakat baik dari sisi finansial maupun deri sisi kualitas,
Kebufuhan akan produk karya cipta dan film vang ingin dinikmati masyarakat
dalam rangka pemenuhan kebutuhannya akan suatu hibwan den masyarakat juga
tidak memperdulikan keorisinilan dari film tersebut asalkan tetap dapat dinikmati
seperti produk yang orisinil secara murah dan cepat. Di samping itu masyarakat
tersebut juga tidak mengindahkan skan regulasi vang dibuat regulator yang
sebenarnya sudah melarang dan melakukan pemberantasan akan produk bajakan

tersebut,

¥ prof Dedimly Asshiddiqie,$H, Pembongunan Hukum dun Penegak Hwhum di
Indonesia, disampaikan pada acara seminar ¥ Menyoal Moral Penegak Hukum®, dalam rangka
Lustrurn X1 Falkultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 23 Februaci 2006, hal 23,

e Opuit, Ishagq, SH Mhum, bal 244

¥ Muladi, Kapite Selekita Sistem Peradilan Pidang, {Semarsng © Badan Penerbit
Universitas Dipenegore, 1993), hal 16
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Pada sisi yang lain para pencipta, pelakn dan pihak-pihak lain yang tekait
di dunia film telah lama menelan kekecewa akan sikap yang dilakukan masyarakat
tersebut. Di mana sikap dan kekecewaan mereka vang diapresiasikan dengan
tidak membuahkan hasil yang positif nemun justru sebaliknya semakin gencarnya
akan pembajakan Ji bidang film. Pensngenan atau kegiatan penegakan hukum
vang dilakukan oleh aparat ferkait seperti fidak membuahkan hasil yang positif
Hal ini terjadi oleh karems adanya kegiatan pembiaran yang telah berlangsung
cukup lama sehingpa masyarakat makin berani melakukan aktivitas pembajakan
guna mcﬁéaﬁatkan keontungan yang lebih besar dengan meninggalkan atau tidak
mempedulikan keasliban produk vang ada. Hal terscbut, seperti vang dikatakan
oleh George L. Killing dan Chaterine M. Coles bahwa

* Suatu areal lokesi atae kondisi apabila dibisrkan tegjadi penyimpangan-
penyimpangan atau adanya pelanganggaran-pelanggaran keeil, maka akan
texus menerus makin membesar yang pada gilirannya apabila sudah
merbesar sulit untuk  dikendalikan. Hal tersebut  dikarena adanva
pembiaran-pembiaran atag belum ditanganinya pelanggaran-pelanggaran
atau peﬁyimpan§an~pmyimpangan kecil tepsebut secara sistematis, serivs
dan konsisten >

Pencpakan hukum di sini bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun  di dalam  kenyataan  di Indonesia
kevenderungannya adalah demikian, schingga pengertian “lew enforcement”
begitu populer. Selain dari iu, maka ada kecenderungan yang kuat unfuk
mengartikan penegakkan bukum sebagai pelaksansan  keputusamn-keputusan
bakim. Perlu divaiat, babwa pendepat-pendapat yapg agak sempit tersebut
mempunyal kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan dari pads perundang-
undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan  mengganseu
kedamaian di dalam pergaulan hidup.'® Meourwt Black Law Dictionary, law
erforcement, didefinisikan scbagai berikut

“1. The detection and punishment of vielations of the law..2. Criminal
Justice, 3. Police officer and other members of the executive branch of
goverment charged with carrying out and enforeing the criminal feow. ™%

™ George L. Kelling dan Catherine M. Coles, Fixing Braken Window, (New York:
Martin Kessier Book-The Frog Press, 1996}, blm. 15-36,

' Op.¢it Soerjono Sockanie, him 5.

90 Lihat Bryan A. Garner (Edition in Chief), Black Law Dicrionary, Eight Edition, (USA:
Thomson West, 26843, hlm, 301,
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Tindak pidana yang berkaitan depgan kegistan memprodoksi dan
metnperdagangan film bajakan tanpa ijin dari pemegang hak cipta atas suatu film,
dimana seni tersebut merupakan hasil karya cipia sescorang dengan menggunakan
kemampuan intelektualnya sehingga terwuajud sebuah karya seni yang berbentuk
film, perlu mendapat perliindungsn secara hukum sehingga sizpapun yang
melakukan kegiatan perbanyakan ataupun penggandaan suatu karya cipta lanpa
izin dari pemegang hak atas ciptaan tersebut dapat dikenakan sangsi sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, pelanggaran Hak Cipta
juuh Iebih menonjoi bila dibandingksn dengan pelanggaran HKI laipsya,
sedikitnya ada 4 (gropat) aspek yang periu diperhatikan, yaitu :*!

a. Penegakan hulum Hak Cipta hanyalah satu sub sistern dari penegakan
hukum. Sehingga dapat diartiken bahwa zpabila di Indonesia kuat
pencgakan hukuminya maka kuat pulz penegakan hukum dibidang
HKI;

b. Secara khusus peaegakan hukum merupakan langkah panjang, maulai
dari penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan vang
melibatkan berbagai instansi Pemerintah sesual KUHAP;

¢. Sekalipun Hak Cipta, scbagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual
telah kukuh secara de jure, penerapannya memerlukan motivasi politis
yang kuat,

4. Aparat penyidik utama adalah Polisi, walaupun ada tenaga PPNS.

Menpenai pepegakan hukem i bidang film yang sangat sulit dilakukan di
Indonesia khususnya di DKI Jakarta dan seakan-akan tidek merobawa dampak
positif walaupun telah dilskukan dengan berbagai upaya. Hal tersebut dikarenakan
adanya faktor-fakfor yanmg mempengarvhinya vang salsh satunva  adalah
pemahaman tentang penegakan hukum itu sendiri, Penegakan hukum di bidang
perfilman di Indonesia khususoya di DEI Jakarta scharusnya bukan hanva
dilakuken oleh lembaga-lembaga hukum seperti Polri, Kejaksaaan dan
sebagainya. Akan fetapi, penegakan hukum terhadap perfilman seharusnya
menjadi tanggung jawab seluruh warga masyarakat di DKI Jakarta. Masyarakat
scharusnya bukan sebagai penonton bagaimana hukum pembajakan film

2 Opuit,Prof Achmad Zen Umar Purba, SHLL.M, hal 61
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ditegakkan, akan tetapi masyarakat seharusnya berperan aktif dalam rangka
menegakan hukum di bidang pefilman. Bagir Manan mengatakan bahwa
menegakkan hukum sebagai salah satu aspek penerapan hukum®® adalah fungsi
atau tindakan “mempertabankean hukum (ranfrving van het recht) agar hukum
ditaati, berjalan, atau dijalankan sebagaimana mestinya”. Lebih lanjut dikataknnya
bahawa penegakan hukum merupakan reaksi atas suatu peristiwa yang tidak
sesuai atau bertentangan dengan hukum.  Hal ind seperti yang dikatakan oleh
Koesnadi Hardiaspemantri babwa :

“Ads pendapat yang keliru, yang cekup meluas di berbagai kalangan, yaitu
bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses di peradilan, Pencgakan
hukum dapat dilaksanskan melalui berbagal jalur dengan berbaga:
sanksinya soperti sanksi perdata, pidana dan administrasi. Ada pendapat
puls vang keliru, seolah-olah penegakan hukum semata-maia adalah
tanggung jawab aparat pencgak hukum. Dengan demiksan, menurutnya
penegakan hulaum adalah kewajiban dari sehiruh masyarakat dan untek ind
pamahaman tentang hak dan kewsjiban menjadi syarat mutlak, Masyarakat
bukan penonton bagaimana hukum dite;akkan, akar: tetapi masyarakat
aktif berperan dalam penegakan hukum ™ 4

PiMenurat Bagir Manan, bshwa penerapan hokam atau law agpiying. merupakan genns
atau pengertisn umun dari pencgakan hukum {fow esgorcement), dan pelayanan hukum fegol
service]. Dengan perkatsan lsin, penerapan hukum meliputi kegiatan penegakasn bukum, dan
pemborian pelayanas hukom. Penerapan bukum (penegakan dan pelayanan hukom) tidak lain dari
kegtatan atay tindakan mengwujudkan asas dan kaideh hakum pada peristiws konkeit, Dari sedut
hukum, pengertian ini bermakna menjadikan hokum sebagai sesnatu vang konkrit secara normatif
(dogmatik} tidak selalu sama dengan hukum dalam arti kookrit atan the Hving Jow, Mewnjudkan
bukum dalam seaty peristiwa konkeif bertolak dari kenyatzen babwa telsh adz g3a8 dan kaidah
hokum sebagal hukum in abstracio {adstarct norms) yang diterapkan terhadap suatu peristivg
hukum tertentn, Putusan dafam penegakan hukam (keperdalaan, pidana, atau tata usaha pegara),
atau keputusan administrast sebagail wujud pelayanan hukum, sdalah menerapkan asas dan kaidah
hukum yang telah ada muuk suatn peristiwa konkrit sepertt menghvhwm pescuri, mengabulkan
atay menslak gugstan, mengabulkan stau menolak permohonan izin aisu pengesahan. [ pihak
lain, hukum dudam arti konksit dapat berarti sebagal kenyatasn hukum yang didapati, dilikat, atau
dizlami dajam kehidupan masyarakal. Prakik ssiumlah polist di pinggir jalae yang aenghentikan
kendaraan - hersalah siau tidak bersalah ~ kemudian dilepaskan setelah menerima “vang demai” |
merupakan hukum yang nyata aiay konkit. Begitu puls praktik "uang pelicin™ sebagai extra cost
untul memperoich pelayanan fertentu seperii perizinan, mengelugrkan barang dati bea gukai,
pengesahan, itulah bukum yang nysa atas kopkrit. Dalam peham fegal reafiym, iaileh hokum.
Ketentuan-ketentuan datam kitab-kitzb hukam atau pesaturan perundang-undangsn bukan hukun
dalam arti sebeazmya, melainken sekedar bayang.bayang dari hokum. Berdasarkan pemikiran di
atas, Bagir Manan sampai pada kesimpulan uniuk membedakan antara pengertien “mewwjudkan
hukum pada suatuy perisiiwa konkrit” dengan "hukum dalam arii konkrit”, Yasg pertama Bagir
Manan mengartikan sehagal the law i action, dan yang kedoa diariikan sebagpl the Lving faw,
Meskipun demikian secara kemasyarakatan atau sosiofogis, dua pengertian tersebul dalam anti
sebagai bukum yang nampsk, difihat, alau dislami sebapal hukurm oleh masyacakat, Lihat Bagie
Manan, dalam Ni'matel Huda (ed),Sistem Peradifon Berwibowa (Suatn Pengarar}, (Yogyakarts:
FWUH Press, 26835), him, 82-23,

W wesnadi  Hardjssoemantsd, Hukwm Tota Lingkungon, Edisi Kedelapan, Cetakan
Kedelapan Belas, (Yogyakarta: Gadjs Mada University Pregs, 2608), film. 398359,
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Pendapat para abli bukum di Indonesia bahwa masyarakat ikut berperan
aktif dalam penegakan hukum seperti pendapat Koesmadi Hardjasoemantri
tersebut di atas, dikuatkan lagi dengan pendapat dari Bagir Manan, sebagai
berikut:

“,..masyarakat pun berperan menegakan hukum. Pranats perdamaian (di
desa dan di kota), mediasi di Juar penpadilan, konsiliasi, arbitrasi
merupakan contoh-corioh keikutsertasn masyarakat dalam penegakan
hukum di antara mercka sendirl. Demilian pula dengan sanksi sosial atau
adat, dapat dipandang scbagai bentuk-bentuk penegakan hukurn oleh
masyarakat sendiri,” 2%

-

Perlindunpan terhadap suatu ciptaan dapat dilekukan melaloi kegiatan
penegakan hukum, Sebagaimana kifa ketahni bahwa pencgakan hukum di bidang
hak cipts untuk wilayah hukum DKI Jakarta merupakan tugas dan wewenang
Satuan Indrusti Perdagangan Direktorat Reserses Kriminal Khusus Polda Metro
Jaya (Bat Indag Dit.Reskrimsus PMJ) yang berdasarkan Job Description Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya, membesi wewenang kepada Sat Indag untuk
menyelenggarakan dan membina fungsi Reserse Krimpal Khusus temtama
melakukar penyidikan yang berhbubungan depgan tindak pidans Perindustriar,
Perdagangan, Ekspor-Irpor, Telekomunikasi, Konsumen, Keosehatan, Pangan dan
Hak Atas Kekayaan Intelektval (HKI).

Berkaftan dengan teori legal sysiem yang diajarkan Friedman berarti
kiranva supremasi hukum dapat dilsksanskan jika subsfance, structure, dan legal
culture dapat berialan secara simuitan dan dilaksanakan atau dikopkritkan dalam
suatu tataran yang positif dalem pengaplikastannya. Kemudian jika terkait dengan
pembajakan film, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum akan hak
cipta tersebut sebenarnya terletak pada faktor-fakior yang mungkin
mempengaruhinya, Faktor-faktor tersebut mempunyai arti vang netral, sehingga
dampak positif atau negatifnya terletak pada st faktor-faktor terscbut. Faktor-
fakior tersebut, adalah sebagal berikut :

a. Fakior hukomnya sendiri, vang di dalam tulisan ind akan dibatasi pada

urdang-endang saja, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun

%04 Lihat Bagir Manan, datem Ni'matul Hedz (ed), Sistems Peraditan Berwibawa {Suati
Pengantar;, {Yogyakarta: FII Ui Press, 2005}, him. 34-35,

o6 Universitas Indonesia

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



2002 tentang Hak Cipta;
k. Faldor pencgak hukum, yakni pihak-pihak menerapkan hbukum
tersebut, namun akan lebile digpesifikan lagl terhadap kinerja Polda
Metro Jaya (PMI};
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegaken hukum;
d, Faktor masyarakat, vakni siapa saja masyarakat yang terlibat dalam
pelenggaran pembajakan film;] dan
&, Faktor kebudayaan, yakni bagaimana budaya hukum dari penegak
fukurm dan masyarakat ferkait pemnbajakan film.*
Keluna faktor tersebuat di atas saling berkaitan déngan eratnya, oleh karena
merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur
daripada sfektivitas penegakan hukum,

3.2 Takter-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembajakan Dibidang

Perfilman.

3.2.1 Aspek Undang-Undang

Schagai negara hokum, maka faktor hekum merupakan salah safu aspek
yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum
merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarskat unfuk mengatur
perganlan hidep bersama’® Sehingga hukum dapat berfungsi scbagai sarana
pengimbang perilake maupun tindakan setiap warga niegara, baik #tu pemerintah
maupun warga negara vang diperintah,

Selain itu juga hukum dapat dijadikan pedoman bagi masyarskainya
sehagai rambu- rambo dalam kehidupan dengan kata lain hukum berfungsi
sehagai pengendali sosisl, hal ini sebagaimana vyang dimyatakan oleh R
Abdussalam:*®’

“ Fungsi hukum sebagai alat pengendali sogial untuk menetapkan tingkah
faku mana yang dianggap merupakan penylmpangan terhadap aturan
hukum dan apa sangsi atau tindakan yang dilakukan oleh bukum jika
terjadi penyimpangan tfersebut : dalam melaksanakan fungsi hukum ini

** Soerjono Seekanto, Op.cit, hlm 3,

* Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijckan Penegaken Dan Pengembangan
Hukum Pidana, {Bsndung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal.77.

¥ r_ Abdussalam, Peregakan Hukum: Dilpangan Oleh Polri, {3akarta; Dinas Hukurn
Poiri, 1997}, hal 98,
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bersama-sama depgan pranata-pranata leinnya vang juga melaksanakan

fungsi pengendalian sosial. Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi

hukum jtu ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri dan faktor pelaksana

{orang) bukumnya.”

Marmusia seperti dikatekan Filosof Yunani Kuno Aristoteles, adalah
mahkluk sosial. Dalam perkembangan kehidupannya, terjadi proses yang dimulai
dari terbentuknya kehidupan dalam kelompok, kemudian menjadi bangsa dan
berlanjut pada torbentuknya negara. Proses ini umumnpya didasarkan pada satu
kesamaan tujuan yang terjabarkan dalam suatu norma atau aturan yang disepakati
bersama yang bertolak dari nilai-pilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, baik
nifai-nilai budaya, adar istiadat maupun nilai agama *®*

Norma atau aturan yang telah disepakati dan telah disesual dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemogara untuk meoncapai tujuan dan
cita~cita bersama. Norma fersebut lahu difvangkan dalam suatu sajian yang lebih
konkrit dalam bentuk terfulis dan terkodifikasi secara  sistepnatis  dan
komprehensif, seperti contoh wndang-undang. Di dalam tulisan ini, maks yang
diartikan dengan undang-undang ateu substance dalam art material adalah
peraturan tertulis yang berlako umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun
Dacrab yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam  materiil
(selanjuinya disebut undang-undang) mencakup; *%

1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua wargs negara atan suatu golongan
tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daersh saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberaps azas
yang tujuannya adalah agar supays undang-undang tersebut mempunyal dampak
yang positif. Artinya, agar supaya undang-undang terssbut mencapai tujuenmya,
sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain : *'°
1. Undang-undang tidak berlaku sorut; artinya, undang-undang hanya boleh

diterapkan terbadap peristiwa yang discbut di dalam undang-undang itu
dinyatakan berlaku.

2% Indradi Thanos, Pesregakan Hubkum di ndonesia (Sebuah Analisa Deskriptif), {skarta;
Bina Niaga Iaya, 2008), hal.20-2},

*# Ogcit, Prof.De.Seeriono Sockanto, SHLMA, hal.ll

219 thid, Prof.[3r.Soerjono Soekanto, SH,MA, hal12
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2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Undang-undang yang bersifat khusus menvampingkan undang-undang yang
bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khuaus
wajib  diperlekukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu,
walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-
undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umun,
yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang vang berlaku belakungan, membatalkan undang-undang yang
berlaku {erdahulu, Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di
mana diabur mengenai suaty hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada
undang-undang bary yang berlaku belakangas yang mengatue pula hal tertentu
tersebut, akan tetapi makna afau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan
undang-undeng lama tersebut,

Berbicara mengenal undang-undang ini juga berarti tentang bagaimana

g ~undang ini dapat ditaati secara spontan bukan dengan paksaan, oleh schab
itu hulcam harus mempunyai dagar-dasar berlaknnya yang baik.”'’ Ada tiga dasar
agar hukem mempunyai kekuvatan berlaku secars baik yaitu dasar vuridis,
sosiologis dan filosofis. Dasar inilah yang hendak penulis pergunakan dalam
menyikapi terjadinya pembajakan & bidang film terkait undang-undang
materiilnya.

1. Faktor vuridis (Juridische gelding) sangst penting dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan karena akan mepunjukan:

a. Keharusan adanyz kewepanpan deri pembuat peraturan perundang-
undangan.

b. Keharusan adanva kesespaian beptuk atau jenis peraturan perundang-
undangan dengan materi yang distur, terutama kalan diperintabkan oleh
peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat,

¢. Keharusan mengikuti tata cara terientu,

U Bagic Maoan, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indenesia, {(hakarta; IND-
HILL.CO), 1992), bal. 13.
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d. Keharusan tidak berientangan denpan peratwan yang lebih tinggi
deralatnya atau tingkatannya.

Melihat kegmpat keharusan dalam pembentukan Undang-Undang Hak
Cipta Nomor 19 tahun 2002 temnvata tidak terjadi permasalahan akan faktor
yuridis karena felah dibuat sesuai dengan koridor yang ada hingga terbentuknya
UUHC tersebut,

2. Faktor sosiologis (sociologische gelding) artinmya mencerminkan kenyatasn
 yang hidup dalam masyarakat. Dalam faktor ini diharapkan peraturan
pemnéang:undangan vang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar
akan mempuonyat daya berlsku efektif dan tidsk begitu banysk memerlukan
pengarzhan institusional dalam pelaksannannya.

Melihat faktor sosiologis ini cukup sangat memperibatinkan terkait dengan
pembajakan film tersebut karena masyarakat di Indonesia tidak menganut paham
individualisme seperti yanp dilakukan di negars-negara maju yang sangat
menghormati akan hasil karvae orang lain dan kecenderungan masyarakat di
Indonesia lebih menganut paham komunpalisme vang lebih mengutamakan
kebersamaan dan kurangnya akan penghargaan dari basil karva orang lain,

Seperti yang kita ketabui juga bahwasanya lahirnyz UUHC 1 sebenarnys
merupakan konsekuensi logls akan keikotsertoan negara di dalam kancah
organisasi internasional atau konvensi-kenvensi intermasional sebagaimana yang
telah dibahas pada bab sebelumnya, yvang menvebabkan keharusan negara untuk
membuat UUHC ini dan di samping itu juga karena dengan dibentuknya UUHC
ini diharapkan teriadinya perkembangan di bidang perdagangan, industri dan
investas], Narmun karena UUUHC ini bukan berasal dadl nilai-nilai yang tumbuh di
masyarakat Indonesia yang bersifat komunal maka dari faktor sosiologis ini telah
terlihat babwa UUHC ini telah gagal dalam membendung atau mereduksi akan
pembajakan film tersebut. Hal ini terlihat jelas dengan membaniirnya produk
VD dan DVD bajakan yang ada di bampir semua Mall { Pasar swalayan) yang
ada di Jakarta, bahkan untuk mendapatkan Slm-film terbare  masyarakat Jakarta
dengan mudah dan murah mendapatkannya di berbagai tempat di Jakarta, Seperti
yanp ¢i sampaikan oleh Abdul Bari Azed, Dirjen Hak Kekayaan Intelektual
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Departernen Hukam dan HAM, pada harl Hak Kekayaan Intelektual fabun 2007 di
Jakarta :

* Begitu banyak peredaran produk optical dise seperti VCI,CD dan DVD

bajakan begitu marak di pasar dalam negeri, schingga merugikan pemilik

hak cipta. International Intellectual Property Alliance (IIPA) meagkiaim
bahwa potensi kerugian industri berbasis hak cipta AS di dalam rzegcrl
pada tehun lalu mencapai US$E 205 juta Dalam laporan tahunan IIPA juga

disebutkan tinpkat pembajakan hak cipta baik film, software dan buku di

Indonesia masih relatif tinggi vaitu rata-rata 86,3% dengan rincian film

{92%), musik (80%) dan softlware (87%). Margknya tingkat pembajakan

tethadap karya cipta di dalam negeri mematikan kreativitas seniman dan

membuat Drang maias uptuk " menghasilkan karys szeni seperti film

bermuiy,” 22 .

3. Faktor filosofis yakmi faktor yang timbu! dari harapan masyarakat akan
cksistensi hukum it sendiri, misalnya hukum dibuat unfuk megjamin
keadilan, ketertiban, kesejahteraan,

Melihat faktor im1 vang ditekankan adalah faktor keadilan, ketertiban dan
kescjahteraan yang harus berjalan beriringan. Dapat ditihat bahwasanya jika
dikorelasikan aptara UUHC dan maraknya pembajakan film berarti ketiga elemen
tersebut belum mampu berialan beriringan stap babkan belum biasa dijalankan
dengan baik, schingga pembajakan tefap merajalela dan kecenderungannya
meninggkat tiap tahunnya. Seperti ungkapan Persatuan Artis Penvanyi, Pencipta
Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI) tentang lagu bajakan pada
2007 mencapai 300 juta keping baik, CD, MP3 dan kaset. Apalagi kerugian bagi
negara mencapai Rp 1 triliun, Ketua Badan Anti Pembajekan PAPPRI Binsar
Silalabi usal bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden
Jakarta, memaparkan Kerugian negara berasal dari hilangnye potensi pejak yang
bisa mencapai Rp 1 triliun. “Sementara kerugian artis dan produser mencapai Rp
2,5 tritiun. Jumiah lagu vang dibajak juga lebib besar dari tahun 2006 vang

sebesar 400 juta keping,” kata Binsar,”

M2 Sambutan Abdnl Bari Azed, Dirjen Hak Kekaysan Tatelektual i}&;zartemen Hukwm
dan HAM pada hari Hak Kekayaan intelektua, pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 di Jakarts.
" Laporan tahuanan Sekien Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Missik
Rekaman Iadonesia (PAPPRI} Hinsar Silalahi pada Hari Ulang Tahus PAPPRI ke § di Hotel Sari
Pan Pasific Jakarta .
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Kemudian jika digali lebih lanjut mengenai substansi dari UUHC yang
mepant penulis menyebabkan kecenderungan atan frend pembajakan semakin
merajalela, hal tersebut dapat dilihat darni:

1. Tindak pidana di bidang hak cipta sebagaimana diator dalam Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2002 merupakan tindak pidana vang ancaman hukumannyz
rendah dan tidak berlaku kepada pengusaba penyedia tempat penjualan prodek
bajakan. i

Hal ini menyebabkan adanya kebebasan bagi para pengussha ataupun
korporasi untuk menyediakan tempat usahanya scbagal tempat diperjual
belikannya produk VCD dan DVD bajakan, Seperti hasil penelitian penulis
yang melaknkan wswancara dengan Koordinator Operasiona!l Rato Plaza
Jakarta yang meagatakan :

“ Pegjualan COHVCD dan DVD bajakan vang ada di Ratu Plaza,

bertujuan untuk meningkatkan animo pembell untuk datang ke Ratu

Plaza terutama warga asing yang tinggal di apartemen-apartemen di

sckitar Raty Plaza. Disamping #tu belum adanys undang-undang atan

peraturan yang dapat dikenakan kepada pengusaha penyedia tempat
pemuaian  CD,VUD dan DVD bajakan, jadi tenang aja paling-paling

Polisi hanya mau mepyits saja dan baik penjual bahkan kami para

pengusaha tidak akan ditangkap pak Polisi.....”

Begitupun ancaman hukuman yang berlaky pada UJUHC tashun 2002
hanya lima tahun, namun pada pelaksanasnnya hukuman pare pelaku tindak
pidana di bidang Hak Cipta hanya beberapa bulan saja, ifupun tidak
menyentuh kepada para pengusaha penyedia tempat penjualan VI dan DVD
bajakan bahkan tidak menyentuh pada pengosaha pabrik pembuat produk
bajakarn tersebut.

2. Perbedaan persepsi ini terutama dalam hal pemenuhan unsur pidana yang
menpgharuskan pembuktian pemegang hak cipta. Sebagaimana disampaikan di
atas bahwz dengan diklasifikastkan Undang-Undang Nomeor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta sebagal delilk umum maka ada beberapa tujuan yang
menjadi harapan dengan diberlakukannya undapg-undang tersebut antara lain :
1) Dapat memberikan perlindungan kepada para pemegang hak cipts;

2} Memberikan efek jera terhadap pelaky;
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3) Dapat menimbulkan kepercayaan publik terhadap peran Polri terutama dari
para pemegang hak cipta atas film-film tersebut dengan tindakan pro aktif
tersebut;

4} Adanya kesempatan untuk menimbulkan kepercayaan dari dunia
internasional dengan pelaksanan operasi-operasi penindakan,

Tetapi pelaksanaan [Indang-Undang Hak Cipta tersebut rupanya tidak
bisa berjalan semulus yang diharapkan, terutama bagi penyidik yang
mempunyai kewenangan untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana
hak cipta terhadap perdagangan film bajakan,

Hasil pengamatan di Jepangan yang dilakukan oleh penulis,
menunjukkas adanya ketentuan perundang-undangan hak cipta yeang secara
teknis menjadi hambatan terhadap proses penyidikan. Hambatan fersebut juga
dikuatkan dengan adanya ketentuan dalam beberapa pasel dalam UUHC yang
memberikan keleluasaan bagi para pencipta untuk tidak mewajibkan para
pencipta untuk mendaftarkan hasil ciptaannya ke Dit Jen HKI.

Seperti contoh sebugaimana yang diatur dalam beberapa pasal dalam
UUHC tahan 2002, antara lain @

Pasal 2 yang berbunyi

“ HMak Cipta merupakan bak ekslusif bagt Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta untuk mengumumkas atav memperbanyek Ciptaanya yang timbul
secara olomatis setelah suatu Ciptaan dilahirkan tanps mengurangi
pembatasan menwut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.”

Pasal § yang berbunyi

{1) Kecuali terbukti sebaliknya, vang dianggap sebagai Pencipta
adalah ;
a. Qrang vang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciplaan
pada Direktorat Jenderal ; atan
b. Orang yang namanya disebut dalam Ciptean atau dinmumkan
sebagai Pencipta pada sebuah Ciptaan.

Pasal 35, ayat 4 yang berbunyi :

1)  Direkiorat Jendral menyelangparakan pendaftaran Ciptaan dan
dicatat dalam Daftar Umum Ciplaan.

2} Ketentuan tentang pendaflaran secbagaimana dimaksud pada ayat 1
tidak merupakan kewsajiban untuk mendapatkan Hak cipta.
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3)  Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri atau petikan
dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.

4) Ketentuan tentang pendaflaran sebagaimana vang dimaksud
dengan ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan
Hak Cipta.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 , 5 dan pasal 35 ayat 4 UUHC bahwa
ciptaan itu dilindungi sejak ciptaan itu dilahitkan dan divmumkan dalam
bentuk yang nyata, selain itu tidak adanya kewajiban bagi para pencipta atau
pemegang hak cipta untuk melakukan pendafiaran atas ciptaannya ke Dit Jen
HKA.

Pasal ini juga dikuatkan dengan adanya penjelasan dalam Buku Panduan
Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal HKI Dep.
Kehakiman dan HAM RI yang menyatakan bahwa perlindungan suatu ciptaan
timbul socdra otomatis sgjak ciptaan fu diwajudkan dalam bentuk yang nyata,
Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak
cipta nmamun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang
mendafiarkan ciptasnnys akan mendapat surat pendafiaran ciptasn yang dapat
dijadikan sebagai alat bukti awel dipengadilan apabila timbul sengketa
dikemudian hari terhadap cipiaan tersebut.

Karena tidak ada kewajiban mercgistrasi maka seseorang pencipta jarang
mendaftarkan karya ciptanya kepada Direkiorat Jenderal HKI, sehingga hal ini
sangat menyulitkan bagi penyidik Sat Indag untuk mencari siapa pemegang hak
cipta atas karya filrn tertentu.

Kenyataannya dalwn tataran {eknis penyidikan pasal 2, beserta
penjelasannya ini, Polisi mengalami kesulitan unfuk menentukan siapa
pemegang hak cipta yang menjadi korban atas pelanggaran tersebut, schinggs
hal ini sangat menyulitkan bagi penyidik untuk memenuhi unsur pidana stapa
pemepang hak atas ciptaan tersebut scbagaimana tuntutan yang harus dipenuhi
dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
yang mengatur tentang sangsi pidana bagi para pelaku pelanggaran hak cipta,
Hal ini juga menjadi alasan bagi penuntut wrnum (jaksa) untuk mengembalikan
berkas perkara yang diainkan oleh penvidik.
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3, Selain itu dalam UUHC tidak mengatur adanya ganksi bagi pembeli barang-
harang bajakan, dalam hal ini para konsumen yang hanya membeli barang
bajakan tersebut untuk kepentingan pribadi,

4, Disamping itu juga menyangkut ketentuan pidananya baik pidana penjara
dan/atau denda maksimal yang dirasakan masih kurang.

Jika melihat dari sisi hukuman bagi pelaku terlihat masih dirasakan
kurang, sehingga menyebabkan kefidak efektifan akan UUHC tersebut dan juga
tidak menyebabkan efek jera terbadap pelaks terlebih apabila pelaku tersebut
merupakan pelaku usaha dalam skala besar, di mana pelake usaba tersebut telah
meraup keuntungan yang sangat besar melebihi denda maksimal dari UUHC ini,
maka pelaku usaha tersebut depgan mudahnya membayar denda maksimal itu.
Sehingga menarut penufis alangkah lebih bijaknya apabila tindak pidava
pembajakan fim tersebut yang dilakukan oleh pelaku usaha dilihat terlebil dabuty
akan seberapa besarnya kerugian Negars yang diderita darl pembajakan tersebut
dan sebesar tu pulalah yang harus dibebankan oleh pelaku usaha tersebut.

3.2.2 Aspek Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “pencgak hukumn” adalah luas sekali, olech
karena mencakup mereka yang secara langsung den secara tidak langsung
berkecimpung dibidang penegakkan hukun  dan  penegak hukum  jike
dildentifikast terhadap ajaran atau teori Friedman berarti berbicara mengenai
tatanarn: structure. Dalam penegakan hukum hak ¢ipta pada hakikatnya bukum
bukan merupakan kaidah vang bebas nilai karena mantaat dan  ketidak
manfaatanya semata-mata tergantung kepada manusia yang menjadi pelaksananya
atau. orang vang melaksanakannya. Dalam hal ini, meskipun sudah dibuatkan
perangkat bukumnya oleh pemerintah yakni UUHC tetapi apabila pelaksanaanya
tidak konsisten dalam hal im Polri scbagai salah satu aparat penegak hukum,
disamping aparat kejaksaan, aparat kehakiman, aparat bea cukail dan aparat Dit
Jen HKI tidak eptimal menjalannya maka hukum juga tidak akan berdiri tegak.
Sehingga peran, kinerja, sikap, tindakan aparat dalam menegakkan hukum
menjadt fakior penentu yang paling utama untuk mengukur keberhasilan tugas

yang diembannya.
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Di dalam sul: ini, maka yang dimaksudkan dengan penegakan hukum akan
dibatasi pada kalangan yang secara langsong berkecimpung dalam bidang
penegakan hukum yang tidak banya mencakup “law enforcement”, akan tetapi
jupa “pace maintenance ™ " Namun penulis hanya membatasinya dalam perapan
tugas Kepolisian, Kejsksaan dan Pengadilan,

Masalah peranan dianggap penting, cleh karena pembahasan mengenai
hukom lebih banyak tertuju kepada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka,
maka diskresi menyangkut pengembalian keputusan yang tidak sangat terikat oleh
hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakkan
bukum diskresi sangat penting, oleh karena:*!*

1. Tidak ada perandang-undangan yang sedemikian lengkapnya, schingga dapat
mengatur semua perilaia manusia;

2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyecsuvaitkan perundang-undangan
dengan perkembangan-perkembangan di  dalarn  masyarakat, sehinpgga
menimbulkan ketidak pastian;

3. Kuranya biaya uniuk menerapkan perundang-undangan sebagaimans yang
dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;

4. Adanya kasus-kasus individuzl yang memeriukan penanganan secara khusus.
Diskresi diperfukan sebagai®'® pelengkap daripada Azas Legalitas, yaitu Azas

Hukuimn vang menyatakan, bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara

harus berdasarkan ketertuan undang-undang. Pada “diskresi” uwodeng-undang

hanya menetapkan batas-batas, dan administrasi negara bebas mengambil
keputusan apa saja asalkan tidek melampaui atan melanggar batas-batas tersebut.

Pada “diskresi terikat” undang-undang menetapkan beberapa alternatif, dan

adiministrasi negars bebas memilil saleh satu alternatif

Diskresi yang disalah artikan oleh aparat penegak hukem yang tedadi
Kepolisian, adaleh sebagal berikut, seperti ;

g.  Meminta Bantuan Dana Penyidikan

W suerjone Soekanto, Loc ot him.13.

M5 Wayns LaFave, The Decision To Take o Suspect Into Custody, {(Boston: Little, Brown
and Company, 1964), dalam Soerjone Sockande, f5id him 1§

% prajudi Atmosudirdjo, Hwkum Administrasi Negara, {¥akarte: Ghaliz Indonesia, 1983),
dalam Soerjono Soekanio, 16id.
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Salah satu faktor vang mempengarahi profesionalitas penyidik
Sat indag sehagai salah satu aparat penegak hukum di bidang hak
cipta yang seharusnya memiliki integritas dan moralitas yang baik
adalah meminta bantuan dana penyidikan. Meminia bantnan dana
penyidikan ini bukan berarii tidak memiliki alasan bagi para
penyidik Sst Indag sebab masalah dana penyidikan yang
dialokasikan dan diberikan kepada Sat Indag ternyata tidak
mencukupi dan cenderung tidak transparan, hal tersebut sebagaimana
vang diungkapkan oleh Kasat fndag AKBP Golkar Pangarso, SH MU
dalar wawancara berikut ;

* Dang penyidikan vang diterima secara kescluruhan oleh
Sat Indag uotuk melakukan penyidikan yang menjadi
tanggungiawab dan wewenang Sat Indag, sebesar Rp.
5.000,000,- per 1 {satu} kasus dao selama 1 tahun
anggrannya di batasi hanya 50 kasus atau  setahun
Rp.250.000.000. Namun Sat Indag dalam tahun 2008 sudah
menangani sekitar 200 kasus sehingga kekwrangan dapa
penyidikan dipenuhi dari kermampuan anggota Sat Indaeg
mencari dana penyidikao dari bantuan masyaraist.”

Dalam rangka penpungkapan kasus-kasus tindak pidana
hak cipta yang berkaitan dengan perdagangan VCD/DVD film
bajakan, blaya yang diperfukan sangatinh besar terutama untuk
kegiatan penyvelidikan seperti biaya transportasi, komunikasi dan
akomodssi sebab perdu kita ketahul babwa untuk melakukan
penyelidikan dalam rangka pengungkapan kegiatan produksi
VCD/DVD filmn bajakan ini memerlukan personil yang cukop dan
wakiu yang cukup lamm sehingga hal ini mengazkibatkan biaya
yang diperfukan cukup besar.

Kondisi tersebut juga disampaikan oleh beberapa penyidik
Sat Indag, dimana salah satu penyidik Sat Indag AKP. Baharudin
dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa :

“ Dana operasional dalam rangka penyelidikan terhadap
tindak pidana hak cipta vang Tberkaitan dengan
pengungkapan  kasus  VCD/DVD  film bajekan
membuiubkan biaya vapg besar, terutama dalam ishap
penyelidikan untuk mengungkap tewpat-tempat produksi
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atau pabrik-pabrik pengganda yang situasinya sangat
tertutup sechingga membutuhkan waktu sampai berhaci-hari
untuk bisa masuk kedalam pabrik tersebut karena penyidik
akan menunggu sampai ada peluang untuk masuk ke dalam
pabrik. Biaya ini amara lain untuk transportasi, makan,
minum, rokok, dan lain-lain Untuk penyidikenpun kami
membutuhkan dana yang cukup besar, seperti contoh untuk
transportasi, biaya beli tinta, kertas, den membayar saksi
ahli. sehingga untuk membiayai kegiatan penyelidikan dan
penyidikan biasanya kami akan kordinasi dengan pelapor.

Sedangkan kalau tidak ada pelapornya va. menunggu

kebijakan pimpinan saja...”

Sehingga penvlis dapat mengungkapkan ada beberaps cara
yvang digunakan oleh penyidik Sat Indag untuk meminta bantuan
dana penyidikan dimana cara.cara tersebui biasanya digunskan
terhadap kasus-kasus tindak pidana hak cipta yang dilaporkan oleh
pemegang hak ity sendiri. Dimulai saat korban melapor biasanya
penyidik Sat Indag sudab meminta bantuan untuk  biaya
administras:. Disamping itu kadang kala penyidik pun meminta
bantuan dari para pengusaha atau pabrik-pabrik VCD dan DVD
yang scbenarnya pabrik-pabrik terscbut sering  melakukan
pembajakan, mamun adanya “upeti” atau semacam sumbangan
untuk dana operasional dalam rangks melakukan penindakan
anggota Sat Indag di japangan terutama  penindakan terhadap hasil
bajakan dengan menggunskan alat duplikartor yang relatif kecil
bila dibandingkan dengan hasil bajakan buatan pabrik.

Hal lam vang dapat diungkap penulis bagaimana cara
penyidik meminta bantuan dana penyidikan yakni dengan cara
penyidik Sat Indag bemegosiasi dengan para tersangka meogenai
penerapan undang-undang, masalah penahanan dan pengeksposan
terhadap kasus yang sedang dihadapi. Seperti percakapan antara
penvidik dengan tersangka sebagaimana yang diungkapkan oleh
salah tersangka kasus VCD/DVD film bajakan, terssngka DR.
menyatakan bahwe :
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Penyidik :

™ Eh, kamu tau nggak sanksi pelanggaran tindak pidana bak
cipta ini cukup berat dan dendanya besar dan kalau melihat
ancamannya kamu Dbisa says {shan karena ancamannya
lebih dari § tahun? Ape kamu maun di taban, ? Kslo va
nggak jadi masalah....”

Tersangka

” Tolonglah pak, kalo bisa saya jangan sampai ditahan,

kalan bisa pakai pasal yang ringan-ringan aja dan jangan

dickspose, jadi kira-kira berapa yang harus saya siapkan...”

QGertakao-gertakan  penyidik  seperti pada  wawancara
dengan tersangka tersebut amumnya tegjadi terhadap kasus-kasus
yang menjadi temuan penyidik itu sendiri. Sedangkan apabila
kasus tersebut merupakan hasil laporan pemegang hak cipts,
biasanya penyidik Sat Indag akesn menyidik kasus terscbut
cenderung proposional dap penyidik cenderung untuk tidak
bermain mata dengan pihak tersangka.

Sebagaimana contoh pada kasus yang dialami oleh Bpk.
DR, penyidik menggeriak kembali kepsda tersangka, padahal
penyidik Sat Indag cukup pabam bahwa kasus tersebut tidek bisa
diterapkan dengan UUHC karens pada dasarnys penyidik akan
mengalami kesulitan untuk menghadirkan pemegang hak cipta atas
film-film tersebut.

Gertakan lain yang dilakukan penyidik Sat Indag antara kin
agar tersangka bersedia melakukan negosiasi untuk tidak difakukan
penahanan, sehingga tersangka mengeluarkan sejumiah dana untuk
membantu dana penyidikan. Pada kasus vang hampir serups, foga
diternut penulis saat salah seorang penyidik Sat Indag melakukan
penyidikan kasus yang merupakan temuan penyidik Sat Indag yang
pada dasarnya penyidik tidak akan menerapkan UUHC karena
mengalami hambatan untuk menghadirkan pemegang hak cipta
vang berdomisili di luar negeri schingga hal ini memberikan
peloang penyidik untuk menskut-makuti tersangks yang tidak
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mengerti hukum agar mau berkoordinasi masalah penahanan
“atanpun tawar menawar pasal.

Kondisi-kondisi demikian sering terjadi di Sat Indag guna
memenahi kebutuhan dana dalam rangka kegiaten penegakan
hukum di bidang hak cipia yang sedemikian kompleks.

. Intervensi Kasus

Pada kasus tindek pidana hak cipta yang berkaitan dengan
kasus perdagangan VCIY/DVD film bajakan, kecenderungen Jain
vang sering terjadi adalah mesalah intervensi, dimans infervensi
kasus wmumnya dilakukan untuk mepunta kasus tersebut
dibentikan penyidikan atau meminta penangguban penahanan.

Bentuk intervensi vang banyak dialami oleh penyidik Sat
Indag dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana hak
cipta yang berkaitan dengan perdagangan VCOIY/DVD film bajakan
blasanya dimulai dari perintah atasan langsung vang mendapat
intervensi dari para sgnior yang berdinas di luar Dit Reskrimsus
PMJ, seperti Mabes Polri, TNI, bahkan ada juga dari pemerintah
dan DPR. Selain itu ada jugs dari para peiabat yang menghubungi
langsung kepada penyidik atau anggota-anggota Sat Indag.

Sebagaimana hasil penelitian terhadap contoh kasus ke 2,
hasil pelaksanaan operasi penyvidik Sat Indag di komplek
pertokoan/ mall RP dimana hasil dari penindakan tersebut didapat
4 {empat) tersangka antara lain DR, RK, RS dan YK, tetapi hasil
penelitian dokumen temyata baru 3 berkas perkara yang dilakukan
penyerahan ke kejaksaan yaitu berkas perkara atas nama DR, RS
dab RK, sedangkan berkas perkara atas nama YK belum
diseralikan ke kejaksaan.

Kondisi tersebut didapat oleh penulis ketika melakukan
wawancara kepada Kanit 2 Kompol Jaenudin, dimana vang
bersangkutan menyatakan sebagai berikut

110 Universitas Indonesia

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



“ Pada dasarnya (para senior atau dari rekanan atasan kami
baik dari berbagai lapisan antara lain Mabes Polri, TN,
bahkan ada yang dari pemerintahan dan DPR yang minta
pertolongan kepada atesan saya dengan alasan bahwa
tersangks adalah teman yang sering membantu biaya
operasional dari kantor para senior yang berdinas di tempat
yang kurang basah atau ada juga yang dinkui sebagai
keluarganya...”

Yang lebih ironis lagi, masalab inlervensi kasus ind
kadangkals bisa mengakibatkan terjadi tindakan penyidik yang
mermutar balikan fakte, dimana status saksi bisa menjadi tersaougka
atau sebaliknys, bahkan ada juga keinginan unfuk tidak melakuican
penyidikan dimape hal ini demi mengikuti keingipan sesecrang
yang mungkin memiliki kekuasaan maupun faktor kedekatan
tethadap pimpinan penyidik Sat Indag.

Diskriminasi Penyidikan

Kegiatan penindakan terhadap tindak pidana hak cipia yang
ditakukan penyidik umumnya memperhatikan siklus perdagangan
VCD/DVD film bajskan dant hule sampai hilie. Dimana sikdus
diawali dari kegiatan memproduksi VCD/DVD fitm bajakan oleh
produsen (pabrik pengganda), diteruskan kepada para distributor
kemudian kepada pedagang dan yang terakhir kepada kopsumen.

Penindekan vang dilakukan oleh Sat Indag kadangkala
dapat mengungkap scluruh peredaran/perdagangan dari hulu
sampal bilir, tetapt dalam proses penyidikan hiasanya terdapat
diskriminasi atau perlaknan  Khusus kepada para pengussha
{pemilik pabrik), distmibutor dan pedagang, yang jelas-jelas
mempunyai vang schingga hal inilah yang menimbulkan terjadinya
diskriminasi penyidikan.

Pemilik pabrik pengganda VCD/DVD film  bajakan
biasanya skan mendapat perlakuan lebih istimewa dikarenakan
adanva kebiasan dari para pemilik pabrik (pengusaha) ataupun

distributor yang secara proaktif memberikan setoran bulanan,
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maupun setoran yang sifatnya insidentil seperti menjelang hari
Raya kecagamaan, mutasi pimpinan, hari Bhayangkarz bahkan
alasan melanjutkan pendidikan anggota Sat Indag. Bentuk
diskriminas: tersebut antara lain dengen fidak  dilakukan
penangkapan, penmyitaan penahanan atau perbedaan  saat
melakukan pemeriksaan.

Padahal dari observasi yang penulis lakukan, dalam hal-
hal terientu apabila ada perintah untuk melakukan penindakan
terhadap para pemilik pabrik pengganda tersebut, baik itu perintah
dari atasan meupun adanya lsporan dari pemepang hak cipta,
penyidik Sat Indag tetap akan melskokan penindakan kepada
pemilik pabrik tersebut, hanys saje dalam proses penindakan
maupun penyidikan akan diperlakukan berbeda lavakpya tersangka
fain.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah sata pengusaha
pemilik pabrik A, yang dilakukan penindakan oleh Unit 2 Sat
Indag dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ Untuk supaya lebih aman aja, ya kita harus koordinasilah
Pak..! Biar kalau kena operasi nggak dipersulit, minimal
kita nggak di tahan dan barang bukti tidak disita semuanya
ataw kita bisa nego pasal yang mau diterapkan..”

Selain itu seringkali penyidik Sat Indag menggunakan
kewenangannnya untuk melakukan penyiksaan secara peikis
khususnya terhadap para tersangka denpan menakut-nakuti dengan
bentuk ancaman-ancaman.

Hal ini seperti diungkapkan peneliti kepada salah sato
tersangka N vang menyatakan ;

* Kalau pedagang kecil seperti kami, kalau kena operasi
past: ditahan, bahkan ekspose di TV..selain ito polisi
sering menakut-nakuti akan menerapkan Undang-Undang
Hak ¢ipta yang sanksinya begifu berat kepada saya, pamun
bila vang tertangkap adalah Bos besar, pasti penyidik hanya
menerapkan Undang-Undang Perfileman saja vang sangsi
pidananya sangat ringan.”
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Ungkapan ini merupakan hasil wawancara penulis kepada
salah satu tersangka pedagang VCID/DVD di kaki lima, dimana
mereka datang ke Jakarta hanya untuk mengadu masib,

. Penggelapan Barang Bukti. .

Sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, pada dasanya
penyidik akan mengalami kesulitan apabila menerapkan UUHC
terhadap fersangka vang melakukan penggandaan dan perdagangan
VCD/DVD film bajakan sehingga untuk mengantisipasi kesulitan
tersebut maka penyidik akan meperapkan UU lain, seperti contoh
apabila hasil operasi penindakan yang dilakukan oleh penyidik Sat
Indag mendapatkan beberapa jenis VCD/DVD film dari berbagsai
jenis seperti film Indonesia, film asing dan film porno maka untuk
memudahkan proses penyidikannya. Biasanya penyidik Sat Indag
akan menerapkan pasal 282 KUHP saja, schingge barang bukti
VCD/DVD film pomo saja yang diajukan schagai barang buokti,
sementara barang bukti yang lain tidel. Karena apabila penyidik
menerapkan UUHC dengan barang bukti VCD/DVD film tersebut
maka penyidik gkan mengalami hambatan dalam menghadirkan
pemegang hak cipta atas film-film tersebul schingga akhimya
hanya barang bulti film porno saja yapg diajukan sebagai barang
bukti dalam berkas perkara penyidikan, bahkan kondisi ini dapat
dijadikan alasan bagi penyvidik untuk meminta uang kepada
tersangka karena penerapan pasal hanya sebatas pasal-pasal di luar
Undang-Undang Hak Cipta vang dianggap memberikan saoksi
begitu berat.

Sebagai hasil wawancara kepada AKP Stioro terungkap

hahwa :

* Kami mengalami kesulitan untuk menyidik kasus tindak
pidana hak cipta apabila tidek diketahui siapa pemegang
hak ciptanya sehingga kalau hasil operasi didapati barang
bukti berupa VCD atau DVD film bajaskan dan 2da
VCD/DVD pomonya maka yang kami ajukan sehagai
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barang bukti hanya VCD/DVD pomo saja. Karens kalau
barang bukti VCI film tetap digjukan sebagai barang bukti
skan menjedi pertanyaan bagi jaksa vntuk membuktikan
siapa pemegang hak atas film-film  tersebut. Daripada
berkas perkara dikembalikan oleh jaksa, lebih baik kita
sidik yang pasti-pasti aja lah...”

e. Uang Jaminan Penangguhan Penahanan

Menurut observasi penulis yang di lakukan di kantor Sat
Indag, dalam proses penyidikai kasus perdagangan VCD/DVI:
film bajekan terkadang tersangka dilakuksn penahanan honys
sekedar untuk mendapatkan vang atau meminta kompensast pada
sast keluarga tersangka meminta penangguhan penabanan.

Sikap tidak profesionalnya petugas adalah berkaitan dengan
vang jaminan penangpuhan penabanan. Apabila mengacu kepada
Hukum Acara Pidana, pasal 35 ayat {1) menyatakan bahwa vang
jgminan penangguhan penshsnan yang ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan disimpan di
Panitera Pengadilan Negeri. Pada keoyatasnmya penyidik fidak
pernah menyimpat uang penangpguban penahanan di Panifers
Pengadilan tetapl yang dimaksud uvang peoangguhan yaitu uang
atas kebijaksanaan penyidik untuk memberikan pemsngguhan
penahanan bagl tersangka.

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu
tersangka SP yang dilakekan pepzhanan atas perkara perdagangan
VCD/DVD porne dimana Tsk. 8P dimintai sejumiah vang untek
penangguhsn penahanan, ietapi wang tersebut tidek dijadikan

sebagai jaminan penangguban penahanpan.

? Pak kalau bisa tolong, saya minta penahapan saya
ditanggohkan, nanti saya siapkan dananya,... ?
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Ungkapan-ungkapan demikian merupskan bentuk yang
sering dilontarkan c¢leh para tersangka yapg berppaya untuk
meminta pepangguhan penshanan.

. Mengutamakan Keordinasi Hegal.

Bentuk-bentuk koordinasi illegal vang sering dilakukan
oleh penyidik Sat Indag terutama dalers rangka memperlancar
proses peteriksaan berkas oleh Jaksa Peruntut Umum. Koordinasi
int biasanya dalam bepfuk pemberian uang kepada aparat
kejaksaan atau instansi terkail seperti saksi ahli Hak Cipta dari
Diinjen HKI.

Penyidik Sat Indag melakukan koordinasi demikian karepa
pada dasarnya karenn penyidik memiliki keraguan terhadap isi
kelengkapan Berkas Perkara tersebut baik secara material maupun
formil, sehingga hal tersebut wmenimbulkan kurang percavanye
penyidik Sat Indag apabila berkas yang dikirim kepada penunfut
umum {jaksay akan dikembalikan dengan alasan belum lengkap
{P18) schingpa univk memenuhi kekurangan tersebut biasanya
jaksa akan memberikan petunjuk mengenal kekurangan dari Berkas
Perkara tersehut (P 19).

P19 atau petunjuk dari jaksa terkadang dijadikan scbagai
hal yang mempengarohi kredibilitas seorang penyidik atau adanya
penilaian ketidak profesionsian seorang penyidik sehingga untuk
mengantisipasi hal terschut maka penyidik Sat Indag menggunakan
bentuk-bentuk koordinasi yang ilegal dengan cara memberikan
sejumiah uang kepada Jaksa Pepuntut Urmim agar menerima
berkas perkara yang diajukan penyidik dan dinyatakan lengkap
(P21} atau berkoordinasi dengan saksi ahli agar mengikuti
keinginan penyidik.

Hal mi diperkuat dari hasil wawancara kepada Kanit 2 yang
menyatakan bahwa :
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* Kalau rmau berkas perkara yang kita ajukan ke jaksa
bisa lancar sebaiknya kita lakukan koordinasi dengan
mercka, kalan perlu ya kasihlah sedikit wang kepada
joksa supava mereka tidsk terlalu  mencari-can
kekurangan hasil penyidikan..”

Bentuk koordinasi ini tidak menutup  kemungkinan
disebabkan adanya pemutar balikan fakia hukum yang sebenarya
schingga hal ini bisa sangat merugikan bagi tersangha yang
sebarusnya perlu pembuktian lebib lanjut terhadap kasusnya,

1.2.3  Aspek Sarana atau Fasilites

Agpek ini merupakan aspek pelengkap untuk berjalannya penegakan
hukum, tanpa adanya sarana atau fhsilitas fertenfu, maka tidak mungkin
peregakan hukum akan berlangsung demgan lancar. Jike dikorelasian antars
sarana atau fasilitas dan pembajakan akan film berarti bagaimana kelengkapan
Kepolisian dan menyikapi pembajakan dikaitkan dengarn sarana atau fasilitas yang
dimilikinya apakah telah atan belum memadai dalam memberantas pembajakan,
Sarana atau fasilitas ini, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan
dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang
cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu fidak terpenubi, make mustahil penegakan
hukum akan mencapai tujuannya.

Dengan demikian dapatiah disimpulkan, bahwa sarana siau fasilitas
mempunyal peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa
adanys sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum
menyelesaikan peranan yvang seharusnya dengan peranan yang aktual, Khususnya
untuk sarana atau fasilitas forscbut, sebaiknys dianut jalan pikiran, sebagal
berikut:*"”

A. Yang tidak ada — diadakan yang baru,
B. Yang rusak atau salah — diperbaiki atau dibetulkan,
C. Yang kurang — ditambah,

7 phid Prof.Dr Soerjono Soekanto, SH,MA, hal 33

116 Universitas Indonesia

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



D. Yang macet — dilancarkan,
E. Yang mundur atau merosot — dimajukan atau ditingkatkan,

Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Sat Indag Polda Metro Jaya, bisa di
bilang sangat minim, karena di Sat Indag tdak memiliki alat kbusus untuk
mengungkap adanya persbajakan, para penyidik masih menggunakan cara
konfensional dalam melskukan proses penyelidikan dan penyidikan. Hasil
ohservasi penulis terhadap kinerja anggota Sat Indag dalam melakukan
pengungkapan hasil VCD/DVD bajakan baik yang digandakan atau dibvat oleh
pabrik VOIYDVD atanpun dengan menggunakan alat duplikator, semua itu
diungksp melalui adanya laporan masyarakat atau informan vang dibayar oleh
penyidik. Setuan Indag tidak mempunyai slat khusus dalam  melakukan
pengintaian, pengamatan, pembuntutan dan penindakar di lapangan. Hal ini
sangat memprihatinkan dengan perkembangan teknologi yang sangat moderen
yang dimiliki oleh para pembajak df pabrik-pabrik, Dart hasil wawancara dengan
tersangka pembajak film yang berhasil ditangkap atas nama ASENG,
mengatakan:

“ Di pabrik saya terrekam dengan 10 (sepuluk) kamera CCTV baik di
dalam dan diluar pabrik jadi bila ada orang asing atau tidak dikenal berada
di luar pabrik, maka dengan cepat mesin pengganda dapat dimatikan
dengan cepat, selain o dalam pabrik dibuatkan sebuah tempat khusus di
bawah tanah seperti bungker yang dapat dibuka tudup secara otomatis,
sehagai fempat penyimpanan VCD/DVD bajakan, schingga bila ada
operasi Kepolisian tentunya pabrik saya akan selalu aman,”

Ungkapan-uogkapen demikian merupakan hasil wawancara penulis

dengan tersangka pada saat tersangka masih dalam proses peayidikan.

3.2.4 Aspek Masyarakat

Faktor lain yang dapal mempengaruhi penegakan ikum hak cipta berasal
dari masyarakat sendiri, dimana pengarch tersobut dapat menjadi suatu pengareh
positif yang dapat membantu/mendukung upaya penegakkan hukum hak cipta,
tetapi juga pengarub negatif yang dapat memperlemsh upaya penegakan hukum
hek cipta ity sendiri. Adapun kategori masyarakat dalam penelitian ini penulis
menbagi menjadi 3 bapian, yakni
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Kelompek Masyarakat Pemepang Hak Cipta.
1. Faktor-faktor positif,
Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak
Cipta, para kelompok masyarakat pemegang hak cipta lebih proaktif untuk
mendaftar sebagai anggota asosiasi dan mendaftarkan ciptaaonya ke Dit Jen
HX1, dan yang lebih menarik lagi adalah kelompok masyarakat pemegang hak
cipta umumnya bersedia hasil produksinya dipotong 15% untuk diberikan
kepada asosiasi yang dipergunakan untulc mendukung kegiatan penegekan
hukum di bidang hak ¢ipta. '
2. Faktor-faktor negatif
Sedangkan faktor negatil dari pemegang hak cipta yanp didapat dari

~

proses pengalihan adalah dirmena pemegang hak cipta yang diberi hak untuk

mengpandakan'memperbanyak cenderung melebih kontrak kerjasama adalah ;

a. Keinginan untuk mendapatian keuntungan vang sebesar-besarnya tanpa
mengikuti prosedur sehinpggs mengakibatkan film bajgkan yang tidak
membayar pajak dan tidak lolos sensor banyak beredar, bal ini disebabkan
karena pemegang hak cipta menghindari pembayaren rovalti kepada
pemegang hak pertama.  Kecenderungan lain  adalah  menghindari
pembayaran pajak kepada negara dan asosiasi,

b. Fakior negatif lainnya adalah para pemegang hak cinta tidak memilik:
keingiman mendaftarkan karya ciptanya ke Dit Jeo HKI sehingga hal ini
gkan menyulitkan jika polisi berhasil melakukan penindakan terhadap
pelanggar hak cipta, untuk membukiikan uneur hak seseorang yang
dilanggar,

¢. Para pemegang hak cinta cenderung melibat kasus dari aspek kerugian
finansialnya sehinggs Jebih mengutamakan tuntutan ganti rugi dan
torsangka ataupun pelaku, Para pomegang hak cipta apabila laporannya
sudah dilakukan penindeken oleh penyidik maska rmercke cenderung
melakukan upava damai kepada fersangke dengan membuat suatu

perianjian untuk membayar sejumlah kompensasi dari tersangka.
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Kelontpok Masyarakat Produsen.
1. Faktor-faktor Positif
Faktor yang bersifat positif dari kelompok masyarakat produsen film

yang memiliki usaha penggandaan/memproduksi atau distribusi film resmi pada
hakekatnya sangat mendukung diberlskukannya UUHC karena di UUHC
tersebut, otomatis memberikan periindungan dan kepastion hokum terhadap
¢iptaanya dan hasil produksi penggandaannya yang sudah berupa VCIVDVD.
Mercka mendaftarkan ke asosiasi film-film yang menjadi hak ciptannya.
Keberadaan produser: resmi ini akan membantu mempromosikan Repada para
pemegang hak cipta di kuar negen uniuk menggandakannya kepada produsen ini
di Indonesia, sehingga memberikan pemasukan peodapatan kepada produsen
fersebut.

2. Faktor-faktor negatif

Fakior negatif vang dapat penulis amati terhadap kelompok produsen adalah :

a. Uniuk pabrikfprodusen pengganda resmi umumnya mercka melakukan
venggandaan vang menyalahi kontrak kerja dengan pemegang hak cipta
atau melebihi komtrak kerja yang disepakati sehingga mereka terbebas
membayar royalti dan pombayaran pajak.

b, Selain itn untuk melakukan penggandaan VCD/DVD film tanpa mendapat
iiin dan pemegang hak ciptanya dengan carz pars pelaku secara langsung
membeli master film secara Hegal untuk digandakan, bissanya para pelaku
membeli dari luar negeri.

¢. Dilakukan oleh para produsen vang tidak resmi atau yang tidak mendapat
ijin untuk melakukap atan menjalapkan suatu usaha penggandaan biasanya
dilekukan oleh para pelaku perorangan yang melakukan penggandaan di
rumah-rumah dengan menggunakan teknologi komputer.

Kelompok Masyarakat Pedagang.

Relompok pedagang pada dasarnya febih memiliki kecenderungan bersifat
menghambat proses penegakan hukom yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian,
ialab tidak man menjual barang VCD/DVD film oripinal karena secara ekonomis
memeriukan modal besar dan peminatnya sedikit, Sedangkan apabila menjual

118 Universitas Indonesia

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



YCD/DVD bajakan keuntungan yang didapat relafif besar dengan modal vang
kecil, disamping itu bila melihat resikonya seandainya kena razia apabila dibitung
secara ekonomis masih tetap mendapat keuntungan.

Kelompok Masyarakat Konsumen
Yang menarik adalah bzhwa masyarakat kita cenderung mendukung
kegiatan pembajakan terhadap VCD/DVD film, hal ini dapat ditunjuklan dengan
fakta-fakia antara lain :
a. Tingpinya permintaan {demand) dari masyarakat terhadap VCD/DVD film
bajakan vang ada di Jakarta bahkan di selurub Indonesia  schingga
menciptakan peluang bisais ilegal.

b. Masyarakat masih lebih mempertimbangken barga daripada kuaslitas, hal
ini disebabkan karena masih lemahnya daya beli masyarakat sehingga
mendorong pemasarant produk Hegal Hal ini diperkuat dan hasi
wawancara dari beragam kelompok imasyarakat vang intinya hargs
menjadi pertimbangan, sedangkan kualitas nomor 2 {dus} sebab
VCD/DVD film biasanya hanya dinikmati ztan ditomton satu kali saja.
Disamping itu kalau nonton di bioskop mwhal, sedangkan kalan nonton
VCID/DVD bisa untuk satu keluaga, jadi biayanya muraty meriah,

3.2.8 Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayzan ini merapakan budays hulum, dimanz budaya hukam
sdalah persepsi atau pandangan masyarakat terbadap sistem hukom ™ Legal
eulture is system-their beliefs, values, ideas, and exceptions.””’ Adanya substansi
hukum peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang baik, tanpa
didukung aparstur pelaksananya dan budaya hukum masyarskat skan berakibat
pada tidak maksimalnya bekerianys peraturan tersebut,

Budaya hukum terkait dengan kesadaran suatu bangsa untuk mematubi,
Kesadaran masyarakat itu ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman
masyarakat terhadap hukum, Masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang

"? Erman Rajagukguk. op. ¢, him.39,
“® Acoad Al Loc.cir. Bm 2.
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hukum akan mempunyai pemahaman hukum dan selanjuinya aken memiliki
kesadaran hukum.*®® Dalam tesisnya, Robert Seidimen mengatakan, banyak faktor
yang mempengaruhi seseorang mematuhi hukum. Salah satunya, jika kepatuban
mentasti pereturan perendang-undangan itu lebih memberikan keuntungan
dibandingkan jika melakukan pelanggaran hukum.**' Namun, saat ini budaya
hukum yang ideal itu masih jauh dari harapan. Masyarakat cenderung lebih
bangga untuk melakekan pelanggran hukum darl pada mentaatinya. Hal ini
terlihat sctiap harinya dengan banyeknya pengunjung yang datang ke pasar
Glodog untuk membeli VCD atau DVD bajakan. Yang lebih ironisnys bahwa
masyarakat yang membeli VCI/DVD bajakan tersebut  dengan sadar bahwa
perilaku yang dipeclihatkan itu secars sengaia melanggar ketentuan hukum,

Banyak pihak menilai, munculnya sikap melawan hokum dari masyarakat
bukan didasarkan keinginan orang perorang, Budayva tersebot muncul disebabkan
kesalahan aparat pesiegak hukurm seadict yang tidak memberikan conloh tentang cara
berperilaku yang sesual hukum. Logikanya, masyarakat memeriukan keteladanan dan
cerminan dari para penyelenggara negara, teruiama para penegek hukum, umtuk
mematuhi hukurn. Tanpa ife, mustahil muncul kepatuhan bukum di masyarakat
yang demokratis dan tanpa tekanan dari penguasa.®®

Hal tersebut muncul karena adanya ketidakpercayaan terhadap perilaku

penegak hukum yang dinilai diskviminatif dan tidak sesuai dengan ketentuan
hukum yang ada. Dalam banyak hal bisa kita lihat, scorang pelanggar hukum
yang bisa lobos dan jerat hukum hanya karena yang bersangkutan merniliki
posisi penting atau wang yang berbicarn, Schaliknya, bagi masyarakat bissa
tukurn diberlakukan secara ketat dan tidak mempertimbangkan rasa keadilan
serta kepastian hukum, Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi frastrast
schingga terbentuk rasa ketidakpercayvaan terhadap hukum. Pada akhirnya,
hukum dan budaya hukam tak lagi dianggap sebagal norma yang harus dipatubi
dan ditaafl, Secbaliknya, hukam menjadi sesuatu yang tidak melembaga. Bukan
karena hukum itu salah, tapi karens diterapkan secara tidek benar, sehingga tak

ada kewajiban untuk mematuhinya.

‘:'” Indradi thanos,op.cit, hal.gd
1 gobert Ssidiman, The State, Law and Devefopmient, (St Martin Pres, New York,1978)
B2 odeadi thanos,op.cit, hal 81
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Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukom merupakan uosur yang
terpenting dari sistem hukum, di samping struktur dan substansi.”Legal culturs
refers, then, to those paris of general culture-costums, opinions, ways of doing
and thingking-that bend social force ta ward or away from the law and ini
particular ways."** Friedman mengemukakan bahwa tegaknya peraturan-
peraturan hukum tergantung kepada budaya fukum masyarakatnya, yaitu sikap
magyarakat tethadap hokum dan sistem hukum kepercayaan, pandangan-
pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikep dan harapan-harspan. Budaya hukum
masyarakat tergantung pula kepada sub budaya hukum anggota-anggota
masvarakat, vang dipengarahi olch berbagai faktor, yaitu kepentingan ekonomi,
posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budays, agama,
dan bahkan kepentingan-kepentingan.**

Faldor kebudayaan ini digolongkan meniadi 2 {dua) yanu budaya aparat
pencgak hukum dan budaya masyarakat
1. Budaya Aparat Penepak Hukum

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terhadap budaya gparat
pencgak bukum d: Kepolisian umumnya memiliki kecenderungan yang
melemahkan profesionalitas aparat antara jam :

1) Perasaan superior dan mentang-mentang sebagai aparat penegak hukum
sehingga cenderung sewenang-wenang dalam memposisiken diri dalam
kegiatan penegakan hukum dan mengesankan bahwa aparat penegak hukum
menjadi kebal hukum. Hal ini bertentangan dengan ases hukum yaitu setiap
orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukom. Selain itn
penyidik culup memabami bshwa sarmpal dengan kondisi saat ini mereka
tidak akan menjadi bagian dari kejahatan-kejahatan hak cipta. Paling tidak,
banyak kasus apabila seorang penyidik melakukan kesalahan, hukuman vang
ditimpakan kepadanya hanya bersifat administratif dan bukan tindakan

pemecatan.

3 pcmad Ali, op.cit, hal3

M puadangan Lawrence Friedman mengenai budaya hukum, sebagaimana dikulip dari
Cita Citrawinda Peiapantia, Bwdaya Hukum Indonesic Menghadapi Globalisesi-Perlindungon
Rahuasia Dagong Di Bidang Farmazi, cet 111, {Jakarta: Chandra Pratama, 2605), hal. 385,
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2} Lebih senang mengedepankan kolusi baik antar aparat, saksi, maupun
tersangka ontuk memperoleh keuntungan timbal balik, baik berupa uang
maupun fasilitzs, hal ini karena adanya sebugh tuntutan baik dari organisasi
maupun karena motivasi pribadi anggota atau penyidik sendiri yang secara
ekonomi terbatas ketika berhadapan dengan para pengusaha yang tidak
terbatas kemampuan ekonominya. Kesenjangan ini membuka peluang yang
bersifat saling menutupi dan saling menguntungkan serta saling membutuhkan
agar setigp penyelesaian kasus lebih baik diselesaikan secara “867, damai,

2. Budaya Masyarakat

Budsaya masyarakat vang menfadi kajian dan observasi dalam penelitian
ini, lebih didasari kepada pertanyaan mengapa persepsi masyarakat terhadap hak
cipta ini sebagal “sesuatu yang perlu dipikmati bersama”, lebili mengemukakan
karena secara sosiologis dan antropologis, akar budaya bangsa Indonesia
mengenal hak cipta seseorang, dapat dikatakan tidak merspunyai akar dalam
kebudayaan Indonesia dan tidak terdapat dalam sistern hukum adat. Nilai-nilai
falsafal yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu Xarya cipta manusia
baik dalam bidang ilou, sastra maupun seni adalah nilai budaya barat vang
menielma dalam sistern hukumnya, seperti negara Fropa dan Amerika.

Ketika kita dijajah Belanda, sistem hukum tersebut mulai diterapkan
seperti Auteurswet Stb. No. € Tahun 1912 tentang Hak Cipta. Selain itu negara
Indonesia yang padz wakiu #u masih bemama Netherlund East-Indies telah
menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industzial Property seiak
tahun 1888. Meskipun undang-undang sudah dibuatkan oleh Pemerintah Belanda
tetapi kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Cipta juga tidak signifikan terjadi.
Kondisi ini berlanjut sampai dengan Indonesia merdeka tidak pernah secara serius
mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa terdapat undang-undang vyang
memberikan proteksi/perlindungan terhadap karya cipta.

Karena kurang sostalisasi dengan tidak pemah mendengar dan
menyaksikan bahkan mengetabui adanya saoksi-sanksi tersebut diterapkan dan
signifikan efcknya maka masyarakat menggangep bahwa afuran tersebut tidak
ada. Mereka boleh melakukan apa saja seperti pengpandaan, pembajakan vang
akhirnys pertama-tama dilkuti oleh sekelompok orang yang kemudian membesar
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menjadi  kelompok masyarakat dan membesar lagi keselurah komponen
masyarakat.

Artinya, sikap-sikap menghargai karya orang lain ataupun malu bila
menggunakan produk milik orang lain merupakan hal yang tidak perlu dirisaukan,
babkao orang yang memiliki haknya tidak permah komplain melalul perangkat
hukum yang disediakan. Proses vang sedemikian lama ini, terjadi akhimys
meniadi membudaya inilah yang disebut oleh Friedman ssbagai Social Force dan
ketika memasuki era perdangan bebas dengan dunia luar, dimana terdapat kaidah-
kaidah yang saling berbeda sehingga ada negara yang diuntungkan dan ads negara
yang dirugikan membuat kasus ini menwlai mencuat. Sefelah mencuat dan
merugikan akhirnya negara-negara int melakukan bentuk penekanan dengan cara

pemboikotan ataupun larapgan investasi maupun menolak komoditi.

Kesadaran inflah yang mulai mengusik pemerintab Indonesia untuk mulai
secara serius dan memperhatikan pentingnyz sebuah UUHC untuk diterapkan
karena implikasinya fernyata luar biasa. Kesadaran yang telat  dari pemerintah
untuk menerapkan secara serius Ini menjadi problem besar karena budaya
masyarakat tentang hak cipta sndah terbentuk secara sepihak (yakoi mereka tidak
perduli , tidak perlu dibargai maupun harus membayarnya secara ekonomis
terhadap karya cipta orang lain). Inilah vang menimbulkan kesulitan yang luar
biasa ketike kita mulai serius memberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta. Karena penegakan hukum hak cipta disnggap
bertentangan dengan nilal yang diamut oleh sebagian besar masyarakat kita yang
beranggapan bshwa dalam akar kebudayaan Indonesia tidak mengenal
kepemilikan individu dalam sistem hukum adat. Nilainilai falsafsh yang
mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta masousia bakk dalam
bidang ilmu penpetahusn, seni dan sastra adalah nilai budaya barat vang
menielme  dalam sislem hukomnya Karena adanya ssjumbsh kendala yang
mengakibatkan lemahnya substansi hukum dan struktor hulcum, maka budaya
hmkum di Indonesia juga mengalami gangpuan serivs. Budaya hokum yang
renidah terlihat manakala pelanggaran hukum tidak lagi dipandang scbagai
perbuatan tercela, bahkan cenderung diterima sebagal sesuate vang scharusnya.
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BAB 4
ANALISA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DI BIDANSG FILM

Pembangunan dalam artian yang seluas-luasnya, meliputi segi kehidupan
masyarakat, dan tidak hanya segi ckonomi belaka, tetapi juga spiritual. Semua
masyarakat yang sedang membangun dicirikan adanya suaty perubahan,
bagaimanapun pembangunan didefinisikan dan apapun vkuran yang digunakan.

Peranan hukum dalam pembangupan adalah untuk menjamin perubahan yang
6

terjadi dengan teratur.”®

Oiely karena pembangunan melibatkan segala segi kehidupan masyarakat,
maka seorang zhli hukum di dalam masyarakat vang sedang membangun, mesti
puls memperhatikan interaks? antara hukum dengan faktor-fakior yang lain dalam
perkembangan masyarakat, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya dan teknologi
Dengan perkataan lain, proses pembentukan undang-undang harus dapat
mencakup semua hal yang erat hubungannya dengan masalah yang bendak diatur
dalam undang-undang, manakala menginginkan undang-undang dapat menjadi
suatu pengatur hukum yang baik dan efektit >’

Dampak dari kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut telah sedemikian
besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi,
hukum dan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, misalnya dampak semakin
maraknya pelanggaran hak cipta akan menimbulkan sikap dan pandangsn bahwa
pembajakan sudah merupakan hal yang blasa dalam kehidupan masyarakat dan
tidak lagi merupakan tindakao melanggar undang-undang (wet delicten).
Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada nepara-negara
berkembang (developing coumtries) karena pembajakan hak cipta akan dapat
memberikan keunfungan ekonomi yang tidak kecil artinya bagi para pelanggar
{pembajak} dengan memanfaatkan  kelemahan sistern  pengawasan  dan
pemantauan tindak pidana hak cipta. Harus diakui, upaya pencegahan dan

penindakan terhadap pelanggaran hak cipta selama ini belumn mampu membuat

25 wochtar Kusumastmadia, Pembingan Hukum Dalom Rangha Pembangunan
ﬁzzximaf,’{Baaéqag: Binacipia, 1978}, halL
27 bid hal 14,
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jera para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena upaya
penanggulangannya tidak optimal,

Kenyataan sudah 6 {enam} tahun diberlakukannya Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, justre perdagangan VCD/DVD film bajekan
semakin marak, babkan kegiatan pembajakan ini sudah sampai pada titik yang
sangat mengkhawatirkan bagi perlindungan hak cipta seseorang, bahkan masalah
perdagangan VCD/DVD film bajakan ini sudah menjadi isu nasional dan babkan
telah mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Lebih parah lagy,
perdagangan VCD/DVD filn: bajakan ini, banyak diteinukan di wilayah DKI
Jakarta, sebagai Tbukota Negara yang seharusnya menjadi barometer nasional bagi
tegaknya peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesin. Di Jakarta ini, banyak
ditemukan barang-barang VCD/DVD film bajakan di setiap sudut kota, mulal
dari mall-mall, pertokoan bahkan sampai kepada pedagang kaki hima, Babkan
masyarakat kita sudah tidak malu-malu lagi ataupun merasa takut untuk membeli
barang-barang bajakan tersebut, Seperti contoh banyaknya pusat bisnis
perdagangan dan lalu lintas baranp-barang bertcknologi tinggi dan bajakan
tersebut unfuk pememihan kebutuban primer maupun sekunder masyarakatoya
yang haus hiburan dalam hal ini merujuk kepada sentra-senira bisnis di Jakarta
seperti Glodok dan Roxy.

Penegakan hukum adalah swaty proses untuk mewunudkan keinginao-
keinginan hukum menjadi kenyatasn. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-
pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukem
itu.”?® Pendapat Subarto yang dikutip Salam menyebutkan bahwa penegakan
hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilekukan aparat penegak hukum
batk tindeken popcegshan maupun penindakan dalam mencrapkan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku menciptakan suasana aman, damai, dan tertib demi
kepastian hukum dalan masyarakat™’ Penegakan hukum dapat dilakukan secara
preventif dan represif. Y Penegakan hukum secara preventif yaitu upaya penegak

% gatjipto Rahardjo, Masalah Penegak Hukum : Swatu Tinjanan Sosiologis, (Bandung:
Siner Bam, 19863, hal 2426

7 R, Abdussalam, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Folri, (Jakarta : Gagas
Mitracatur Gemilang, 1997), hal.1§.

P DR, M Said Saile, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, (Jakarta : CV.Restu Agung,
2003), hal.15.
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hukum mencegah terjadinya tindak pidana, sedangkan secara represif yaitu upaya
penegak hukum melakokan tindakan hukum kepada sigpa yang melanggar
ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*!

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tzhun 2002 tentang Hak
Cipta diharapkan dapat memberikan perlindungan dan memberikan rasa keadilan
terhadap para pencipta atas ciptaannya dalam bentuk seni film, dimana pemilik
atas karya cipta fersebut mempunyai pengakuan secara hukum dan penghargaan
yang diterima atas psaha yang kreatif, schingga pencipta mempunyai hak untuk
dapat memiliki, menjual, melisensikan atau mewariskan haknys balk secera
ekonomi maupun secara moral yang mendapat pengakuan hukum, sehingga hak
cipta tersebut  mendapatkan perlindungan secara hukom, Dengan adanya
perfindungan  secara hukumn, dibarapkan dapat meminimalisir pelanggaran
terhadsp hak cipta yang dimiliki oleh sessorang pencipta, khususaya terhadap
karya cipta seni fiim melaloi media VCD/DVD. Perlu ketahui babwa UUHC 2002
telah menerapkan sanksi pidana maksimal «dan minimal serta denda yang cukup
berat, sebagaimana distur dalam Pasal 72 yang wengstur tentang ketentuan
pidana,”* sehingga ketentuan tersebut dibarapkan memberikan Detteremt Effect
(Bfek Jera) terhadap para pelaku pembajakan karya cipta seni film, serta memberi
kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Selain ity UUHC
ini juga memberikan pedoman atau dasar hukom bagi apsrat penegak hukum
untuk bertindak tegas dalam rangka pensgakan hukum bak cipta di Indonesia.

Saat ini Indonesia saat ini yang lagi gencar-gencarnya menarik minat para
mvestor untuk menanamkan modalnys di Indonesia agar pembangunan terjadi,
sehingga dengan hal tersebut menyebabkan kensekuensi logis bahwa negara kita

¥V MNiniek Soparni, Pelesterian, Pengelolagn dan Pencgukan Fukum Lingkungan

Hidup,{3akaria : Sinar Grafika, 1992), hal 166161,

"2 Undang-Undang Nomor 19 Tahon 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 72 ayat (1) dan ayat

(2) menyebatkan :

1Y Barangsigpa dengas sengqja alau tanpa hak melakukar perbuctan sebapoimane & maksud
dalan: pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 avat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana perjara
masing-masing paling siugkat I {saty) bulen don otau dends pating sedikit Rp 1.860.060,60
{satu juta rupiah), ata pidena penjora paling lama 7 {Tujub tahun dan denda paling banyak
Rp.5.000.060.660,60 (ima milyer rupiah);

2) Bareng siupa dengan sengafa, menyviarken, memamerken, mengedarkan, ataw menjual
kepada umum sebuch ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipia aian barany hosil
pelanggaran hak cipta atan hok terkait sebogaimana & mokswdkan dotam ayat (1) dipidana
dengan pidone penjora paling lama 5 (ima) tahun don aion denda paling banyok
Rp 500.600.000,00 fima ratus g repiahl.
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harus memberikan suatu kepercayaan kepada investor itu dengan raembuat suatu
aturan main untuk satu tujuan yakni kepastian hukum (legal certainty). Sejalan
dengan masalah yang penulis bahas dalam tesis ini, di mana penulis membahas
mengengi hukum dalam ranah hak cipta, yang tujuannya banys satu untuk
menarik minat investor ke Indonesia. Dalam peraturan mengenai hak cipla ini
sudah lama sekali dibual, pamun dalam prakteknya tetap saja masih terjadi
pelanggaran demi pelanggaran dax terlihat cenderung meningkat tiap periodenya.
Padahal dalam UUHC ferbaru telah dimasukkan sanksi pidana yang coukup berat.
Oleh karena itu, kiranya penulis ingin melthat dua contoh kasus yang telah
diputus oleh Pengadilan Negeri Tanggerang dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,
yang menjadi bahan studi analisa tentang masih lemahnya penegakan hukun hak
¢ipta di Indonesia,

4.1, Analisa Xasus Tindak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus
Perkara Pidana Terdakwa Cintoke Puire Sessai Putusan Nemer
1576/PID.B/2806/PN.TNG

4.1.1 Duduk Perkara

Dalam perkara pidana yang pertama ini, dilangsungkan di Pengadilan
Negeri Tanggerang ind, menghadirkan terdakwa bemarma Cintoko Putre, labir di
Surabaya 10 Mej 1962, pekerjaan karyawan pabrik penggandaan film, alamat
komplek Sckneg Blok B20/11 RT.013/010 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta
Utara dan alamat sementara komplek pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BR
No.12 dan 15 Tangerang

Adapun pelanggaran hukum yang dilakukan Cintoko Putro dilakukan pada
hari Selasa tanggal 8 Agustus 2006 atau setidak-tidaknya pada wakto-waktu lain
pada bulan Agustus 2006, bertempat di komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap
Blok BR No. 12 & 135 Tangerapg yang formasuk dalam daerab bukum Polda
Metro Jaya dan wilaysh hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Dalam perkara ini
Cintoko Putro, didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan
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dakwaan alternatif scbanyak 3 (tiga) dekwaan yang didskwakan kepadanya,
yakni;

Kesatu, terdakwa Cintoko Putro selaku penpawas sekaligus penanggung
jawab terhadap seluruh kegiatan operasional yang ade di pabrik pengegandaan
VCD/DVD tersebut bersama-sama dengan saksi Ricky Chea, Suyanto alias Lim
Han Chuan, Ivero Tashm dan Tan Se Tak, melakukan dan memerintabkan untuk
melakukan atau yang furut sertza melgkukan perbuatan yang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sechagaimana dimaksud
galamr Pasal 13 ayat (1} Undapp-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian, yaifu setiap pendirian perusabaan industri baru maupun setiap
perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.

Babwa perbuatan terdakwa fersebut dilakukan dengan tidak memeauhi
peraturan - perindustrian  karena melakuksn kepiatan wusaha indusixi berupa
penggandaan VCD/DVD sehingiza menjadi barang yang siap dijual namun, dalam
menjalankan proses industri fersebut terdakwa tidak melakukan pendafaran atau
meregistrasi mesin dan peralatan industri cakram optiknya atau tidak dapat
menunjukan surai-surat peritinan dari instansi yang berwenang secara legal atau
tidak meriliki 1zin Usaha Industri sebagaimana vang ielah ditentukan dalam
keterangan ahli Ir.Azwar Rate Pengadilan (saksi ahli Perindustrian dari
Departemen Perindustrian  Republil Indonesia)®’® vang menyatakan bahwa
perbuatan para terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang karena dalam
memproduksi VCD/DVL filme-filre dimaksud tidak dilengkapi atau mempunyai
1jin Usaha Industri ataugun §jin-iiin yang lainnya.

Perbuatan terdakwa Cintoke Potro felah melanggar Undang-Undang
Nomor § Tahun 1984 tentang Perindustrian, sebagaimana diatur dalags pasal 13
ayat (1} jo Pasal 24 ayat {1} UUJRI No.3 Tshun 1984 Tentang Perindustrian jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara elama 5 {lima} tabun.

Kedua, terdakwa melakukan, menyurub melakukan atau yang turut secta
melakokan perbuatan yang sengaja melangpar Pasar 28 ayat (1) Undang-Undang

#* Surat Dakwasn Saksa Penuniol Umum terhadap perkars pidana alus nams terdakwa
Cintoko Putro,

M Berita Acara Pemeriksaus Saksi AWl Perindustrian pada hari Rabu, tanggal 23
Agustus 2606, jam. 12.30 Wib di Direktorat Rescerse Kriminal Khusos Polda Metro Jaya.
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Nomer 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yaitn ciptaan-ciptaan yang
menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram
optik (opticai dise), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan
produksi yvang ditetapkan oleh lustansi yang berwenang. Bahwa perbuatan
terdakwa tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi peraturan di bidang Hak
Cipta dengan tidak mencantumkan Sid Code (kode induk/cetakannya) dalam
produksi kaset VCD/DVD tersebut, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh
terdakwa dengan tidak memenuhi peraturan perijinan dan persyaratan produksi
yang telsh ditentukan, sebugaimana keterangan Ahli Salmah,SH (saksi ahli hok
cipta dari Ditjen HKI) ©®® yang menyatakan bahwa atas barang bukti VCD/DVD
film bajakan tersebut tidak tercantum Side Code nya dan hal tersebut tidak
ditenarkan,

Perbuatan terdakwa Cintoko Putro telah melanggar Undang-Undang
Nomor 19 Tahunn 2002 Tentang Hak Cipta, sebagaimana diatur dalamn pasal 72
ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU. RI No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jo
Pasal 55 avat (1) ke-1 KUHP dan diancem pidana penjara maksimal 7 {tujuh)
tahun.

Ketiga, terdekwa melakvkan, menyurubh melakokan atay yang turut seria
melakukan perbuatan yang dengan sengaja depgan tanpa hak melskuken
perbuatan yang bertenfengan dengan kefentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasel 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor & Tabhun 1992 Tentang Perfilman yaitu
mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan atau menayangkan film yang
tidak disensor berupa 27.000 (dua puluh tujuh ribu) VCD/DVD film berbagai
judul. Setelah diteliti dan tidak adanya tangga! lnlus sensor dari Lembaga Sensor
Film Indonesia dan sesuai keterangan Ahli Hadinoto Bustomy (saksi shhi dari
Lembaga Sensor Film Indonesis)™™® bahwa perbuatan terdakwa dapat
dikategorikan sebagai mengedarkan VCIVDVD film-film bajakan.

Perbuatan terdakwa Cintoke Puiro telah melanggar Undang-Undang
Nomer 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman sebagaimana diatur dan diancam pidana

5 Rerita Acara Pemeriksaan Saksi Ahl Hak Cipta pada hari Kamis, tanggal 24 A gostus
2006, Jam 10,34 Wik di Direktorat Reseese Kriminal Khasus Polda Mefro Jaya,

“ Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli Perfilman pada harl Kamis, 24 Agustus 20086,
Jamn 11.4¢ Wik 4 Dircklorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Java.
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dalam pasal 33 ayat {1} jo pasal 40 bhuruf ¢ UU. RI No.8 Tahun 1992 jo Pasal §5
ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 3 (lima) tahun.

4.1.2 Pertimbangan Hukum Menurut Bakim

Majelis Hakim terlebih dahule akan mempertimbangkan dakwaan kesatu
Pasal 13 ayat {1} Jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984
tentang Permndustrian Jo. Pasal 35 ayat (1) ke-1 KUHP; yang unsur-uosurnya
adalah sebagai berikuat :

a. Barang siapa;

b. Dengan sengaja;

c. Melakukan perbuatan yang bertentangan denpan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
UU RI Nomor 5 tahun 1984, yaitu “setiap pendirian perusahaan industri batu
maupun setiap perluasannya wajib memperoleh [zin Ussha Industri™;

d. Orang yang melakukan, yang menywuh melakukan, atau turud melakukan
perbuatan Hu.

Permenuhan keempat unsur {ersebut akan dipertimbanpkan sebagai berikut:
a. Barang siapa :

Terdakwa Cintoko Pufro bekerja sebagal karvawan dan yang bertanggung
jawab pada Industri penggandaan VCD/DVD di Komplek Pergudangan Pantai
Indah Dadap Blok BR No. 12 & 13 Tangerang, sebagaimana dilerangkan oleh
para saksi, dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, Berdasarkan
pertimbangan tersebut, unsur barang siapa tekh terbukti terpenuhi.

b, Dengan sengaja

Terdakwa pengawas dan penanggung jawab pada indusiri penggandaan
VCD/DVD milik THONI yang terletak di komplek Pergudangan Pantat Indah
Diadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang. Sebagaimana diterapkan oleh para saksi
yang keterangannya dibenarkan oleh tordakwa, Perbuatan terdakwa sebagai
pengawas dan pepanggung jawsb industri VCD/DVD film bajakan tersebut,
mendapat gaji sebesar Ry, 960.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan,
sedangkan saksi Ricky Choa, Suyanto, Ivero Taslim, dan Tan Se Tak sebagai
pencetak VOD/DVD mendapat gaji masing-masing sebesar Rp. 800.000,-
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{delapan ratus ribu rupiah), sebagaimana diterangkan oleh terdakwa dan para saksi
tersebut.

Dalam melakukan penggandaan VOD/DVD film bajekan tersebut, saksi
Ricky choa berfungsi dibagian teknisi, sedangkan saksi Suyanto alias Lim Han
.Chuan dan Iveroe Tashim berfungsi sebagai operator mesin, sedangken saksi Tan
Se Tak berfungst di bidang printing. Berdasarkan hal di atas tersebut unsur
dengan sengaja telah terpenuhi,

C. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keteptuan Pasal 13 ayat
(1) ULJ RI Nomor S iahun 1984, yaitu setiap pendirian perusabaan industri
baru maupun sefiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Indusiri
Berdasarkan Kketerangan pars saksi dan pengakuan tferdakwa, bahwa

terdakwa Cintoko Pufro berfungsi sebagai pengawas dan pepanggung jawab,

sedangkan saksi Ricky Choa bertugas dibagian teknisi, saksi Suyanto alias Lim

Chuan, saksi Invero Taslim, dan saksi Tan Se Tak di bawah pengewasan dan

tanggung jawab Terdakwa Cintoko Putro, Terdakwa bersama-sama dengan saksi

Ricky Choa, Suyantom, Ivero Taslimy, dan Tan Se Tak telah memproduksi

VCD/DVD film  bajakan sejak fanggal 23 Juli 2006 sfd 8 Agustus 2006 ds

Komplek Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok BR No. 12 & 15 Tangerang,

tanpa Tzin Usaha Industri dari Depatemen Perindustrian.

Dalam memprodoksi penggandaan VCD/DVD film bajakan tersebut
terdakwa menggunakan 3 (tiga) unit mesin prinving merk Hanky, 1 (satu) unit
mesin printing merk Hanky, 1 {(safu} unit mesin bonding merk Guann Yion, 4
{empat) unit mesin infection, 2 (dua) unit mesin sedot biji plastik. Terdakwa teiab
menggandakan VCD/DVD  film hajakan tersebut schanyak sebelas kali, dan
sudah dipasarkan seluruhnya ke Jakarta, sebagaimana diterangkan saksi Komar
selakn sopir pabrik penggandaan VCD/DVD film bajakan , yaitu masing-masing
pada tanggal
1. 24 Juli 2006 sebanyak 9.000 keping VCD/DVD film bajakan;

26 Juli 2006 sebanyak 5.000 keping VCD/DVD film bajakan;

27 Juli 2006 sebanyak 5.000 keping VCI¥DVD film bajakan;

29 Juli 2006 sebanyak 6,000 keping VCIYDVD (ilm bajakan;

BowoN
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I Agustus 2000 sebanyak 7.000 keping VCD/DVD film bajakan;

2 Agustus 20086 sebanyak 4.000 keping VCD/DVD film bajakan;

3 Agustus 2006 sebanyak 5.000 keping VCIY/OVD film bajakan;

4 Agustus 2006 scbanyak 5.000 keping VCD/DVD film bajakan;

5 Agustus 2006 sebanyak 4.000 keping VCD/DVD film bajakan;

10, 7 Agustus 2096 sebanyak 4.500 keping VCID/DVD film bajakan;

11. 8 Agustus 2006 sebanyak 27.000 keping VCD/DVD film bajakan;
VCD/DVD film bajakan yang diproduksi pada tanggal 8 Agustus 2006

schanyak 27000 keping tersehut gagal dipasarkan oleh Saksi Komar ksrens

tertangkap oleh Polisi Bripka®Sarwan Anton, dan saksi Briptu Fdi Prayitno.

Perusahaan tempat terdakwa memproduksi VCD/DVD film bajakan tersebnt

belum pernah didafiarkan pada Departemen Perindustrian, sebagzimaoa

diterangkan oleh saksi abli Ir. Azwar RatuBerdasarkan pertimbangan tersebut

unsiur yang ketiga tersebut telah terbukti terpenuhi,

o N

d. Orang yang melakukan, yang menyurvh melakukan, atau turut melakokan
perbuatan itu :

Terdakwa Cintoko Putro selakyu pengawas sekaligus penanggung jawab
terhadap  selurub: kegiatan operasional yang ada di pabrik penggandaan
VCD/DVD film bajakan tersebut secara bersama-sama dengan saksi Ricky Choa,
Suyanto, Ivero Taslim, dan Tan Se Tak. Terdakwa vang bertugas mengawasi para
saksi dalam memproduksi VCIYDVD bajakan tersebut, dengan pembagian tugas,
bahwa saksi Ricky Choa sebagai teknisi mesin, sedangkan saksi Suyanto alias
Lim Han Chuan dan saksi lvero Taslim sebagai operator mesin, sedangkan saksi
Tan Se Tak bertugas di bidang printing. Terdekwa Cintoko Putro dan saksi Ricky
Chos, Suyanto, Ivere Taslim, dan Tan §e Tak telah memproduksi VCD bajakan
tersebut sejak tanggal 23 Juli 2006 /d 8 Agustus 2006, dan sudah banyak yang
dipasarkan ke Jakarta, schagaimans diteranpkan oleh terdakwa dan saksi
Komar.Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur turut melakukan dalam arti
kata bersama-sama melakukan telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur pada dakwaan yang kesatu tersebut,
maka terdakwa tersebut (elah terbukti secara sab dan meyakinkan melakukan
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tidak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu Terdakwa didakwa
dengan dakwaan alternatif, maka dengan terbuktinya dakwaan yang kegatu
tersebut maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatohkan terlebih  dahulu
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan .

a. Perbuatan Terdakwa merugikan pendapatan Negara dari sektor pajak;

b. Mematikan kreativitas seniman khususnya pencipta lagu karena meraka
tidak mendapat royalty dari basil penjualan VCD tersebut.
Hal-hal yang weringankan : N

a. Terdakwa belum perpak dibuicum;

b. Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terns terang dan berjanii tidak

akan mengulanginya lagi;

C. Terdakwa hanyalah sebagai karvawan yang bekeria dalam  pabrik

penggandaan VCD/DVD film bajakan tersebut.

Adapun keputusan Hakim yakni Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1984 tentang Perindustrian jo. Pasal 35 ayat (1)
ke-1 KUHP serta ketentuan hukum yang bersangkutan:

1. Menyatakan Terdakwa CINTOKO PUTRO tersebut telah terbukti secara sah
dan menyakinkan melakukan tindak pidana “dengen sengaia secara bersama-
samu melakukan perbuatan yvang bertentangan dengan ketentuan FPasal 13
avar (£} Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrion, vaitu :
Setiap pendirian perusahaar industri baru, manapun setiap perlyasannya
wafib memperoleh fzin Usaha Industri”, sebagaimana didakwakan pada
dakwaan kesatua;

2. Menjatubkan pidana Terhadap tersebut oleh karena 1tu dengan pidana penjara
selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tersehut tetap ditahan di dalam rumah tahanan Negara.

3. Menetapkan baraog bukti berupa © ‘
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o op B

I (satu) umit kendaraan bermotor roda empat No. Polisi B-2077 NJ
merk/type Toyota Kijang VRGD LF 82 LGN, jenis/mde]l Mikro/Minibus
tahui pembuatan 2002 isi slinder 2446 warna silver Nomor rangka MHF
11 LF 8220048231, Nomor mesin 71-9764116 alas nama pemilik Emily
Betty Tjondro dengan alamat Il AG BRT 7 Bin Xi No.29 RT.9/10 Jakarta
Utara;

1 (satu} lembar Surat Tanda Nomor Kendarasn 025915G6/MJ72002 atas
nama pemilik Emily Betty Tjondro dengan alamat JL AG BRT 7 XX
N0.29/10 Jakartia Utara;

3 (tiga) unit mesin prioting merk Hanky;

1 (satu} unit mesin bonding merk Guann Yiem;

4 {empat) unit wmesin injection;

2 (dua} unit mesin sedot biji plastic;

19 {(zembilan belas) bal bili plastic dengan perincian : 17 {tujuh belas) bal
masih ntuh dan 2 {dua) bel sudah terpakai;

{seiaruh barang bukii tersebut pada hurnf e s/d g, dirampas untuk Negara)
sedangkan

27.000 (dua puluh tujub ribu} keping VCD lagu bajekan berbagai judul;
206.000 (dua ratus enam ribu) keping dumy (VCD kosong);

& {delapan) keping stamper:

1 {satua) lembar surat jalan tanggal 08 Agustus 2006 yang ditanda tangani
oleh Atie/Vero, dan

4 (empat) lembar delivery order masing-masing nomor : 005136, tanggal 8
Agustus 2006, nomor : 005137, tanggal § Agustus 2008 nomor ; 005138,
tanggal 8 Agustus 2006 dan nomor : 005139, tanggal 8 Agustus 2006;
(seluruh barang bukti tersebut pada hurf h s/d | dirampas uotuk
dimusnahkan);

. Membebani Terdakwa tecsebut membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
{seribu rupiah).
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4.1.3 Pertimbangan Hukam Penulis

Adapun  pertimbangan  hukum  mepurat  penulis  terkail  Putusan

Nomor: 1 576/P1D.B/2006/Pengadilan Negeri Tangerang , sebagaimana diputuskan
oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang sangatiah tiduk setuju babkan

menurnt penulis putusan tersebut perlu dicurigai adanya kolusi yang sangat jelas

terlihat dengan putusan pidana penjara yaog hanya 9 {sembilan) bulan. Putusan ini
sangat bertelak belakang dengan perbuatan Terdakwa Cinioko Puiro yang telah
melanggar 3 {tiga) undang-undang sekaligus yaitu ;

é.

Terdakwa Cinteko Putro selaku pengawas sekaligus penanggung jawab
terhadap seluruh kegiatan operasional yang ada di pabrik penggandaan
VCIYDVD film bajakan, melakukan dan memerintabkan uniuk melakukan
atau yang tund serta melakukan perbuatan vang dengan sengaja
melakukan perbpatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undsng-Undang Nomeor 3 tahun 1984
tentang Perindustrian, yaitu setiap pendician perusshaan industri baru
maupun setiap perlaasannya wajib memperoleh Izin Usaha [ndustri.
Terdakwa melanggar Pasar 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2002 Tentang Hak Cipta vaitu ciptagn-Ciptaan yang menggunakan sarana
produksi berteknologi tinggi, khususnya dibidang cakram optik (optical
disc), wajib memenuli somus peraturan perizinan dan persyaratan
produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang, dan atau Pasal 72
ayat (1} UUHC yakni: Barapgsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28
dipidana dengan pidanz penjara paling lama 7 (tujul) tahun danfatau
denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terdakwa bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalem
pasal 33 ayat (1) UU Ri No.8 Tahun 1992 Tentang Perfilman yaitu
mengedarkan, mengekspor, mempertunjukan dan atsu menayangkan fim
vang tidak disensor berupa 27.000 {dua puluh tujuh ribu) VCD/DVD film
bajakan berbagai judul.

Analisa penulis mengenal putusan tersebut distas, menggambarkan adanyzs

ketidak pahaman aparat penegak hukumn khusunya Jakss Pesuntut Umum  dan

Majelis Hakim yang scharusnya menggunakan pasai-pasal komulatif dalam
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perkara pidana untuk menjatubkan hukuman kepada seseorang terdabowa yang
melakukan tindak pidana beberapa undang-undang. Hal vang terpenting ialah
apakah terdakwa terscbut telah atau belum memenuhi unsw-unsur yang
didakwakan kepadanya. Sebagaimana dalara perkara di atas terdapat 3 dakwaan
yang gidakwakan kepada terdakwa Cintoko Putro dengan undang-undang yang
berbeda, yaknl Undang-Undang Nomior 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian,
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman, sehingga putusan terhadap kasus
tersebut scharusnya diputus lebih berat. Dakwaan ini saling berkaitan satu dengan
vang lainnya, dan saling meiengkapi jika salah satunya terpenuhi unsurnye, maka
dakwaan yang lain pun hares dibuktikan juga. Namun dalam perkars ini penulis
sangat menyesalkan akan putusan yang dibuat oleh Majelis hakim mengingat
beberapa hal, yakai:

a Hahwa putosan pengadilan dengan penjara selama 9 (sembilan) bulan,
terkesan ringan dan melindungi kepentingan terdakwa, sehingga tdak
memberikan efek jera kepada terdakwa, ataupun shock therapy kepada
masyarskat lnas yang hendak melakukan perbuatan melangear hokum i
bidang hak cipte sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Putusan
pengadilan ity juga menyampaikan sebuah makna yaog tersembunyi atau
wnplisit yakni apakah yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap hak
cipta terkhusus dalam tataran penegak hukum, di mana penegak hulum
memberikan suatu Keputusan yang terkesan tidak adil dan bahkan terlihat
adanyz kolusi dan korupsi serts permainan vang antara aparat penegak
hukum dan ferdakwa schingga memberikan keuntungan kepada terdalowa
dengan hukum yang ringan dengan menggunakan Pagal 13 ayar (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yaitu setiap
pendirian perusahaan industri baru maupun setiap pertuasannya wajib
memperoleh Izin Usaha Industrd,

b, Bahwa scharusnya hakim pengadilan yang memutuskan perkars lebih
cermat dalam menjatubkan pidana dalam perkara ini, di mana seharusuya
hakim dapat memberikan putusan berdasarkap acuan akan sanksi pidana
yang lebih beral dengan menggunakan Undang-Undang Nemor 19 Tahun
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2002 tentang Hak Cipta dan bukan menggunskan sanksi-sanksi pidana
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
maupun Lindang-Undang Momor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman agar
terdakwa tidak mengulanginya lagi akan perbuatannya lagi sehingpga
penegakan hukom akan hak cipta dapat terlaksana depgan baik.
¢. Melihat kasus tersebut diatas seharusnya Jaksa Penuntut Umum dan
Majelis Hakim menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta , yaitu Pasal 72 ayat (13 Jo Pasal 28 avat
{1} Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang
ancaman hukumen pidananys selama 7 (tujub) tehun pidana penjara.
Schingga dalam kesimpulan dalam kasus ini, penulis tetap pada pemikiran
bahwa hakim selaku salah satu pencgak hukum di negara ind tiduk bersikap
bijaksana untuk memberikan putusan kepada terdzkwa, hal tersebut dapat dilihat
dari tindakan dari majelis hakim yang menghukum terdakwa dengan hukuman
yang ringan, padabal telah nyata-nyala terdakwa melakokan perbuatan melanggar
hukom delam ramah hak cipta. Oleh sebab itu, sejauh para penegak hukumnya
(hakim) masih bisa melakuakan kompronmi dengan kesalahan (schuld) yang dibuat
oleh terdakwa terutuma di bidang hak cipta, maka dengan hal ¥u juga semangat
{spirit) yang terkandung dalam UUHC tetap akan sekedar semangat di atas kertas
saja tanpa penegakan hukum yang pasti, di mans hakim tidak berusaha
menciptakan iklum yang kondusif untuk mengurangi pelangparan-pelanggaran
hukure i bidang hak cipta, namun justru scbaliknya melindungi pars
pelanggarnya dengan meroberikan putusan yang ringan bagi para pelanggarnya.
Meliihat ftu juga, maka pegara kita ini jangan pernah berharap banyak
uptvk detangnva investor asing ataupun investor dalam negeri untuk menanamkan
modal yang signifikan di Indonesia dan dengan hal itu maka tugas dan fungsi
hukum dalam rangka pembangunan ekonomi banya angsn-angan belaka karena
kepastian hukum (legal certainty) belum berjalan sesuai dengan harapan.

42  Analisa Kasus Tindsak Pidana Pembajakan Film dalam Studi Kasus
Perkara Pidana Terdakwa Limat Tansir alias Aseng Sesuai Putusan
Nomor: 2631/PID.BE/2008/PNJKT.BAR.

138 Universitas Indonesia

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



4.2.1 Duoduk Perkira

Dalam perkara pidana yang kedua ini, dilangsungkan di Pengadilan Negeri
Jakarta Barat, dengan menghadirkan terdakwa bernama Limat Tansir alias Aseng,
lahir di Jakarta 18 Maret 1971, pekerjaan Wiraswasta, alamat Il Raya Melati VI
D2/3-6, RT.04/01 Kec. Kalideres, Jakarta Barat atau Perumahan Taman Mutiara
Palem Blok D.3 No.26, Kelurahan Cengkareng Barat, XKecamatan. Kalideres,
Jakarta Barat.

Delam perkara pidana yang kedus i, penulis meppanalisa tfentang
implementasi pencgakan bukum hak cipta di bidang film berkenaan dengan
lemahnya aparat penyidik Pelda Metro Jaya terhadap kasus tindak pidana Hak
Cipta yang terjadi di Pergudangan Miami Jakarta Barat yang dilskukan oleh
terdakwa 1imat Tansir alias Aseng depgan modus operandi melakukan
penggandaan VCD/DVD film-film bajakan baik film Indonesia maupun film-flm
fuar negeri bahkkan terdakwa menggandakan flm-film Pomo vang sangat merusak
moralitas bangsa Indonesia. Namun kerena kedekatan dan adanya kolusi antara
tordakwa dengan penyidik maka potusan yang di jatubkan Majelis Hakim
terhadap terdakwa hanyalah 5 (lima) bulan pidana penjara. Untuk lebih jelasnya
dudulk perkara dari kasus pidana ini dapat dilihat sebagaimana berikut;

a. Saksi Polist Aiptu Zakaria melaporkan adanya tindak pidana di bidang
Perfilman, Kesusilaan (Pomografi), Hak Cipta dan Perindustrian yang terjadi
di Pergudangan Miami blok D2 No, 2 Kel Tegal Alor Kec. Kalideres
Jakarta Barat yang dilakukan oleh tersangka Limat Tansir alias Aseng vang
saksi ketahui pada tanpgal 18 Juni 2008 dan dilakukan penggeledaban pada
hari Rabu tanggal 18 Juni 2008 sekitar puku! 08.30 WIB dengan dilengkapi
Surat Permtsh Tugas, Surat Perintah  Pepggeledahan dan Surat Perinteh
Penyitaan di Pergudangan Miami blok 1.2 No 2 Kel.. Tegal Alur Kalideres
Jakarta Barat berdasarkan basil pemeriksaan di TKP seharusnya ijin industri
yang dimiliki tersangka Aseng adalah hanya memproduksi CD-R {CD/VCD
Kosong saja), tetapi TKP diketermukan ademya kegiatan memproduksi DVD
Film bajakan (film Indonesia, Barat, Mandarin, Kartun dan Porno), di mana

pada saat itu saksi Hardi dan saksi Astono Alias Ahwan sedang
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mempersiapkan bagil produksi DVD film tersebut yang akan dijual atau
diedarkan di Jakarta.

b. Saksi Hardi dan Saksi Antone Alias Ahwan menerangkan bekerja di
Pergudangan Miami blok D2 No.2 Ke. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta
Barat karena memang disuroh oleh pemilik barang berupa DVD Filmm Kartun
dan DVD Film Pomo adapun pemiilik DVD Film tersebut adalah tersangka
Limat Tansir alias Aseng, dan pada hari Rabu fanggal 18 Juni sckitar jam
08.30 WIB telah digeledab oleh Polisi berpakaian preman dari Dit
Reskrimsus Polda Metro Jaya, di mana pada saat itu telah disita DVD Film
dan DVD Film Pomo berbagai judul vang semuna ifa adalah milik tersangka
Limat Tansir alias Aseng,

c. Saksi Ahli Perfilman Hardi Pramono (seksi ahli Perfileman) bekerja di
Lembaga Sensor Filgn JI. MT. Harvono Kav. 47-48 Jakarta Selatan
menerangkan barang bukti yvang disita berupa DVD Film Barat/Mandarin
berbagai judul, DVD film kartun dan DVD film Porno Barat atau Mandarin
berbagai judul telah diperiihatkan oleh peayidik adalab DVD Film yang tidak
disensor {llegal} karena tidak terdapat keterangen mengensi nomor dan
tangpal lalus sensor, dan melanggar pasal 40 huruf C Undang-Undang
Nomor & tahun 1992 tentang Perfilman.

d. Terdakwa Limat Tansir alias Asepg vang beralamat di Perumaban Taman
Mutiara Palm biok D. 3 No. 26 Kel, Cengkareng Barat Kec. Kalideres Jakarta
Barat, pada saat dilakukan Penggeledahan di Pergudangan Miami blok D.2
No 2 Ke. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat pada hari Rebu tanggal 18
Juni 2008 sekira jam 08.30 Wib oleh Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus
Polda Metro Jaya, terdakwa berada di TKP Pergudangan Miami blok D2 No,
2 Rel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat dan barang bukti vang disita
DVD Film Barat/Mandarin berbagai judul, BDVD Film Kartum dan DVD Film
Porno Barat/Mandarin yang merupakan DVD bajakan atau tidak original
adalah milik tersangka Limat Tansir Alas Aseng.

e. Pasal 33 ayat (1} Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.,
menyebutkan bahwa:
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Untuk mewyjudkan arah dan tyuan penyelenggaraan perfilman
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, setiop film dan
rekiame film yang akan disediakan, dickspor dipertunjuikan don/atou
ditgqyangkan wajib sensor
f.  Kemudian terkait pasa! di atas, maka ancaman pidana yang diberikan kepada
terdakwa jika terdakowa terbukti secara sab dan meyakinkan melanggar pasal
di atas yakni Pasal 40 huruf C Jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8
tahun 1992 {entang Perfilman, menyebutkan bahwa
Barang  siapo  dengan  sengaja  mengedarkan,  mengekspor,
memperiunjukkan dewaiaw mengyangken film yang #idak di sensor
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat {1} Dipidana penjaru
paling lama 3 {lime} tahun daw/atau denda paling banyak Rp.
50.000,000, - {Lima puluh juta rupiah)
Unsur-unsur pasal 40 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1592
tentang Perfilmarn, adalah sebaga: berikut :
a. Barang Siapa :
Dalam hal ini adalah Tersangka Limat Tansir alias Aseng yeng
berlamat di Perumahban Taman Muotiara Palm blok D.3 No. 26 Kal
{Cengkareng Barat Kec, Kahderes Jakarta Barat,

b. Dengan Sengaja :

Terdakwa Limat Tansir alias Aseng telah mengetahui bahwa DVD
film berbagal judul yang diedarkannyz sdalah hasil bajakan atan fidak
original tetap: tersangka tetap mengedarkan dan memperdagangkan atau
menival DV flm bajakan tersebut.

c. Mengedarkan film yang tidak disensor

Terdakwa Limat Tansir alias Aseng telah mengedarkan, menjualn
atau memeperdagangkan DV} film bajakan khususnya film porno berbagai
judul yang tidak disensor dilakukan dengan cara memproduksi dan menjual

atay memperdagangkan kepada umum atan konsumen di wilayah Jakaria
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Unsur-unsor pasal 28 ayat (3) KUHP tentang Kejahatan terbadap
Kesusilaan (Pornografl), adalah sebegai berikut :

Kalau yang bersalah meloladan kejohatan tersehur dalem ayat pertama

sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatubkan pidana perjara

paling lama dua tehun delapan bulan atau pidara denda paling banyak

tujuh puluh lima ribu rupiah.

a. Yang bersalah ¢
Dalam hal ini adalah ferdakwa Limat Tansir alias Aseng yang
berlamat di Perupiahan Taman Mutiara Palm biok 1.3 No. 26 Kel
Cengkareng Barat Kee. Kalideres Jakarta Barat,

b, Kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagal pencarian atau
kebiasaan
Barang siapa menyiorken, mempertunjukian  gambaran aiou
benda yong telah diketabi isinya melonggar kesusiloan aiau
barang siapa dengan maksud uniuk disiarkan, diperiunjukkan atay
barang siapa dengan maksud  untuk  disiemkon  aiau
dipertunfuklkan dimuka atau barang siapu secara ferang-terangan
menawarkan jika ada alusan kuat baginyve untuk menduga batiwa
gambar atau benda Hu melanggar kesusilaan dan kalau yong
bersalan melakukan kejahatan tersebul sebogai pencarian afau
kebiasaan.

Barang siapa disini adaiab Limat Tansir alias Aseng, vang telah
memproduksi dan mengedarkan DVD film berbagal judul dan film pormno
yang telah diketahui isinya adalah melanggar kesusilaan, dan terdakwa
Limat Tansir aliss Aseng sccara terang-terangan menawarkan dan
memual DVD 8im Pomo fersebut ke konsumen yang ada di kots Jakarta.
Perbuatan terdakwa ini telah dijadikan mala pencarian atau pekerjaan
karena tersangka l.imat Tansir alias Aseng dalam menpnal DVD Fiim
Porno dan DVD  fiim berbagai judul vang diduga bajakan tersebut adalah
untuk mendapatkan keuntungan.
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4.2.2 Potusapn Hukem Meournt Halgm

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana, maka perlu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringeskan;
Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi
muda Indonesia;

Hal-hal yang meringankan

4.

Terdakwa sopan dalam  persidangan seria meogakui ferus terang
perbuatannya sehingza memperlancar jalannya persidangan,;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Adapun keputusan Majelis Hakim yekod Pasal 282 ayat {3) KUHP, serta

peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkera ini :

ab

Menyatakan terdakwa Limat Tansir alias Aseng teleh terbukti secara sah
dan menyakinkan melakukan tindak pidana kejabatan mempertunjukan
atay menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah
diketahui isinya yang melanggar kesusilaan sebagai pencabarian;

Menjatubkan pidana terbadap terdakwa Limat Tansir alias Aseng dengan

 pidana penjara selama 5 (lima) bulaz;

Menectapkan masa penahanan vang telab  dijslani oleh  terdakwa
dikurangkan selurehnya dari pidana yang dijatubkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalarm tahanan,

Menyatakan barang bukti berupa 4 {empat) dus berisi 4000 keping DVD
film barat dan mandarin, 2 {dua) dus berisi 2000 keping DVD film porne
barat dan mandaris dan 1 (satu) dus berisi 1000 keping DVD fiim kartun
dirarnpas untuk dimusnahkan;

Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah)

4.2.3  Analisa Pertimbangan Huokam Penulis

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada,

maka penulis meringkas putusan perkara terdakwa Limat Tansir alize Aseng vang
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telah melakukan pelanggaran di bidang Perfilman dan Kesusilaan Pormografi yang
dilakukan pada tanggal 18 Juni 2008. Pergudangan Miami blok. D.2 No, 2 Kel
Tegal Alur Kee. Kalideres Jakarta Barat, yang tclah melskukan perbustan
mengedarkan DVD film Barat dan Mandarin berbagai judul, DVD film kartun
serta DVD film porno Barat dan Mandarin berbagat judul yang tidak disensor
dengan cara menjual dan mengedarkan atat memperdagangkan kepada umum
atau konsumen di Jakaria,

Atas perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka Limst Taesic alias
Aseng, dapat disangkakan teleh melakukan tindak pidana di bidang Perfilman dan
Kejahatan terhadap Kesopanan (Pomografi) sebagaimana dimaksud Pasal 40
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 teptang Perfilman dan Pasal 282
ayat (33 KUHP tentang Keijahatan terhadap kesopanan (Pornografiy.

Menurut penulis seperti dalam kasus sebelumnys, pandangan terbadap
putusan Majelis Hakim rnasith jauh dari sasaran dalam rangka mewujudkan
penegakan bukum di bidang hak cipta, karena pengadilan belum bisa memberikan
putusan yang maksiroal terhadap terdakwa seperti kasus sebelumnya. Hal tersebut
dapat dilihat dari pasal yang digunskan Hakim sebagal dasar putesan dalam
rangka menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sapgat disayvangkan apabils
Hakim masih menggunakan pasal-pasal yang konvensional dalam mencegah
kriminalitas biasa yaitu hanya menggumakan pasal-pasal dalam KUHP saja,
padahal terkait dengan hak cipta ini sudah memiliki Undang-Undang Nomor 19
Tahun 20072 tentang Hak Cipta.

Namun seperti yang telah divlas delam bab sebelumnya mengenai
penggelapan barang bukiy, di mana kebiasaan penyidik Sat Indag yang sering
menerapkan pasal 282 KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan (Pormografl)
dan Pasal 40 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfiiman,
sehingga barang bukti VCD atau DVD film pomo saja yang dizjukan sebagai
barang bukti dan mungkin lebih memfokuskan kepada bidang perfilman mengenai
tclah disensor atau belum: disensor produk film dari sebuah perusahaan kepada
lembaga sensor, sementara barang bukti dan fakta-fakta yang lain tidak menjadi
fokus yang utama atau bahkan sengaja dihilangkan oleh penyidik, apalagi jika
barang bukti dan fakta tersebut berkaitan dengan pelanggaran terhadap UUHC
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ferutama muengenai pembajakan. Hal tersebut terdjadi karena penyidik akan
mengalami kesulitan epabilz menerapkan UUHC terhadap tersangka vang
melakukan penggandaan dan perdagasgan VCD/DVD film bajakan terutama
terhadap pemeriksaan saksi abli dari Ditjen HKI vang membutuhkan waktu yang
lama serta biaya pemeriksaan saksi ahli yang mencapai Rp.1.000.000,- ( satu juta
rupiah) setiap kali melakukan pemeriksaan. sehingga untuk mengantisipasi
kesulitan tersebut maka penyidik akan menerapkan peraturan perundang-
undangan yang lain agar menghemat biaya dan wakiu penyidikan.

Beaitupun pada waktu dileksanakannya Operasi Kepolisian dengan sandi
“Bajak Jaya” yang memfokuskan operasi penindakan VCD/DVD bajakan yang
dilakukan aleh penyidik Sat Indag, hasii penindakan alau penyitasn VCR/DVD
film bajakan dari berbagai jenis seperti filn Indonesia, film asing dan film porno
maka wntuk memudahkan proses penyidikannya, biasanya penyidik Sat Indag
akan mengenakan Pasal 282 KUNP dan/atau Pasal 40 huruf ¢ Undang-Undang
Nomor 8 Tabun 1992 tentang Perfilman, sehingga barang bukti VCD/DVD flm
porno safa yang diajuken scbagal barang bukti, sementara barang bukti yang lain
tidak dilampirken atau ditetapkan secbagai barang sitaan, termwmguk bukti terkait
pelanggaran hak cipta, karena apabila penyidik mencrapkan UUHC dengan
barang bukti VCIF atau DVD flm bajakan tersebut maka penyidik akan
mengalarmi hambatan dalam menghadirkan pemegang hak cipta atas filim-film
tersebut dan dikhawatirkan proses penyidikap akan lambal bahkan tidak dapat
diterima oleh Jaksa Penuntut Umum,

Schingpa dari tindakan penyidik ini juga dapat mempengarubi aken
putusan hakim, di mana hakim juga tidak bisa berbuat banyak dalam pencegahan
pembajakan, kerena memang seriag kali buldi-bukti dan fakta-fakda yang
geharusnya dihadirkan atau disampaikan dipersidangan teleh dihilangkan oleh
penyidik untuk mempermmudah tugasnya. Di samping itu juga dalam kasus pidana
ini sebenamya bukan penggunaan perundang-undangan vang memiliki sanksi
yang ringan saja vang dilakukan penvidik, namun pada kenyataan di lapangan
yang sehenarnya bahwa terdakwa juga mempunyai beberapa mesin cetak/produksi
vang berfungsi sebagai alat penggadaan VCIYDVD bajakan yang ditaksir
herharga rotliaran rupiah, namun pada kenyataannya di persidangan tidak terfihat
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adanya mesin produksi tersebut sebagal barang bukti. Sehingga dapat
diindikasikan teleh terjadi manipulasi barang bukti yang telah dilakukan penyidik
Indag Polda Matro Jaya, karenz mungkin telah ada kolusi sebelumnya antara
penyidik dan terdakwa, schingga barang bukti yang seharusnya diampas oleh
negara menjadi tidak ada karena tindakan penyidik fersebut.

Seharunya menurut pandangan penulis jika saja penyidik dapat berbuat
secara maksimal dalam rangka melengkapi semua barang bukti dan saksi-saksi
maka pastinya terdakwa bisa diganiar dengan huluman pidana sesuai dengan
Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahua 2002 tenteng Hak Cipta, di
manz disebutkan bahwa: 5

Burangsiapa dengan sengajg dan tanpa hak wmelakukan perbugitan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat {1} dan

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara niasing-masing poling singhar 1

Gary) bulan dav/atau dendu paling sedikit Rp 1.000.680,00 (satu juia

rupiah), atau pidara penjara paling lama 7 (tujuby) tahun dan/atau devda

paiing banyak Rp 5.6060.000.0600,08 fdima miliar rupiah).
Unsar-unsur Pasal 72 ayat {1} Undang-Undang Nomor 19 Talmn 2002
tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut

a.  Parang siapa:

Dalar hal ini adalah Tersangka Limat Tansir alias Aseng yang
berlamat di Perumaban Taman Muotiara Palm blok D3 No. 26 Kel
Cengkareng Barat Kee. Kalideres Jakarta Barat. Schingga dalam unsur
barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan benar,

b, Denpan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (1), yakni “Haok Cipta merupekan hak
eksklusif bagi Pencipta atau Pemegoang Hak Cipta  wmtuk
mengumumkan atau menperbanyak Ciptaannya, vang timbul secara
olomatis setelah suatu ciptagn dilakirkan topa  mengurangi

pembatasan mesurut peraturan perundangundongan yang beriake”
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Melihat unsur ini muka dapat dilthat dari perbuatan terdakwa yakni
Limat Tansir alias Ascng telah dengan terang-terangan menawarkan atau
menjual DVE film berbagai judul dan film pomeo serta ind telah dijadikan
mata pencarian atau pekerjean karcna terdakwa Limat Tansir alias Aseng
dalam megjual film-film bajakan berbagai, hal ind dilakukan terdakwa guna
mendapatkan keunfungan, dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan
terlebth dahulu dari penciptanya yang memiliki hak eksklusif. Adapun hak
eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagl pemegangnya
sehingga tidak ads pibak lain yang boleh memantaatkan hak terscbut tanpa-

1zin pemegangnya.

& Mengunmamkan dan Memperbayak

Pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan
menerjemahkan, mengadapiasi, mengaransemen, mengalibwujudkan,
menjual, meuyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,
mempertunjukkan  kepada  publik, menyiarkan, merekam, dan
mengomunikasikan Ciptasn kepada publik melalui sarana apa pun.Sehingga
melihat penjelasan di atas, maka unsur i pun  ferpenubi secara sah dan
benar,

Kemudian terkait dengan itu jugs, maka barang bukdi yang terkait dengan
kasus pidana ini vakni barang bukti berupa 4 (empat) dus berisi 4000 keping DVD
film barat dan mandarin, 2 {(dua} dus berisi 2000 keping DVD film porno bamat
dan mandarin dan 1 {satu} dus terisi 1000 keping DVD film kartun diramipas
untuk dimusnabkan, dan mengenai mesin dapat dirampas oleh negars, hal tersebut
sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) UUHC, ¢i mana menyebutkan bahwa:

Ciptaan aiau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta
ataw Hak Terkait serta dlat-alat yang digunukan untuk melikukan
tindak pidana tersebul dirampas cleh Negara untuk dimusnahkan,
Oleh karena itu, jika pernikiran penulis dapat terjadi atau direalisasikan
oleh segenap aparat penegak hukum denpan benar dan simultan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan menghilangkan budaya korupsi, kolusi dan
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nepotisme, maka penulis optimis bahwa pembajakan di Indonesia dapat
diminimalisir bahkan dapat dibapuskan dari Negara Republik Indonesia.

43  Konsepsi Penyclesaian Masalsh Dalam  Rangka FPeningkatan
Penegakan Hukum Di Bidang Hak Cipta Film

Indonesia sering dikecam kalangan internasional tertentu sebagal negara
vang scolah-olah membiarkan saja pelanggaran terhadap hak cipta (copyright} dan
kekayaan intelektual (imtelleciual property), pembajakan terhadap karyva-karya
intelektual terutama pelanggaran bak cipta memang masih merajalela di negeri ini.
Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta diharapkan pembsjakan dapat diberantas”” Pembajakan VCD/DVD
dilakvken dengan membajak dari film-film yang belum beredar den belum
ditayangkan di Indenesia atau peredarannya tidak mempunyal lisensi dari
pemegang hek ciptanya, namun pelaku pembajakan dengan sadar dan tanpa malu-
malu lagi mengedarkannya di masyarakat khugusnya di Jakarta, Dalam hal ind
diragukan jupa keserinsan pihak aparat penegak hukum dalam menangani
pembajakan hak cipta,™® karepa mulai dari proses penyidikan hingga proses
persidangan pare pembajek depat melakukan kolusi dengen menggunakan
sejumlah vang hingga para pembajak dapat diuntungkan seperti kedus contoh
kasus diatas.

Tidak bisa dipungkisi babwa masalah hek cipta di bidang perfilman
memiliki kaitan yang erat dengan rmasalsh ekonomi dan sosial. Sebenarnya sudah
dicoba untuk meminimalkan masalah e¢konomi tersebut dengan cara menjual
VCD/DVD dengan hargs yang terjangkau. Undang-Undang Womor 19 Tahun
2002 tentang Hak Cipta tidak akan bisa diterapkan benar-bepar selama Zow
enforcement tidak bisa dijalankan. Dalam hal ini sudah jelas sekali pibak penegak
hukum tidak serius menangani permasalahan Hak Kekayaan Intelekival schingpa

A7 Wihadi Wivanto, Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak
Cipta Dealam Rangha Memerongt Pembajaban, Disampaikan dalasen Lekakarya Hak Kekayaan
Intelekival Dan Perkembangannya , Jakara 10-11 Pebruari 2004, {Jakaria | Pusat Kajian Hukum,
200%), bal 307.

23 phid, Wikadi Wiyanto, hal 309,
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harus ada upaya — upaya vang benar-benar serius untuk mengatasinys, antara
lain:

R Perangkat Hukum

Aspek hukum merupakan salah satu bidang yang perubahannya
belum memuaskan, selama cra reformasi saat ini. Perangkat hukum yang
;ﬁasih diskriminatif dan angin-anginan merupakan keluban masyarskat yang
sering dilontarkan, Bagi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebenarnya
tidak sulit menuntaskan pelanggaran HKI tersebut. Sebab perangkat hukum
untuk hal #u jsudah terpenuhi. Beberapa undang-undang telah mengatur
sanksi bukum bagi pelanggarnya. Misal Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang
Perfilman serta Kilab Undang-Undang Hukum Pidasa (KUH Pidana). Pada
pasal 71 UL UUHC dan pasal 39 Ul Perfilman dijelaskan bahwa
Kepolisian berwenang melakukan penyidikan atas kasus pelanggaran hokam
yang terjadi. Sebagaimana pula ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahup 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Keteptoan hukum ity menyiratkan tidek ada alasan bagi polisi
untuk bespangku tangan melihat maraknye pernbaiakan, Pasal di dua
undang-undang tersebut secara tegus menyatakan institusi hukam ity harus
tanggap mepangkap situasi kasus bajsken yang muncul di tengah-tengah
masyarakat, sebelom ada laporan pidana dari pemilik hak cipta. Idealnya
polisi harus bertindak awal, mengingat kasus tersebut memang bukan deiik
aduan. Namun faktanya, Kepolisian solah.oizh mermbiarkan kasus itu
berkembany biak dan akhirnya berdampalk kepada kebiasaan magyarakat
untuk membeli produk bajakan. Selain tindakan penyidikan, dalam kasus
tersebut scharusnyz Kepolisian juga bisa mensosialisasikan kepada
masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.

Terutama terhadap sanksi pidanasnya, mengingat hukuman bagl
pembajak, pengedar dan konsumennya tidak ringan. Selain dapat dipenjara
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juga bisa dibvkum denda materiil. Dalam pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta
discbutkan barang siapa dengan sengaja menyiarken, memamerkan,
mengedarkan atau menjual kepada umum suatn ciptaan atau barang hasil
pelanggaran hak cipta dapat dipidana selama 5 (limsa) tahun dan/atau denda
sebesar Rp500 juta. Sedangkan hukuman bagi para pelakunya adalah tujuh
tahun perjara ditambah denda Rp. § miliar. Namun kenyataannya ancaman
itu ternyata tidak membuat mereka takut. Karena hampir semua pelaku -
pelaku pembajekan banya divenis atau diputus sangat ringan oleh hakim
pengadilan dan saupat jarang para penuntut umum ( Jaksa ) mengajukan
banding ke tingkat pengadilan lebih tinggi dan sehingga dengan sesnaknya
saia para Jaksa peountii unman menuntat sangaf rendah hukumannya
kepada para pembajak hak cipta dan hal ini juga di aminkan atau disetujui
oleh para hakim yang memutus para pembajak hak cipta dengan putusan
vang sangat rendah, inilah yvang membuat berani mepantang ketentuan
hukum its lewat cara terus meningkatkan produk bajakan,

Dalam memerangi secara serius para pembajak hak cipta ini yang
telah banyak merugikan pemegang hak cipta dan juga pendapatan negara
melalui pajek yang mencapai RpS trilunftabun (bila dikitung secary
matematik, yakni perolehan PPN sebesar 2096 dwri harga jual produk
resmi antara Rp. 12360 -~ Rp. 58.000hudyl dapar dipercieh angha
kerugian itu jika kuantitas bajakon sekitar satu juta copy per-hari)  maka
dibutubkan perangkat hukum yang lebih tegas lagi, yaitu dengan
menggunakan undang — undang pencucian vang dan undang — undang
terorisme  schingga dengan menambabkan kedua undsng — undang ini,
maka ancaman hukumannyapun meniadi lebih tegas schingga para
pembajak akan berpikir 1000 kalt untuk melakukan tindak pidana di bidang
hak cipta.

b. Penegskan Hokum { Law Enforcement }
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Di mata internasional Indonesia telah mendapat predikat
sebagai bangsa pembajak karya cipta milik orang lain dan bangsa iain.
Artinya, Indonesia snerupakan salah satu negara yang paling parah dalam
penegakan hukuin dalam bidang hak kekayaan iptelektual. Tidak
hanya itu, bila dibandingkan dengan Malaysia saja, Indonesia
merupakan negara yang relatif kecil pembuatan film-{ilm dalam lingkup
hak cipta. Padahal, dari sisi jumiah penduduk Indonesia memiliki penduduk
hampir tujuh kali banyak dari jumlah penduduk Malaysia.

Permasalahan law enjorcement merupakan topik yang tidak
henti-hentinys dibicarakan di seliap negara, terutams di negara-negara
duniz ketign atau developing coundrizs, Penegakan hukur secars lepat dan
konsekuen merupakan modal dasar unfuk mencapal tujuan negara
demokratis dan mencapal perturnbuban ekonorni yang optimel. Apalagi
potret intellectucd property rights Jdi negarg-pegara berkembang masib
sangat sulit berkembang. Demikian juga dengan praktek penegskan
hukum dalam bidang hak kekayaan intelektual, Kasus-kasus pelanggaran

hak kekayaan intelektual di Indonesia, seperti pembajakan berbagai karya-
karva sinematograll semakin tinggl baik secara kunantitas maupun
kualitasnya. Anehnya, sangat jarang kasus-kasus pelanggaran tersebut yang
sampai dinalkksn ke Peogadilan. Padabal, kasus-kasus pelanggaran bak
kekayaan intelektual itu dapat diternui dengan roudah di hampir setiap sudut
kota i Jakarta. Bils kita melihat praktek-praktek vang dilakukukan
masyarakat, meka dapat dikatakan bahwa penegakan bukum dalam
bidang bak kekayaan intelektual di Indonesia saogat lemah sekali
Dibutubkan penangapan vang serius dalam memerangi kejahatan di bidang
hak cipta.

Senada dengan Indonesia di Thailanpun sedang mengalami
degradasi penegakan hukum di bidang hak cipta, disampaikan oleh Jenderal
Visut Vanichbut  Lommander Economic and Technologival Crime
Suppression Division Royal That Police, Bangkok} pada acara Confersnce
To Develop An Intelectual Property Crimes Enforcement Network (JPCEN),
di Bangkok dalam topik Effective Strategies to Investigate and Prosecute
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Reiail Piracy, menjelaskan bahwa Kepolisian Thailand mengalami kesulitan
dalam bal penanganan kasus-kasus pelanggaran kekayaan intelekiual
Kejahatan ini melibatkan sindikat kriminal dengan kemampuan yang besar
sehingga mereka mampn menyuap atau merobeli aparat penegak hulam.
Meskipun Thailand sudah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus-
kasns kekayaan intelektual pamun aparat vang korup dan kurangnya
kesadaran pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pelanggaran
kekayaan intelektual terus membuat kepolisian Thailand bekerja keras untuk
menangani kasas-kasus i,

Untuk #u dalam upaya penepskan hukum yang dilakukan oleh
Kepolisian Polds Metro Jaya dalam memerangl para pembajak bek cipta
adalah dengan 3 { tiga) cara , vaitu :

1) Penegakan Hukum Yang Tegas

Pola Pencgakan hukum yeng tegas  dapat dilaksauskan
secara Ronsisten dan berkesinambungsn berkat adanya satu visi

dan satu misi baik dari pimpinan hingga anggots polii yang ada di

lapangan. Visi dan Misi i#u adalah tappa pandang bulu

memberantas para pembajak hak cipta yang ada di Jakarta, dan
program perang melawan pembajakan adalab merupakan salah satu
program Kapolri Jendral Sutento. Bagaimana caranys 7 caranya
vaitu dengan menindak para pombajak hak cipta mulai dari
progusen {pembuat) baik pabrikan maupun rumshan (ome
industry) hingga kepada para penjual CD, VCD dan DVI) hasil
bajakan. Para pelaku terscbut, seluwrvhnya dilakukan penshapan
dan tidak ada satupun orang atau pelaku vang diberikan
penangguban penshanan. Selain itu denpgan menerapkan beberapa
undang-undang yang ancaman fnkumannys maksimal 10
{sepuluh) tahun dan hukuman minimal 5 (lima) tahun

r3 Pencgakan hukum berbasis Comprunity Policing

152 Universitas Indonesia

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



Peruhahan modus operandi vang dilakukan oleh para
pembajak hak cipta, yaitu dengan sistem penjualan terputus dan
berkembangnya  atan  meningkatnya produk  bajpkan hasil
penggandaan Duplikator, mernbuat pola penegakan hukum oleh
Polda Metro Jaya, berubah. Pola yang digunakan oleh anggota
Poki Polda Metro Jaya adalah dengan memperdayakan secara
maksimal masyarakat perkotaan atan sering kita kemal dengan
istilah Community Policing. Metode ini sangat beik digunakan
dalam memerang! pembajakan hak cipta dengan modus operandi
perabaiakan mengpunakan alat duplikator yang digunakan oleh
para pelaku di perumahan - perumahan dan selaln berpindah-
pindah. Dalam metode Comnunity Policing , anggots Polri di
lapangan mensosialisasikan pemahaman pembajakan hak cipta
kepada masyarakal perlcotaan dan membual jaringan kormnikasi
vang baik dengan masyarakat depgan harapan spabila di daersh
atau tempat tinggal masyarakat tersebut ada penpggandaan hak cipta
hasil duplikator maka dengan cepal masyarakat tersebut
melaporkannya kepada polisi yang ada dilapangan.

3} Harmonisasi Para Aparat Penegak Hukum

Kejahatan di bidang Hak Kekayaan Intelektual khusunya
pembajakan film yang ada Ji Indonesia khususnya di Jakarta,
melibatkan organisasi ilegal yang memiliki uang yang banyak yang
dengan uangnya tersebui para pembgjgk dapat melzkukan
komunikasi ilegal (kohust) antara pembajak dengan aparat penegak
bokum. Usang hasil pembajakan tersebut digupakan oleh para
pembajak untuk melakokan koordimasi atau pemberian upeti
kepada aparat penegak hukum secara berkals maupun acara-acara
kbusus ( seperti acara sergh terima jabatan atau pada hari-hari besar
keagamaan) selalu dapat memberikan bantuan dana demi lancamya
keguatan pembajakan tersebut. Bahkan yang lebih ironisnya lagi
para pembajak tersebutl dapat mengatur siapa yang akan menjadi
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peiabat di salah sate instansi penegek hukum, semma iu karena
masih tingginya korupsi di Indonesia. Kerjasama dan saling
mendukung pemberantasan pembajakan di Indonesia diperlukan
oleh aparat penegak hulum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan
Penpadilan agar memutus matz pantat kejahatan vang dilakukan
oleh para pembaiak fiilm di Indonesia.

e. Kerjasama Internasional

Kejahatan kekayaan intelcktval marak dikarenaken keuntungan
yang didapat banyak dan dalam wakty sinékat, teknologi vang semakin
canggih, kemudaban untuk mendistribusikan produk. produk hasil bajakan
hak cipta, kurang efektilnye penegakan huknm. Sementara kejahatan
kekayaan intelektual berbasis internet marak dikarenakan sifat internet itu
sendiri yang memudahkan para kriminal untuk melakukan wpload,
download, dan distribusi produk-produk ilegal yang tidak terhitung
jumishnys demi mendapatkan keuwntungan miliar dolar. Internet juga
memudahkan mereka uniuk berkomunikas), melakukan perencanaan,
membentuk sindikat transnasional yang modern. Tidak akan berhasil jika
upaya menangani masalah Kejahatan kekayaan itelektval ini dilakekan
sendiri-gendiri tanpa bekerja sama dengan institusi atau negara lain
Kerjasama dengan pihak industri, penegakan hukum dengan strategi yang
efektif, undang-undang atau sistem hulowm yang mendukung kerjasama
internasional dan edwiasi terhadap masyarakal adalah pendekatan sccara
hotistic yang harus diterapkan unfuk mepangani permasalahan ini,

Perlindungan kekayaan intelekfual membutubkan kerjasama global
dan dengan memberikan edukasi kepada public guna  meningkatkan
kesadaran masyarakat internasional tentang kejahatan kekayaan intelektual,
Melibat dari pengalaman terijadi di Cing dalam melawan perobajakan hak
cipta. Pemerintah Cina mengadakan kampanye anti pembajakan selama 100
hari dari tanggal 15 Juli — 25 Oktober 2006 yang cukup sukses. Data statistik
menunjukkan bahwa selama kampanye 100 hari anti pembajakao tersebut,

aparat penegak hukum melakukan inspeksi sebanvak 105,000 kali, menyita
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28.316.000 produk avdiv-video-sofiware bajakan, melakukan investigasi
terhadap 2.300 kasus, menahan 3.095 tersangka dan menyite & mesin
produksi CD ilegal Kerjfasama internasional yang cukup berhasil adalah
“Operation Summer Solstice™ di bulan Juli tahun 2006, Kerjasama antara
Amerika Serikat dengan Cina ini berhasil membongkar 2 sindikat kejahatan
terorganisir yang memproduksi dan menjual produk sofiware palsu ke
seluruh dunia, Secara keseluruhan nilai barang disita mencapai 60 juta RMB
{sekitar 8 juta USD).

Konsep IMCEN adalah mengembangkan jeringan dimana para
penegak hulom bidang HKI bekerfa sama, dengan berbagi tantangan dan
strategi karena setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Konferensi
ini dapat digunakan sebagal arena untuk mengenall hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam penegakan hukum bidang HKI dan jugs untuk berbagi
strategi dan informasi {contoh | target operasi yang sama). Jaringan ini juga
akan berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan | Bagaimanakah cara
untuk bekerjasama dengan lebih baik? Bagaimanakah dapat bekeria lebih
keras / cepat untuk mengimbangi para kriminal ? Bagaimanakah cara unfuk
rencari / mempertabankan bukti yang ditinggalkan oleh para kriminal di
internet 7

Menurut Sigal P. Mandelker — Deputy Assistant Attorney General,
US DOJ Washington, Prinsip-prinsip vang diajukas untuk IPCEMN ini
adalah:

1§ Negara-negara terkait harus bekerjasama untuk memastikan
bahwa tidek ada tempat yaog aman bagi mereka yang
terlibat dalam kelahatan kekaysan intelekival serius atau
yang terorganisir;

2) Kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum
bidang kekayaan intelektual membutubkan tindakan yang
cepat dan terkordinasi;

3) Kerjasama diantara negara terkait dalam hal penyelidikan
dan penuntutan kejahatan kekayaan intelektual harus dibina
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4)

5)

tanpa melihat lokasi korban maupun asal benda palsu atas
melanggar hak kekayaan intelekiual;

Negara-negara  terkait harus  memastikan  terdapat
mekanisme yang tepat agar kerfasama internasional yang
efektif dalam kasus-kasus kejahatan kekayaan intelektual
dapat terjadi; ‘
Bantuan timbal balik (mutual assistance) harus memastikan
bahwa pengumpulan dan pertukaran bukti dalam kasus
yang melibatkan kejabatan kckayaan intelekival terjadi
dalam waktu vang sesuai.

Rekomendasi yang dapat disampatkan unfvk kerjesama ini

adalah membuka jalur untuk komunikasi secara reguler, berbagi
pengaleman dianiara sesama penegak hokum dan berbagi intelijen
atan informasi untuk meningkatkan kevjasama anfara sesama
penegak hukam dalam perlawanan terbadap sindikat kejahatan

kekayaan intelckiual terorganisir.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun berdasarkan pomaparan dan kajian pada bab-bab sebelumnys,
kiranya penulis hendak menyimpulkan akan jawaban dari rumusan permasalahan
dalam tesis ini, yakni:

1. Penulis »simwlkan dalam permasalaban pertama mengemai perkembangan
perlindungan HKI di Indonesia khusnsnya permasalshan-permasalahan dalam
penegakan hukum di bidang hak ¢ipta dalam bidanmg film ialah di dalam
perkembangannya terhadap perlindungan hak cipta dalam bidang film telah
dilakukan sejak dahulu kala, hal tersebut dapat dibukiikan dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudiap
digantikan denpan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta,
kernudian diberlakukannya Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1997 tentang
Hak Cipta, dan pada periode terakhir ini dibesiakukannya Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, di mana masing-masing UUHC
tersebut  mempunyai  karakteristik  yang  terus  disesuaikan  dengan
perkembangan zamannya. Keempat ukiang-undang tersebut dibuat sebagai
wujud konsekuensi dari arus globalisast yang terns berkembang dan sebagal
salab satu negara yang tergabung di dalam organisasi-organisasi yang
berhubungan dengan HKI. Namun pada kenyataan prakiek di lapangan, bahwa
masih saja pelangparan-pelangparan terhadap hak cipta tedjadi, seperti
pembajakan karva film yang semakin marak, peredaran ilegal yang tidak bisa
terbendung, dan pelanggaran hak cipta terhadap hak moral dan hak ekonomt
lainnya,

2. Dalam permasaiahan kedua penulis simpulkan bahwasanya faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya pembajakan hak cipta di bidaog film, yakai:

a. Faktor Undang-Undang, di mana UUHC ditinjau dari dasar-dasar
berlakunya, seperti dasar yuridis, dasar sosiologis dan dasar filosofis
belum secara keseluwruhan memadal untuk diberlakukan di Indonesia

mengingat ¢iri bangsa Indonesia yang bersifat komunal atau kebersamaan.
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Kemudian <ilibat darl segi substansinya juga masth perlu dilakukan
tinjauan lebih lanjut atav revisi terkati dengan ancaman hukuman yang
terkesan masih ringan dan tidak berlaku bagi pengusabha yang
menyediakan tempat penjualan produk bajakan, pemenuhap unsur pidana
yang mengharuskan pembukiian dengan pemeriksaan sakst ahli dari Ditjen
HKI yang memerlukan biaya, tidak ada sanksi bagi para pembeli atau
konsamen yang membeli film-film bajakan, dan menyangkut pidana baik
pidana penjara danfatau denda vang masih dirasakan terlalu ringan;

. Faktor penegak hukum, di moana pénegak lwkum seperti polisi sering
mengalami kesulitan-kesulitan untuk memberanias tindak kriminalitas
pembajakan film, hal tersebut dikarenskan penyidik terpaksa meminta
akan bantuan dana untuk penyidikan kepada pelapor dan bahkan kepada
tersangka pelappggaran bak cipta, sehingga integritas dan moralitas
penyidik dipertanyskan eksistensinya, adanya intervensi kasus yang
dilakukan pihak-pihak tertentu akan kasus vang sedang berjalan
diskriminasi penyidikan, sering terjadinya pengpgelapan barang bukti,
ketidakjelasan akan waog penaogguban pemahanas  vaong  diberikan
tersangka kepada polisi, dan lebib mepgutamakan kordinasi flegal,
disamping itu aparat penegak hukurm lainnya seperti Jaksa penuntut umum
dan Majelis Hakim yang menyidangkan kasus-kasus Hak Cipta seringkali
berkolus: dengan terdalewa dengan carg menggunakan urkiang-undang lain
diluar UUHC yang sangsi pidananya sangat ringao babkan barang bukti
hasil pembajakan sering kali dikembalikan kepads terdakwa.

. Fakior sarana dan prassranz, di mana kurangnya akan kelengkapan
Kenolisian dart sudut ssrana atan fasilitas vang belum memadai dalam
memberantas penbajakan. Sarana atau fasilitas ini, antara hin mencakup
tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi vang baik,
peralatan yang memadai, kevangan yang cukup dan seternsnya;

. Faktor masyarakat, di mana faktor ini memiliki pengaruh positif dan
negatif terhadap teriadinya pembajakan film, yang dibagi penulis menjadi
4 kelompok masyarakat, yakni kelompok masvarakat pemegang hak cipta,
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kelompok masyarakat produsen, kelompek masyarakat pedagang, dan
kelompok masyarakat konsumen; dan

e. Fakior kebudaysan, di mana pada factor terakhir ini dapat disimpulkan
penulis merupakan factor yang terpenting, karena tegaknya peraturasn-
peraturan hukum semuoa disandackan budaya hukum masyarakatnya yaitu
sikap magyarskat terhadap bukom dan sistem hukum kepercayaan,
pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan-harapan’
Budaya hukum masyarakat tergantusg pula kepada sub budava bukom
gnggota-anggota masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai fakior, vaitu -
kepentingen ckonomi, posisi atau kedudukan, latar belskang pendidikan,
lingkungan, budaya, agama, dan bahkan kepentingan-kepentingan. Faktor
kebudayaan ini penulis buat dalam 2 golongan, yakmi budaya aparat
penegak hukum dan budaya masyarakatnya.

3. Dalam permasalahan ketica penulis simmpulkan bahwa upaya penegakan
hukura dibidang hak cipta khususnys terhadap pelanggaran hak cipta dibidang
film ialah masih memprihatinkan dari herapan UUHC, karena aparat hukum
seperti Polisi, Jaksa dan hakim belum bisa menyokeng penegakan hukum di
bidang hak cipta khususnya pembajakan film, karena ketipa pensgak hukum
ini selalu saja berkolusi dengan para pelanggar bak cipla tersebut dengan carg
mengurangi barang bukti, kemudian dengan alasan tidek bisa menghadirkan
pencipta atau pemegang hak ciptanya, menggunakan pasal-pasal yang ringan
atau pasal-pasal vang berlaman dengan tindak pidana pelanggaran hak cipta
dalarn membuat berita acara pemerikasaan atau di dalam putusan pengadilan,
Sehingga hal tersebut menguntungkan para pelanggar bak ¢ipta, karena vonis
pidananya pastinya jauh lebih ringan jika dibandingkan jika pelangpar hak
cipte tersebut divonis sesuai UUHC. Untuk itw diperlukan adanya upaya-
upaya dari aparat pencgak hukum secara Kongkrit dengun cara menegakan
hukum UUHC secara tegas tanpa pandang buls, membuat sistem penegakan
hukum berbasis Communily Policing dan diperlukamaya harmonisasi dan
kerjasama yang efektif bagi para aparat pencgak hukum guna memberantas
pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan akan karys sinematografi,
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52  Saran

Adapun saran yang hendak penulis berikan dalam tesis inl untok
memberikan suatu solusi dari permasalahan-permasalahan vang ada dalam 1esis
inj, vakni:

1. Perlunya meningkatkan peran serta aparat penegak hulum baik Kepolisian,
Kejaksaan dan Penpadilan yang tegas dan tidak pandang bulu serta menindak
para penegak hukum yang berkolusi dengan para pembajak.

2. Merevisi Undang-Undang Nomor 19 tashun 2002 tentang Hak Cipia,
khususnya yang berkaitan dengan sanksi kepada pengusaha penyedia iempat
penjualan barang bajakan {matl/pasar swalayan).

3. Memberikan sanksi baik pidana maupun sangksi sosial kepada masyarakat
vang membeli atan menggunakan YCD/DVD bajakan,
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Dattar barik VCD dan DVD di Indonesia

Tabel 2.

Pimpinan
Ne. iﬁ%ﬁ?ﬁ&? ?z?dlﬁsksi Lokasi Pabrik Perusabaan/
' Contact Pemson
1. Akeda Maltimedia, T UD, VCD, | jL. Raya Prancis No. 2 Pantai | Dfrs. Nurdin Umar,
045711 DVD Indah Dadap Blok H/7 Ds. Fandi
KAHT/VII/2003 Dadap Kee. Kosambi
Tangerang
Tip. U21-55954291 :
2. | Avidisc Crestec CO,VCD | N Sulawesi | Blok H-4-2-1, Wirawan Tanzil
Interindo, PT Kawasan Industsi MM 2100
286 /T/INTYUSTRI/ 2604 Cibitung Bekasi
Tlp. 021-69982828
A, Central Data Recorder, CD-R I1 Rawsa Melati A8 Blok 1331 | Lawi
Fot ¥ Na. 12, Kee. ¥Ralideres,
73/31)T/INDUSTRI/ Jakaria barat
2604 Tip. 02158952588
4. | Dharma Sejahiera, PT CI, VD | Pergudangan Pantd indah Limm Kok Tjien
14/ 10K AHT/ I/ 2003 Dadap, JI. Raya Perancis 2
Blok FF No. 5 Desa. Badap
Kec. Kosambi, Tangerang
Tlp. 021-55958575
Fax. 021-6680076/021-
5409655
Digltsl Media CO,VCD | Kawasan Industri MM 2100 | Sony Sutanto, Pang
Technology, FT Cibitung Blok HiI No. 1, Pak Ira
5 103/ T/ INDUSTRI/S 2007 Bekasi
. Tip. 021-8998383%, (21~
85583930
6. | Dimension Multd Digital | CD, ¥CD | JI. Indusiri Raya 10 Blok Felly Herjus
Star, TT A8, Industri Facto, Desa Bistock Urnbakas,
B4/ TUL-IKAMT/VIE/ 2003 Bunder Keg, Cikupa Kab. Fendi
Tangerang
Tip. 021-6124151
Fax, 021-6124152
7. 1 Dynamitra Tarra, PT. Stamper, | Kawasan Indusiri Manis & Irwan HL
45/ T/INDUSTRI/ 1596 CD, vCD, | Palm Manis, 1. Manis Raya
VD Mo, 18, Serang Km §.5
Jattuwung, Tagerang
Telp, 621~ 5847861
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8. | Dynafech Perkasa, PT CD-R J1 Jababeka Raya Blok Q No.1 | Mai Xianhai,
306/T/INDUSTRI/ 2004 K I, Jababeka 1, Cikarang, Tan Cheng Eong
Bekasi 17530
Telp. 021-8936287,
Fax. 021-8936289
9 Indomas Cipta Sarana PT | CD,DVD | Jl. AdiSudpto No.7 RT Budi Tono
181/Kanwil.10.19.22/1IL 003/10, Kel. Belendung, Kec. | Tehjakesuma
MEA/ Benda, Tangerang
b/1Z.00.03/X11/2000 Telp. 021-5400938,
Fax. 021-6319810, 0216328816
10. | Intra Media Digital, FT Stamper | Jl. KH. Moh. Marsyur 11, Karyoto
22/1UL/TP/IX/ 2005 Blok B8-12, Jakaria
Telp. 021-6314739,
Fax. 021-6315050
11. | Karyamas Visionindo, PT | CD, VCD | JL. Husen Sastranegara, Derma Sudarman
91/Kanwil 10.19.22/TL.M Pergudangan Nusa Indah
EA/ Blok B No. 27 RT. 04, RW .03,
b/1z.00.03/VIII/2001 Kel. Jurumudi, Kec. Benda,
Tangerang
Telp. 021-54370117,
Fax.021-5456451
12. | Kencana Buana Semesta, CD, VCD | Kawasan Industri (KBE) A II, | Lim Soei Khiang,
PT Desa Dengdeur, Kec. Mangendar Wanto
536 / 07 /Indag PM Bungursari, Purwakarta
Telp. 0264-350588,
Fax.0264-350587
13. | Laserindo Int DVD Komp. Pergudangan Miami, | LimatTansir,
Persada,PT. II. Rawa Melat VIII A Blok Aseng, HP
042/1U1/IKAHH/1,/2002 D3 No. 15, Kel. Tegal Alur, 0812070966
Kece. Kalideres, Jakarta Barat
Telp. 021-55799887,
Fax. 021-55799887
i4. | Medialine Indonesia,PT CD, VCD | JI. Peternakan Dalam Il No. | Hendrik Priyatna
099/TU1/ IKAHH /1 /VII 60-A RT02/07, Kel Kapuk,
/2003 Kec, Cengkareng, Jakarta
Barat
Telp. 021-5451845/6,
Fax. 0216198601
15. | Mega Nuansa CD, VCD, | Pergudangan Pantai Indah Edy Sumantri
Cemerlang, PT DVD Dadap Blok S No. 8, JL
041/FJI-IKAHT /IX /2002 Perancis No. 2 Desa Dadap,

Kec. Kosambi, Tangerang
Telp. 021-55956056,
Fax. 021-55960871

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008




17, | Megapiast jaya Citra, FT CO-KR . jababeka X1I Blok W No. Hendry Utomo
185A FHE/ PMA J2000 54 Cikarang Industrial
Estate, Cikarang, Bekasi
17530
Tetp, 0218936048,
Fax. 021-8936040
18. | Metro Utama Raya CO,BVD | JL Daan Mogot Km 18,5 Freddy Laude,
Electronics Industey, PT Kalideres, Cengkareng, Herlina Tjandsa
608/ T/ MNDUSTRI/ 1958 fakarta Barat
Telp. 021-6190125,
PBax, 021-6190173
19. | Miwa Gemilang CD,VCD | L Raya Clkandde-Kope Mala | Yus Wardi
Sejahters, PT Km. 3,Kp. Nambo RT 43/02
13/ Barngen 0114/ TEAS D Gabus, Kec. Kopo, Serang
b.12.0003/X1 /2005 Telp, 02170203678,
Fax. 0216326120
20. | Multimediaz Replikasi D, DVD, | Pergudangan 75 Blok ] ~2A, | Go Bun Han,
Plastdkatama, T VD il Raya Perancis, Tangerang, | Kamal, np
841 /Kanwil 101982 /1A Banten G81Z8433173
B/ 00.03/V /95 Telp, 0216690533, Telp. 021~
5504782,
Fax, §21-5504783,
Fax. 021-6678352
21. | Panggung Electric T, DVD | L Raya Waru No.l, Sidoarie. | Ali Scebroto
Citrabuana, PT Surabaye
0273515/ 1/ INDUSTRY/ Telp. 031-8534567, Telp. 021-
2002 3510702
2%, | Ganyo Jaya Components CD.RVE | Il Raya jakarta Bogor Km 38, | Masahiro Bzuka
Indonesia, FT Cimangeis, Depok, Jawa
35/ H/PMA/2004 Barat
Telkp. 021 ~ 8741567,
Fax. 021-8741535
22 | Sinar Cahaya Cemerlang | T, VD, | Panzatama Kav 27, AH Susansi
Jaya, T VD T3s.Leuwilimus, Kee,
02/ Banten0LOF/TEAS Cikande, J1. Raya Serang,
B EDOS1/1/2606 Kab. Serang
Telp. 0254 ~ 402280
24, | Sinar Mulia Sefati, PT ChL VCD 3 Daan Mogot KM 18 Komp | Freddy Rachmat
530/ 14911 THK Blok B No. 546, Sumekar
PERIDAGKOPAR/ 2008 Tangerang

Telp. 0216919317,
Fax. 021691947
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2B. | Sumber Sukses Sefahiera, Stamper | ji. Daan Mogot KM, 18 Komp | Indm 5.
PT TOK Blok B Me. 7 Rel, Kebun | Tiokrowijoto,
530/7604-TVT- Besar, Kec Baku Ceper, Janaidy
PERINDACKOPAR /2004 Tangerang Tiokrowijoio
Teip. §21-8418726
26. | Swar Ginga Kencara, PT | CD,DVD | 1l Kapuk Raya No. 18 A4, COvye Iskandar
16718241 Kel Kapuk Muars, Kee.
Penjaringan, Jak-Ut
Telp. 021 - 54565434,
Pax. 0216193050
27. | Takdir Jaya Abadi, PT | CD,DVD | Ji. Bourag No.34, Karang Max Markus Sasla,
53070771k « | Anwar, Batu Ceper, Subendra Rusly
PERINDAGKOPAR/ 2004 Tangerang 15121
Telp. 0215533333,
Fax. 021-552304%
Vishadotams Sakt Co, VD) | Komp. Pergudangen 9 Blok Winarto Phitoyo,
Perkasa, PT Ch, L Perancis RT 81 /68 Kel. | HF £818602608
54/ PLILE Jatimulya, Kec, Kosambi,
IKAHT/ VI 2003 Kab, Tangerang
Telp, 621-6600251,
Fax. G21-6288433
38, | Visora Camr Disinde PT, | CD, DVE | Kawasan Industy Jababeka Sulacman
530/39/ Perindagkop 17 Blok U 24 A, Cikarang
dan PMD /X /2004 Telp, 021 6254573,
Fax, (21-6394526
38, | Winnersiarindo CD,DVD | K Indushri I Kav. 5, Heriyanip, Hasan
Utaa FT. Kawasan Indugtri Modern
69/ Banten 0109/ TEA/ Cikande, Serang
b1z 0003/ VI 2005 Telp. 0254 - 462510,
Fax, Q254-402234

Sumber : Direktorat Jendral Industei Agro dan Kimia Departemen Peringugivian
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) Tabel.3
Gambar Alat Penggandaan VCD/DVD
Dengan Alst Duplikator

Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



Penegakan Hukum..., Whisnu Hermawan Februanto, FH Ul, 2008



PABRIK VCD/DVD BAJAKAN
MILIK LIMAT TANSIR Alias ASENG
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PABRIK FILM BAJAKAN MILIKK CINTOKO PUTRO
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